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Abstrak

Nama : Nadul Wirda
Program Studi . Magister Akuntansi
Title . Analisis Penerapan Surat Penegasan Sebagai Alternatif

M ekanisme Advance Ruling Dalam Sistem Per pajakan Self Assesment di Indonesia

Teds ini menjelaskan tentang prosedur yang berlaku,baik bagi wajib pajak
maupun fiskus guna memperoleh keuntungan dari mekanisme Surat Penegasan. Tesis ini
juga menyagjikan pelaksanaan praktik mekanisme advance ruling yang berlaku bagi
beberapa negara seperti : Jerman, Belanda, Singapura dan India, terkait dengan dasar
hukum dari advance ruling, pembatasan masalah, ikatan hukum, jangka waktu, biaya
yang harus dikeluarkan, serta masa berlakunya. Hasilnya, walaupun pada praktiknya
terdapat perbedaan yang mencolok dengan praktik umum mekanisme advance ruling,
namun Surat Penegasan tetap dapat digunakan bagi wajib pajak untuk menyamakan
persepsi dengan fiskus terkait interpretasi dari suatu peraturan. Walaupun tidak bersifat
mengikat, namun Surat Penegasan ini mampu memberikan sebentuk kepastian hukum
terkait transaksi yang digjukan permohonan melaui mekanisme advance rulingini.

Kata Kunci : Implementas ruling, Mekanisme Surat Penegasan, advance ruling,
sstem self assessment

Abstract

Name : Naslul Wirda

Study Program : Master of Accounting

Title : Analysis of Ruling Letter Implementation as an Alternative

For Advance Ruling Mechanism in Indonesian Self Assessment Tax System

This thesis explore the real procedural both taxpayers and the tax authorities must
do in order to get advantages from the Ruling L etter mechanism. This thesis also provide
descriptions about the practical of advance ruling mechanism that implemented in some
countries such as Germany, Netherlands, Singapore, and India, including the law base of
the advance rding, the limitation of advance ruling, the binding rules, timelines, fees,
even the term of advance ruling’s validation. As a result, even though the Ruling Letter
mechanism has an excessively different to any common advance ruling mechanism, as an
dternative way, we till can consider it to give us a way to equal our perspective in an
appropriate term with the tax authorities about our interpretation of tax rules. Though it
not bound both of the taxpayers and the tax authorities, it still can give us some kind of
certainty to get through with the transaction which proposed in this Ruling Letter
mechanism.

Keywords : ruling implementation, ruling mechanism, advance ruling, self
assessment system
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan
Pengakuan demi pengakuan terus meluncur dari mulut Gayus Tambunan,

tersangka kasus mafia pajak Rp24,6 miliar. Setelah menyebut sejumlah
perusahaan besar terlibat dalam aks cincai pgjak, Gayus menguak fakta bahwa ia
hanya menjalankan permintaan untuk menggelapkan pajak. Gayus juga mengakui
bahwa masih banyak perusahaanperusahaan lain yang lebih besar melakukan
kegiatan yang belakangan sering disebut sebagai “mafia pajak” yang terorganisir
dengan bekerjasama dengan sekaligus beberapa pihak/unit dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak (Medialndonesia, Senin 5 April 2010).

Keberadaan wajib pgak yang bekerjasama dengan pihak fiskus dalam
melakukan penyimpangan pajak ilegal bukanlah hal yang baru-baru ini sap
terjadi. Sudah banyak kasus terjadi dan akan semakin banyak terjadi apabila tidak
dilakukan tindakan yang tegas, baik dari segi sanksi, maupun dari sis pencegahan
(preventif). Kategori beratnya kasus pajak ini adalah karena bukan hanya
menyangkut aparat pajak, melainkan juga terkait dengan aparat penegak hukum
lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Di sisi lain, dampak besar dari kasus ini
adalah dari sis penerimaan negara. Padahal, penerimaan negara selama ini
sebagian besar disumbang dari pgjak (www.tvone.co.id.)

Tindakan sanksi yang tegas atas kasus ini tentu sgja mutlak dilakukan.
Dengan adanya sanksi yang tegas, mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku
penyimpangan pajak,baik di sisi wajib pajak, maupun di sisi aparat pajak (fiskus).

Akan tetapi yang juga tidak kalah penting adalah mengembangkan
mekanisme pencegahan (prefentif) terkait dengan potensi penyimpangan pajak.
Salah satu media yang dapat dipilih oleh fiskus untuk dikembangkan sebagai
pemutus mata rantai mafia pajak ini adalah advance ruling. Keberadaan advance
ruling mampu memberikan kepastian kepada wajib pajak terkait dengan
konsekuens: perpgakan yang terkandung dalam setigp transaks yang
dilakukannya. Dengan adanya kepastian pengenaan pajak ini, wajib pajak tentu

1 Universitas Indonesia
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bisa memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Prinsip kepastian dalam perpajakan terkait konsekuensi dan pengenaan
inilah yang sering menjadi titik tolak kegiatan penyimpangan perpajakan dalam
dunia perpgjakan Indonesia. Di satu sis ada wajib pgjak yang tidak memahami
aturanaturan pajak yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya. Di sisi
lain, ada pula pihak fiskus “nakal” yang hendak memanfaatkan ketidaktahuan
wajib paak tersebut untuk menyeretnya melakukan tindakan penyimpangan
paak. Prinsip kepastian inilah yang dapat ditawarkan sebagai solusi prdentif
kegiatan penyimpangan pajak, yakni dengan mekanisme advanceruling

Perkembangan peraturan dalam dunia perpajakan Indonesia juga menuntut
pemutakhiran pengetahuan (updating knowledges) tentang peraturan yang berlaku
oleh setigp individu yang acap bersinggungan dengan sistem perpaakan
Indonesia. Proses perkembangan peraturan yang terus menerus terjadi seiring
dengan perkembangan sistem perekonomian ini- membawa pengaruh yang cukup
signifikan terhadap wajib paak yang berkecimpung pada industri tertentu.
Perkembangan yang menuntut kompleksitas inilah yang membawa permasal ahan
permasalahan baru terkait dengan regulasi perpagjakan yang ada di Indonesia.
Bahkan tidak jarang, ketidakpastian yang terjadi kemudian dapat bermuara pada
batalnya suatu transaksi bisnis dan kesepakatan yang sudah terjadi sebelumnya,
karena secara komersia transsks tersebut menjadi  non-viable (tidak
memungkinkan) untuk dilaksanakan (Kang Beng Hoe : 2008). Walaupun sudah
ada peraturan yang mengatur suatu masalah tertentu, seringkali masalah
ditimbulkan oleh perbedaan persepsi masing masing pihak dalam memandang
suatu peraturan.

Dalan sistem perpgjakan Indonesia, yang menganut beberapa sistem
(official assessment untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB, serta self
assessment untuk bermacam-macam jenis pajak lainnya seperti pajak penghasilan
dan pgak pertambahan nila). Selain itu, kemudian diterapkan pula berbagai
aturan tambahan untuk membantu penerapan sistem tersebut di lapangan.

Dalam sistem salf assessment dikenal istilah advance ruling sebagai salah

satu media penyokong penerapan sistem sdlf assessment di negaranegara yang

Universitas Indonesia
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mengaplikasikan sistem self assessment ini. Advance ruling bahkan merupakan
sadlah satu kunci keberhasilan dari penerapan sistem self assessment di beberapa
negara yang memberlakukan sistem ini.

Diterapkannya sistem self assessment system dalam pemungutan pajak
berarti Wajib Pajak harus paham terhadap peraturan peraturan perpajakan yang
dibuat oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan
benar (Darussalam & Denny Septriadi, 2007, Hal. 19). Hal ini berarti bahwa wajib
pgak harus paham dan melaksanakan seluruh kewaiban perpajakan yang
dimilikinya dengan benar, sesuai dengan regulasi yang ada. Benar yang dimaksud
disini juga adalah bahwa pel aksanaan kewajiban tersebut juga telah sesual dengan
interpretasi yang dimiliki oleh fiskus selaku pihak pengawas pelaksanaan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan. Di saat Wajib Pajak kesulitan
dalam memahami suatu aturan perpajakan terkait dengan kewajiban perpajakan
yang dimilikinya, maka kemudian dibutuhkan advance ruling sebagal salah satu
solusinya.

Di dunia internasional, penerapan advance ruling sebaga suatu
mekanisme dalam sistem perpajakan sudah terintegras secara penuh pada
sebagian besar negara yang menggunakan sistem perpajakan self assessment.
Sebagaimana dikutip oleh Yehonatan Givati (2009), bahwa jika pada tahun 1988
terdapat 7 negara dari 20 negara OECD secara keseluruhan belum menggunakan
sisem Advance Ruling dalam sistem perpajakan mereka® (yang notabene
merupakan Self Assessment System), maka pada tahun 2005 hanya tinggal 2 dari
30 kesdluruhan negara anggota OECD yang belum memberlakukan prosedur
advance ruling tersebut?. Di luar negara OECD tersebut, juga terdapat 12 negara
nonOECD yang juga telah mengaplikasikan prosedur advance ruling dalam

sistem perpajakan mereka®

1 Austria, Belgia, Perancis, Irlandia, Jepang, Swiss dan Turki. TAXPAYERS RIGHTS AND
OBLIGATIONS, Hal 89 (Organization for Economic Ceoperation and Development, 1990).

2 Luxembourg dan Irlandia (Luxembourg ridak diikutsertakan dalam survey 1988). CENTRE FOR
TAX POLICY AND ADMINISTRATION, TAX ADMINISTRATION IN OECD AND SELECTED
NON-OECD COUNTRIES, Hal. 87 (Organization for Economic Ca operation and Development,
2006).

3Arg)en'[i na, Brazil, Chili, China, Siprus, Estonia, India, Latvia, Lithuania, Malta, Singapura and
Afrika Selatan.
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Secara umum, yang dimaksud dengan advance ruling daam sistem
perpgjakan self assessment adalah kewagjiban yang dimiliki oleh fiskus untuk
memberikan kepastian kepada wajib pajak terkait dengan aturan paak yang
berlaku terhadap suatu transaksi tertentu. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat
melaksanakan hak dan kewagjiban perpajakan mereka sesuai dengan aturan dan
perundangan yang berlaku.

Daam pelaksanaannya di Indonesia, sistem advance ruling ini menual
berbagai kendala. Kendala yang umum terjadi adalah terkait dengan kekurangan
sumber daya yang dimiliki-oleh fiskus untuk melayani setiap pertanyaan dan
kebingungan Wajib Pajak terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya.
Kendaa ini berkaitan dengan kurangnya kapabilitas fiskus untuk memberikan
panduan yang komprehensif bagi setiap wajib pajak dalam menjaankan
kewagjiban perpajakannya.

Kesulitan implementas advance ruling ini merupakan ironi bagi sistem
administrasi  perpgjakan Indonesia, karena dengan tidak berjalannya advance
ruling sebagaimana seharusnya, maka sistem administrasi berjalan secara pincang.
Di satu sis Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesua dengan
regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Wajib Pajak tidak memiliki dasar pijakan yang
jelas apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpaakannya
terkait dengan kekurangjelasan peraturan dan regulas yang ada. Wajib Pajak
dengan demikian berada dalam posis yang dilematis. Apabila melaksanakan
kewagjiban tidak sesuai dengan regulasi dikarenakan ketidakjelasan aturan, maka
Wagjib Pajak menghadapi resiko hukuman, baik secara administratif maupun
pidana. Apalagi apabila Wajib Pagjak tidak melaksanakan kewajiban tersebut,
secara otomatis sanks sudah menunggu wajib pajak tersebut. Dalam kondisi
inilah tidak mengherankan apabila kegiatan “mafia perpajakan” dapat tumbuh
dengan suburnya dalam dunia perpajakan Indonesia.

Keberadaan mekanisme Surat Jawaban dan Surat Penegasan yang bisa
digjukan oleh Wajib Pajak untuk meminta penegasan terhadap suatu aturan yang
berkaitan dengan suatu transaksi, seharusnya bisa menjadi salah satu aternatif
solusi bagi ketiadaan mekanisme advance ruling di Indonesia. Hanya sgja proses

sosidlisas yang minim dan hambatan internal dari dalam organisasi Direktorat
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Jenderal Pajak, menyebabkan tidak semua Wajib Pajak memiliki awareness
memadai tentang keberadaan dan fungsi dari mekanisme Surat Jawaban maupun
Surat Penegasan ini.

Tulang punggung dari self assessment system adalah voluntary compliance
(kepatuhan sukarela terhadap suatu peraturan, tanpa unsur paksaan) dari
masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat inilah yang mempengaruhi secara luas
terhadap tingkat penerimaan paak, sehingga kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak menjadi mutlak diperlukan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan
hal ini, fiskus, dalam hal ini Ditjen Pgjak, sebaiknya tidak hanya memperhatikan
kepentingan penerimaan pajak melaui upaya-upaya peningkatan kewajiban Wajib
Pajak, melainkan juga memperhatikan hak wajib pajak, dimana hak wajib pajak
adalah sama pentingnya dengan hak asas manusia (Darussalam & Denny
Septriadi, 2007, Hal. 19).

Terkait dengan kondisi tersebut, kemudian penulis mencoba menguraikan
dan menggambarkan mekanisme penerapan sistem advance ruling dalam sistem
perpajakan I ndonesia. Di dalam perpajakan Indonesia, terdapat mekanisme Surat
dan Surat Penegasan yang dapat digunakan oleh Wajib Pgjak untuk meminta
penegasan dari fiskus terkait aturan dan transaksi tertentu. Oleh karenanya, dalam
pendlitian ini pendliti juga akan melakukan analisis kelayakan terhadap Surat dan
Surat Penegasan sebagal sdlah saiu media implementass advance ruling d
Indonesia. Sebagai perbandingan, penulis juga akan mencoba membandingkan
dengan sistem advance ruling (custom advices dan valuation ruling) yang
diterapkan di Direktorat Jendral Bea dan Cukai Indonesia, yang masih dalam
lingkup yang sama dengan Direktorat Jendral Pagjak (dalam lingkungan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia), serta membandingkan dengan
penergpan advance ruling pada beberapa negara, yakni : Jerman, Belanda,
Singapura, dan India. Selanjutnya, penulis juga akan menganalisa aternatif yang
dapat dilakukan khususnya oleh wajib pajak dalam rangka penerapan Surat
Penegasan sebagal sarana alternatif penerapan mekanisme advance ruling pada

sistem perpajakan self assessment di Indonesia.
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12 Pokok Permasalahan
Dengan mempertimbangkan implikasi yang ditimbulkan atas penerapan
mekanisme advance ruling di Indonesia, maka penulis akan membahas
permasalahan |ebih lanjut tentang :
4.1.Bagaimanakah penerapan mekanisme sistem advance ruling
dijalankan dalam sistem perpajakan self assessment?
4.2 Apakah penerapan mekanisme Surat Penegasan dalam perpajakan
Indonesia sudah memadai sebagai salah satu media implementas
advanceruling?
4.3 Bagaimanakah strategi wajib pajak terkait mekanisme Surat
Penegasan sebagal alterretif penerapan advance ruling dalam

sistem perpajakan self assessmentdi Indonesia?

1.3 Tujuan Pendlitian
Tujuan yang ingin dicapa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.1 Menganadlisa penerapan mekanisme sistem advance ruling
dijalankan dalam sistem per pajakan self assessment

4.2 Menganalisa kelayakan penerapan mekanisme Surat Penegasan
dalam perpajakan Indonesia sebagai sal ah satu media implementasi
advanceruling.

4.3 Menganalisa strategi wajib paak terkait mekanisme Surat
Penegasan scbagal dternatif penerapan advance ruling dalam
sistem perpajakan self assessmentdi Indonesia.

14 MetodePenelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam pendlitian ini adalah
metode deskriptif analitis. Newman (1997, Hal. 23) dalam bukunya mengatakan
bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyagjikan gambaran yang
lengkap mengena seting sosia dan hubungarhubungan yang terdapat dalam

penelitian.
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Dalam pendlitian ini penulis ingin menggambarkan kasus yang terjadi,
untuk kemudian mengidentifikasikan sgiumlah permasalahan yang timbul dalam
kasus tersebut, kemudian menelaahnya secara konseptual dan menganalisa fakta
yang menggambarkan implementass mekanisme advance ruling dalam sistem
perpajakan di Indonesia.

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adaah
pendekatan kualitatif, dengan studi literatur dan wawancara lapangan kepada
narasumber yang terkait dengan implementasi advance ruling yang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Creswell (1994, Hal. 145),
jenis penelitian ini addlah penelitian yang cenderung memperhatikan proses
dibandingkan hasil, yang tujuan utamanya adalah pengungkapan makna dari
gambaran yang ada, dan memerlukan penelitian lapangan secara langsung dalam
pelaksanaannya. Dari pernyataan tersebut dapat diambil lesmpulan bahwa yang
menjadi fokus adalah penggambaran (deskripsi) fakta yang terjadi, yang dalam
penelitian ini adalah fakta lapangan penerapan mekanisme advance ruling dalam
sistem perpgjakan self assessment di Indonesa Dalam penelitian ini juga
dilakukan pengidentifikasian dan penggambaran secara menyeluruh terhadap
mekanisme yang ada, melaui pengumpulan data-data berupa literatur yang
diperlukan (buku-buku, jurnakjurnal, guidelines serta sumber literatur lainnya),
dan melakukan wawancara secara merdalam terhadap sumber-sumber data yang
telah ditentukan Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian data yang ada
mengenal proses yang terjadi dalam kasus dianalisa dengan mengunakan konsep
teori, serta data pembanding yang telah ada sebelumnya guna mendapatkan
gambaran sesungguhnya dari kasus yang terjadi.

1.5. Pendlitian Sebelumnya

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah dilakukan penelitian sebelumnya
oleh Citra Niramaya (2008), yang juga meneliti tentang permasalahan penerapan
Advance Ruling di Indonesa. Dalam pendlitian tersebut dibahas tentang
bagaimana sistem Self Assessment di Indonesia, serta penerapan metode Advance
Ruling sebagai salah satu fasilitas pendukung penerapan sistem tersebut. Sebagal
pembanding, dalam penelitian tersebut dilakukan studi komparatif terhadap
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beberapa negara di dunia yang telah menerapkan Advance Ruling dalam sistem
perpgjakannya. Dalam penelitian tersebut kemudian didapat kesimpulan bahwa
hingga saat itu, belum terdapat aturan yang baku dan komprehensif mengenai
penerapan mekanisme Advance Ruling dalam perpagjakan di Indonesia. Beberapa
hal terkait yang harus dipersigpkan dalam penerapan Advance Ruling apabila
kelak diterapkan di Indonesia juga diperinci, termasuk diantaranya dasar dan
status hukum aturan tersebut, peluang gugatan, posis wajib pajak di luar yang
memintaadvance ruling tersebut, preseden, perubahan regulasi, masa berlaku dan
jangka waktu penerbitan, biaya, jenis transaks (yang bisa diberikan fasilitas

advanceruling), disclosure informasi, serta aturan terkait lainnya.

1.6.Signifikansi Penelitian

1.6.1. Signifikans Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi

yang dapat digunakan dalam pendlitian lebih lanjut mengenai kajian sgenis,
serta sebagal dasar pemikiran bagi riset lebih lanjut dalam bidang perpajakan

yang berkaitan dengan tema yang dibahas penulis.

1.6.2. Signifikans Praktis

Sebagai pembuka wawasan para praktis dan pihak lainnya dalam hal
perencanaan dan implementasi kebijakan di bidang perpajakan, khususnya
yang terkait dengan penerapan mekanisme advance ruling dalam sistem

perpajakan di Indonesia

1.7. Sistematika Penulisan
Penulis menyajikan karya ilmiah ini secara sistematis melalui pembagian
bahasan melalui bab dan sub bab tertentu. Pembagian tersebut antara lain sebagai
berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini dibahas antara lain mengenai latar belakang penelitian, pok ok
permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, penelitian
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sebelumnya, signifikansi penelitian (baik praktis maupun akademis), serta
ssematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini beriskan studi literatur yang dilakukan pendliti terhadap teori-teori
serta sumber lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis
terhadap implementasi penerapan mekanisme advance ruling dalam sistem
perpajakan Indonesia. Teori yang dibahas antara lain mengenai dasar teori
perpajakan (pajak penghasilan), asas perpajakan (terutama mengenai asas
kepastian), sistem pemungutan pajak (self assessment system), serta teori lain
terkait dengan advance ruling system.

BAB 11l : PENERAPAN ADVANCE RULING DALAM SISTEM SELF
ASSESSMENT DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA LAINNYA
(JERMAN, SINGAPURA, BELANDA, DAN INDIA)

Bab ini akan dibahas antara lain mengenai penerapan sistem advance ruling
yang ada di Ditjen Bea dan Cukai Indonesia, serta perbandingan antara
mekanisme Surat Penegasan dengan mekanisme advance ruling yang sudah
ada dalam sistem perpgakan Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas
terkait teknis penerapan mekanisme advance ruling pada beberapa negara lain
di dunia, antaralain : Jerman, Belanda, Singapura, dan India.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keberadaan mekanisme Advance Ruling
di Indonesia, yang kemudian akan dilakukan perbandingan dengan mekanisme
advance ruling yang umum diterapkan pada negara-negara lain di dunia
(antara lain Belanda, Jerman, Singapura, dan India). Kemudian dalam bab ini
juga akan dibahas mengenai  kelayakan mekanisme Surat Penegasan sebagal
aternatif bagi implementas advance ruling di Indonesia, termasuk di
dadamnya kendala-kendada yang dihadapi Ditjen Pagak (fiskus) dalam
penerapannya, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak
sebagal strategi wajib pajak menghadapi ketiadaan mekanisme advance ruling

di Indonesia.
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BAB YV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menutup dan memberikan kesimpulan yang diperoleh
berdasarkan pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya,
saran diberikan sebagai masukan yang solutif bagi penerapan mekanisme
Surat Penegasan sebagal alternatif ketiadaan sistem advance ruling dalam
sistem perpajakan Indonesia.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan

Banyak ahli yang telah mendefiniskan paak dalam masing-masing
perspektif mereka. Menurut Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Safri
Nurmantu (2003, hal. 1) dalam salah satu bukunya adalah :

“Pajak adalahiuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan

dari sektor partikulir kepada sektor pemerintah), berdasarkan

undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tiada mendapat jasa

timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan

digunakan untuk membiaya pengeluaran umum”

Kemudian menurut Rimsky K. Judisseno, sebagaimana dikutip oleh
Santoso Brotodihardjo (2000, Hal. 2) yang memberikan pengertian pajak secara
bebas, yakni sebagal berikut :

“Pgjak adalah suatu kewajiban negara dan anggota masyarakat

lannya untuk membiaya negara berupa pembangunan

nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang

dan peraturanperaturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan

negara’

Sedangkan MHJ Smeets sebagaimana dikutip Waluyo (2003, Hal.5)
menyatakan bahwa pajak adalah :

“Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra

prestas yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dan

dimaksudkan untuk membiayal pengeluaran pemerintah”

Untuk melengkapi karakteristik pajak tersebut, kemudian Rochmat
Soemitro (1998, Hal.1) mensyaratkan bahwa suatu pungutan dapat terkategori
sebagal pajak apabila memenuhi karakteristik dan unsur-unsur tertentu yang
dimiliki oleh pajak, yakni antara lain :

a. luran dari rakyat kepada negara.

b. Yang berhak memungut pajak hanya negara, dan iuran tersebut berupa

uang, bukan barang.

c. Berdasarkan Undang undang dan aturan pelaksanaannya
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d. Tanpajasatimbal atau kontraprestas dari hegara yang secara langsung
dapat ditunjukkan.
e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah, yakni
pengel uaran-pengel uaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Mengenai definisi penghasilan, dalam dunia akuntansi secara umum,
dikenal tiga konsep dasar mengenai penghasilan dalam dunia akuntansi, yakni
sebagaimana dikutip oleh Schroeder, Clark dan Cathey dalam buku Financial
Accounting Theory and Analysis, yakni antara lain :

a. Psychic include which refers to satisfaction of human
wants,
b. Real Income, which refersto increases in economic wealth,
and
c. Money income which refers to increases in the monetary
valuation of resources.
Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa dalam dunia akuntansi, yang

dikenali sebagai bentuk dari penghasilan adalah : secara fisk (terpenuhinya
keinginan seseorang), secara riil (berkaitan dengan peningkatan kekayaan
ekonomis seseorang), serta secara kepemilikan uang, yakni dengan naiknya nilai
keuangan dari sumber daya yang dimiliki suatu entitas.

Daam literatur yang lain, disebutkan bahwa penghasilan adalah
penambahan kotor terhadap kepemilikan modal yang dihasilkan dari kegiatan
usaha (bisnis) terkait dengan peningkatan pendapatan, sebagaimana dikutip Kieso
(2002, Hal. 13) dalam buku Accounting Principles,

“revenue are the gross increases in owners equity resulting

from business activities entered into the purposes of earning

incomes’.

Sedangkan Harry | Wolk dan Michael G Tearney (2001, Hal. 393) dalam

buku Accounting Theory : A Conceptual and Institutional Approach mengatakan :

“...Revenue should be identified with the period during which
major economic activities necessary to the creation and
disposition of goods and services has can be accomplished”

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa penghasilan juga dapat

diidentifikas sebaga periode dimana aktifitas perekonomian utama yang
diperlukan dalam pembuatan dan pemindahan barang dan jasa dapat
dilaksanakan.
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Namun jika mengambil definisi yang pas, yang juga dianut oleh Undang
undang Pgjak Penghasilan (UU PPh) Indonesia, maka yang menjadi definis
dalam ha pajak penghasilan alaah paak atas penghasilan secara luas, yakni
pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya. Pengertian penghasilan disini
tidak memperhatikan adanya penghasilan hanya dari sumber tertentu sgja tetapi
lebih kepada tambahan kemampuan ekonomis yang ada. Dengan demikian dapat
dismpulkan bahwa secara pengertian, tambahan kemampuan ekonomis yang
diperoleh wajib pajak merupakan alat ukur terbaik mengenai kemampuan wajib
pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk
kegiatan rutin dan pembangunan.

Dalam dunia perpajakan di Indonesia sendiri dikenal konsep Ability to Pay
Approach. Dari beberapa definisi yang sudah dibahas di atas belum ada satupun
definis yang bisa diterima secara universal untuk digunakan apapun tujuannya
(tidak terbatas hanya untuk pajak). Tetapi dalam dunia perpajakan kemudian
dikena sistem yang terhitung paling banyak mempengaruhi pembentukan tax
policy di berbaga negara, karena dianggap paling mencerminkan keadilan,
sekaligus layak diterapkan @pplicable). Konsep ini dikemukakan oleh Schanz,
Haig dan Simon, yang kemudian lebih dikenal dengan SHS Concept. Inti dari
konsep ini sebagaimana dikutip oleh Mansury (1996, Hal. 62) antara lain adalah :

a George Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan the

accreation theory of income yang menyatakan bahwa pengertian
penghasilan ~untuk = keperluan perpagjakan  seharusnya  tidak
membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya,
melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang
dapat dipaka untuk menguasai suatu barang dan jasa

b. Haig merumuskan penghasilan sebagai the money value of the next

accreation to one’'s economic power between two points of time, atau
the increaseor accreation in one’s power to satisfyhis wantsin a given

period in so far asthat power consist.
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c. Menurut Henry C Simons, penghasilan perorangan secara luas
mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan
sumber daya masyarakat yang terbatas.

“It has to do not with sensations, services, or goods but
rather with rights which command prices (or to which prices
may be imputed).

Penghitungannya termasuk :

- of the amount by which the value a person’s store of property rights
would be increased as between the beginning and end of period, if
hehad consumed (destroyed) nothing ; or,

- of the value rights which he might have exercised in consumption
without altering the value of his store of rights.

Dari kedua asums di atas, kemudian Simons menngembangkan definisi

penghasilan sebagai berikut :

“the change in the value of the store property right
between the beginning and the end of the period in
guestion. In the words, it is merely the result obtained
by adding consumption during the period to ‘wealth’ at
the end of the period and then subtracting ‘wealth’ at
the beginning”.
Konsep-konsep inilah yang kemudian dirumuskan hingga dijadikan dasar

penentuan penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment

Dalan dunia perpajakan dikenal beberapa sistem pemungutan pajak
(stelsel). Menurut  Silvani, dalam bukunya Improving Tax Compliance
sebagaimana dikutip oleh Haula Rosdiana (2005, Hal. 12), yang menjadi tujuan
dari administrasi perpgjakan adalah mendorong terjadinya kegtuhan sukarela
(voluntary compliances). Kepatuhan pajak sukarela tersebut dapat didorong
apabila administrasi perpajakan secara tegas menunjukkan dapat mendeteksi dan
menangkap para wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau wajib
pajak yang tidak patuh, serta menerapkan sanks sesuai dengan aturan yang
berlaku tanpa pengecualian.

Oleh karenanya, menurut Mansury (1996, Hal.44-45), untuk
terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik, setidaknya harus memiliki
dasar-dasar sebagai berikut :
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a. Kegeasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang
memudahkan bagi administrasi dan memberi keelasan pada wajib
pajak.

b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan paj ak.
Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang
memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan
untuk dilaksanakan oleh aparat dan wajib pajak.

Menurut Wirawan B llyas dan Richard Burton (2004, Hal. 19) terdapat

empat jenis teknik pemungutan pajak, antaralain :

a. Sistem Official Assessment, dimana dalam sistem ini fiskus yang
berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besaran pajak yang
terhutang.

b. Sistem Self Assessment yakni dimana wajib pajak menghitung,
menetapkan, dan menyetor sendiri, serta kemudian melaporkan jumlah
pajak terutang.

C.  Sistem Semi SAf Assessment yakni suatu Sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada dua pihak fiskus dan wajib pajak
untuk menentukan besarnya utang pajak.

d. Sistem Withholding, dimana pihak ketiga (yang berhubungan dekat
dengan wajib pajak), berperan sebagal phak penghitung, penetap, dan
penyetor, ~serta kemudian melaporkan pajak yang sudah
dipotong/dipungut tersebut. Khusus bagi negara berkembang, Mansury
menambahkan bahwa withholding tax amat penting. Administrator
akan menjadi lebih baik dalam penegakan hukum pagak, dan juga
merupakan solusi bagi pengumpulan pajak (tax collection).

Terkait dengan sistem self assessment yang dianut Indonesia, beberapa

ahli mendefinisikan sistem self assessment sebagaimana yang dikemukakan oleh
Hussein Kartasasmita (2001, Hal.2) yakni :

“inti dari self assessment adalah bahwa kegiatan dalam
pemungutan pajak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak

, sedangkan aparatur pajak (fiskus) hanya menjadi pembina,

pengawas dan menerapkan sanksi -sanksi”

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Hanggoro Pamungkas

(2003, Hal. 16) yakni
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“Dalam sistem self assessment, wajib pajak (WP) sekarang

dipercaya sepenuhnya untuk melakukan segala kewajiban
perpajakannya sendiri mulai dari mendaftarkan diri sebagai

WP, menghitung, memotong, menyetor, dan atau melapor

sendiri segala kewajiban pajaknya”

Mengena jenis-jenis sistem self Assessmentsendiri, dapat dikutip dari apa

yang dikemukakan oleh Munawwir (1996, Hal. 45) daam saah satu bukunya
yakni bahwa sistem self assesament kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua
jenis, yaitu :

a. Semi Self Assessment, yakni suatu sistem pemungutan pajak dimana
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak
berada pada dua pihak, yakni pembayar (wajib pajak) dan pemungut
pajak (fiskus). Dengansistem self assessment, pada awal tahun pajak
wajib pajak menentukan atau menaksir sendiri besarnya pajak terutang
untuk tahun berjalan, dan berdasarkan taksiran tersebut, wajib pajak
menyetor pajak (yang merupakan angsuran). Pada akhir tahun, pajak
yang sesungguhnya terutang ditentukan fiskus dengan Surat K etetapan
Paj ak

b. Full Self Assessment, yakni sistem pemungutan pajak dimana
wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh suatu
wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini wajib
pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor dan
melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam
menentukan besarnya paak yang terutang (kecuai wajib pajak
menyalahi aturan yang berlaku.

Dari apa yang dikemukakan, kedua sistem ini diadopsi secara penuh oleh
Indonesia dalam sistem perpajakan self assessment yang berlaku di Indonesia.
Ciri-ciri dari sistem sdf assessmentini menurut Anshari (2006, Hal 58 59) antara
lain adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak trutang ada pada wajib

pajak sendiri.

2) Wajib paak bersifat aktif, karena melakukan sendiri kegiatan
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
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Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan sistem perpajakan
self Assessment ini adalah sebagaimana juga dijelaskan oleh Anshari (2006, Hal.
59), yakni antaralain :

1) Kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya (tax awareness)

2) Kegujuran wajib pgak terkait kewajiban perpajakan yang dimilikinya

3) Hasrat wajib pajak untuk membayar pajak

4) Disiplin Pgjak (tax discipline), disiplin wajib paak terhadap

pelaksanaan peraturan peraturan pajak. Dengan demikian wajib pajak
akan memenuhi kewgjibankewagjiban yang dibebankan kepadanya
oleh undang-undang, seperti memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT)
padawaktunya, membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa
diperingatkan tentang hal itu.

Fiskus tidak ikut campur dalam proses penghitungan dan pelaporan,
melainkan hanya berperan sebagai pengawas (controller). Fungs pengawas dalam
hal ini adaah memfasilitas agar pelaksanaan self Assessment dapat berjalan
dengan baik. Fiskus (Dirjen Pgak) memainkan perannya dengan memberikan
penyuluhan perpajakan (tax dissemination), pelayanan perpajakan (ax services),
pemeriksaan pajak (tax audit), dan penegakan hukum perpgakan (tax law
enforcement). Apabila ketiga fungsi ini dapat dijalankan secara bersamaan dan
optimal, maka kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak dalam
pemenuhan kewsajiban perpajakannya akan meningkat, dan pada akhirnya
hasilnyaadalah peningkatan penerimaan pajak (Hutagaol, 2007, Hal 2).

23 Hak & Kewajiban Wajib Pajak

Hak wajib pajak sebagaimana diuraikan oleh Prof. Duncan Bentley (2002)
didalam artikelnya yang berjudul The Sgnificance of Declarations of Taxpayers
Rights and Global Sandards for the Delivery of Tax Services by Revenue
Authorities berkembang sebagai berikut :

1) Awal dari hak wajib pajak adalah hak dasar didalam sistem perpajakan
modern yaitu hak untuk melakukan review atas keputusan pajak dan
hak-hak dasar dalam prosedur yang berhubungan dengan pemungutan
dan penegakan pajak.
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2) Perkembangan kedua dari hak wajib pgak adalah tuntuan atas
perbaikan kerangka legisas dan administras untuk meningkatkan
interaksi antara wajib pajak dan fiskus. Hak substansial dan prosedural
diperkenalkan untuk mengatur mengenal kerahasiaan, penentuan
lingkup akses, pencarian, besarnya provis dan jangkauan hak-hak
administratif sebagai fasilitas dalam proses administrasi.

3) Perkembangan berikutnya atas hak-hak wajib pajak dilanjutkan oleh
adanya deklarasi atas hak wajib pajak untuk menimbulkan kepastian
bagi wajib pajak melalui peningkatan transparansi antara pihak fiskus
dan wajib pajak.

Sedangkan kewajiban wajib pajak adalah membayar kewajiban pajak yang
terutang atas penghasilannya, mengenai ha lainnya akan bergantung kepada
sistem pemungutan paak yang berlaku pada suatu negara sebagaimana telah
dijelaskan didalam sistem pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri, dalam sistem
pemajakan self assessment yang dijalankan, wajib paak memiliki kewajiban
perpgjakan yang meliputi menghitung (utang paak yang ditanggungnya),
menyetor (jumlah pajak terutang), serta melaporkan kewajiban perpajakannya
(melalui SPT).

Perkembangan terakhir atas hakhak wajib pajak dilandas atas azas
kepastian. Banyak usaha dilakukan oleh baik kedua pihak, baik wajib pajak
maupun fiskus untuk meningkatkan kepastian terkait konsekuensi hukum dalam
lingkup perpajakan Indonesia, baik lewat cara-cara legal, atau bahkan ilegal
sekalipun sebagaimana terungkap dalam berbagal kasus perpajakan besar yang
terjadi akhir-akhir ini.

Salah satu media untuk menjamin adanya kepastian hukum yang
diinginkan oleh wajib pajak adalah dengan advance ruling, yang merupakan
bahasan utama dari penelitian ini. Keberadaan advance ruling inilah yang dpat
menjadi salah kunci sukses dari penerapan sistem self assessment dalam
perpajakan Indonesia, yakni dengan menjamin kepastian konsekuensi hukum atas
suatu skema transaksi bisnis yang dijalankan oleh wajib pajak.
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2.4Advance Ruling

2.4.1.Definisi Advance Ruling
Kelley dan Oldman (1973, Hal. 593) memberikan definisi terhadap

rulings secara umum, yakni :

“Rulings are interpretation of tax law made in response

to request by tax payers or their representatives. These
interpretations outline the principles of tax law

affecting a particular transaction describe by or for tax

payer. The ruling may be binding upon tax
administrator or it may be advisory only. The
transaction maybe already completed or it may be
anticipated for the future”

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa ruling merupakan

interpretas dari hukum pajak dalam merespon permintaan wajib pajak
atau perwakilannya. Sedangkan dalam hal terjadinya transaks, dapat
merupakan transaks yang belum dilaksanakan ataupun sudah
dilaksanakan.

Secara umum, definiss mengenal advance ruling sesuai dengan
yang disepakati dalam seminar yang diadakan pada saat kongres IFA
mengenal advance ruling (1992) di Cancun, Mexico adalah :

“a more or less binding statement from the revenue
authorities upon the voluntary request of a private person,
concerning the treatment and conseguences of one or a

series of contemplated future actions or transactions’

Dari kutipan di atas, definis mengena advance ruling yakni

adalah lebih kurang pernyataan mengikat dari pihak fiskus (pemerintah),
atas permohonan secara sukarela dari orang pribadi (wajib pajak) tentang
perlakuan dan konsekuensi (perpajakan) dari serangkaian aksi dan
transaks yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam definis ini juga
diberikan pembatasan definisi yang tidak termasuk dalam definisi advance
ruling yakni :

a. compromises on past transaction that do not contain agreement as
to the future, yakni kompromi yang dilakukan terhadap transaksi
yang telah lalu dan tidak mengandung suatu bentuk kesepakatan
(yang mengikat) di masa yang akan datang.
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b. So called public rulings, yakni ruling yang diperuntukkan bagi
umum, tidak terbatas pada wajib pajak tertentu, dan tidak terkait
dengan situas faktual yang dihadapi oleh pihak tertentu. Definisi
yang jelas mengena public ruling ini sendiri adalah sebagaimana
dikemukakan oleh Romano (2002, hal.18) bahwa public ruling
adalah suatu bentuk ruling yang dialamatkan kepada seluruh wajib
paak dan pada umumnya terkandung dalam akta-akta administrasi
yang tidak memiliki kekuatan hukum (surat edaran, surat,
resolusi/pemecahan, pedoman kebijakan). Public ruling ini biasa
disebut juga sebaga general ruling. Oleh karena meliputi
masyarakat umum, maka public ruling mengikat secara hukum
terhadap masyarakat umum. Public ruling juga ditandai dengan
sfatnya yang administratif, dan memiliki posis yang berbeda
dalam hierarki peraturan hukum. Di sebagian besar yurisdiks,
pernyataan demikian secara hukum tidak mengikat wajib pajak
maupun pengadilan namun biasanya dianggap sebagal instruksi
internal yang mengikat bagi otoritas perpajakan (Romano, 2002,
ha 18). Meski demikian, sifat umum public ruling ini berarti
mekanisme ini tidak selalu dapat digunakan sebagal solusi atas
masalah interpretas yang terkait dengan transaks tertentu. Oleh
karenanya banyak negara kemudian memperkenalkan bentuk
private ruling, yang juga disebut sebagai advance atau letter
ruling.

c. Permission for special tax treatment which is only available upon
application and to which the taxpayers meeting certain conditions
is statutorily entitled, atau perlakuan pgak khusus yang hanya
diberlakukan atas permintaan tertentu dalam kondisi wajib pajak
yang telah ditentukan oleh regulasi.

Lebih detail dalam ha definis kemudian adalah sebagaimana
dikemukakan oleh Y ehonatan Givati (209, Hal. 1) bahwa yang dimaksud
dengan advance ruling dalam perpajakan yakni :

“Advance tax ruling is a procedure that allows taxpayers to
achieve certainty concerning the tax consequences of a
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contemplated transaction. Before carrying out a
transaction, the taxpayer turns to the tax authorities for a
binding ruling on the tax consequences of the transaction.

In light of the ruling, the taxpayer decides whether the
transaction should be carried out’

Dalam kutipan tersebut dijelaskan oleh Givati bahwa yang

dimaksud dengan advance tax ruling adalah sebuah prosedur atau tatacara
yang memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh kepastian tentang
konsekuens yang terkandung dalam suatu transaks yang belum (baru
akan) dilakukan. Sebelum melakukan transaks tersebut, wajib pajak
meminta penjelasan kepada pihak fiskus terhadap konsekuensi perpajakan
atas transaksi tersebut. Dengan demikian berdasarkan peraturan yang telah
jelas tersebut, wajib pajak kemudian memutuskan apakah transaks terkait
akan dilaksanakan atau tidak.

Senada dengan apa yang sudah disebutkan di atas juga adalah
definis mengenai private ruling, sebagaimana dikemukakan oleh Romano
(2002), yakni : suatu bentuk advance ruling dimana wajib pajak (atau
penasihat pajaknya) dapat memperoleh pernyataan yang kurang lebih
mengikat dari otoritas pajak berkaitan dengan perlakuan suatu transaks
atau serangkaian rencana tindakan atau transaksi (kadang juga transaks
lama) (Romano, 18)

Private ruling ini, sebagamana namanya, hanya dapat
dimanfaatkan oleh wajib paak pemohon ruling tersebut (private), tidak
oleh wajib pgak lain, dan akan mengikat otoritas pagak secara hukum
apabila semua fakta yang relevan disertakan. Private ruling ditujukan
kepada wajib paak tertentu atas permohonan yang digjukannya dan
menjelaskan bagaimana administras pajak akan menerapkan hukum
tersebut kepada wajib pgjak atau kelompok wajib pajak tertentu terkait
dengan suatu atau serangkaian fakta atau transaks yang ditentukan.
Kesemuanya disebut sebagai advance ruling, karena pada umumnya
diberikan sebelum wajib pajak mengadakan suatu transaks atau
pengaturan, atau (dalam yurisdiks tertentu) setelah keadian namun
sebelum wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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Di beberapa negara, advance ruling juga dikenal sebagai binding
ruling. Secara esensl, tidak ada yang berbeda antara advance ruling
dengan binding ruling sebagaimana dikutip oleh Adrian Sawyer (2002,
Hal. 291-315) yakni :

“ Binding rulings normally have as the provisions of greater
certainty to taxpayers and businesses as one of their major
purposes rather than acting as some form of legidlative
power to the tax authorities that issue them. A growing
number of countries have introduced or formalised their
rulings systems rather than relying on administrative
processes operated at the discretion of the tax authority.
Essentially a binding ruling is a statement of the revenue
authority’s interpretation and application of tax laws to an
arrangement, which is binding on the revenue authority in
terms of the future application of the tax laws but not
normally on the applicant’

Dari kutipan di atas, dapat dismpulkan bahwa yang dimaksud

dengan binding ruling adalah sebuah pernyataan mengenal interpretas dan
implementasi hukum pajak dari pihak revenue authority (daam ha ini
fiskus) yang bersifat mengikat pada pihak fiskus di masa yang akan
datang.

Definisi-definis yang disebutkan di atas juga pada akhirnya
bermuara pada satu kesimpulan mengenal advance ruling sebagaimana
dikemukakan oleh direktur eksekutif TAXAND Malaysia, Kang Beng Hoe
(2008):

“The tax authorities are bound to adhere to the ruling if
the taxpayer proceeds with the transaction but only when the facts
have not altered from those presented earlier. This then provides
the certainty sought by the taxpayer”
Bahwa sesungguhnya pihak fiskus (tax authorities) kemudian

menjadi dibatas dan harus mentaati apa yang tercantum dalam ruling
apabila kemudian transaks tersebut kemudian jadi dilaksanakan oleh
wajib pajak terkait, namun hanya apabila fakta dari transaksi tersebut
sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan dalam permohonan ruling.
Hal inilah yang menimbulkan adanya suatu kepastian yang sesungguhnya,
yang dicari oleh wajib pajak tersebut, sebagaimana diungkap oleh Korean
National Tax Services (NTS) pada saat memperkenalkan program advance
ruling di negaraitu (www.internationaltaxreview.com):
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“The program (advance ruling) is intended to help
taxpayers reduce uncertainties on their tax matters arising
from the interpretation of tax provisions and enhance
predictability in business operation”

Program advance ruling ditujukan untuk membantu wajib pajak

mengurangi  tingkat ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban
perpgakan yang bersumber dari interpretas terhadap aturan yang ada,
serta meningkatkan akurasi perkiraan dalam menjalankan bisnis.

Hal ini sgalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kementerian
Keuangan Victoria British Columbia yang juga menjalankan mekanisme
advanceruling dalam sistem self assessment (1997, Hal.2) :

“The purpose of the advance ruling service is to
encourage voluntary compliance, uniformity and self-
assessment by providing certainty with respect to the
implications of the Act to proposed business
transactions’.

Tujuan dari mekanisme advance ruling adalah untuk mendorong

kepatuhan sukarela, keseragaman (dalam hal interpretasi dan penafsiran), dan
self assessment dengan cara memberikan kepastian terkait ketentuan yang

mengatur tentang suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.4.2 Faktor Penentu Pelaksanaan AdvanceRuling

Lebih lanjut Givati (2009, Hal. 16-27) menjelaskan bahwa wajib
pajak mempertimbangkan dua faktor umum pada saat memutuskan untuk
melaksanakan advance ruling, yakni antaralain :

24.21. The direct cost of an application (Biaya langsung dari
pengaplikasian advance ruling). Yang termasuk ke dalam biaya
langsung penerapan advance ruling ini termasuk di dalamnya
adalah biaya yang terkait langsung dengan aplikasi yang digjukan
(biaya request dan biaya pengacara’konsultan hukum), serta
masa tunggu dari proses advance ruling yang dimaksud.

24.2.2. The dtrategic effect of an application (Efek strategis dari
pengaplikasian advance ruling). Biaya langsung terkait request
terhadap advance ruling ini, ternyata tidek memadai untuk
menjelaskan secara detail terhadap keengganan wajib pajak

untuk menggunakan fasilitas advance ruling dalam pelaksanaan
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kewgjiban perpagjakan mereka. Oleh karenanya kemudian
penelitian menyimpulkan bahwa keengganan tersebut berkaitan
langsung dengan dampak strategis terkait pelaksanaan advance
ruling dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak
terkait. Dampak strategis tersebut bisa berakibat positif, yakni
meningkatkan minat wajib pajak terhadap advance ruling.
Sebaliknya, dampak strategis inipun bisa berypa dampak negatif
yang menyurutkan minat wajib paak untuk melaksanakan
advance ruling. Dampak strategis negatif advance ruling antara
lain adaah :

a. Increased Inspection (meningkatkan resiko pemeriksaan)
Dengan melakukan prosedur advance ruling, kemungkinan
dilakukan pemeriksaan oleh fiskus akan jauh meningkat secara
drastis. Penggunaan fasilitas advance ruling dengan kata lain
akan meningkatkan awareness fiskus untuk melaksanakan
pemeriksaan terhadap transaksi — transaksi tertentu perusahaan.

b Increased Detection (meningkatkan kemungkinan

pendeteksian)
Dengan melaksanakan prosedur advance ruling, akan
meningkatkan kemungkinan pendeteksian oleh fiskus terhadap
transaksi-transaksi sumir dan meragukan yang dilakukan wajib
pajak. Pada dasarnya, wajib pajak lebih menginginkan
transaksi-transaksi sumir dan meragukan yang dilakukan untuk
tetap tidak terdeteks oleh fiskus, namun keberadaan prosedur
advance ruling akan meningkatkan kemungkinan pendeteksian
terhadap transaksi semacam itu oleh fiskus secara signif ikan.

c. Increased Expertise of Tax Examiners (meningkatkan keahlian
pemeriksa pajak)

Prosedur advance ruling biasanya melibatkan pihak fiskus dari
kantor pusat, karena pada dasarnya setiap ketentuan yang
dihasilkan dari prosedur ini akan berdampak luas terhadap
wajib pajak lainnya (berdasarkan asas keadilan : harus berlaku
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sama untuk setiap wajib paak). Prosedur advance ruling
dilakukan oleh pihak kantor pusat otoritas perpajakan terkait,
yang pada umumnya memiliki keahlian lebih dibandingkan
dengan pihak fiskus di daerah. Oleh karenanya, kemungkinan
kesalahan yang ditimbulkan melalui prosedur advance ruling
ini dapat ditekan. Hal ini relatif tidak disukai oleh wajib pajak
yang pada dasarnya menginginkan kesalahan dari pihak fiskus
sehingga menyebabkan kewajiban perpajakannya dapat ditekan
seminimal mungkin. Dengan keahlian yang lebih tinggi dari
pihak fiskus, kesalahan semacam itu dapat dihindari.

d. The Precedential Effect of Advance Tax Rulings (efek preseden
advance ruling perpajakan)
Di Indonesia, belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur
tentang pelaksanaan advance ruling secara terperinci. Hal ini
berbeda dengan yang diterapkan di beberapa negara yang telah
mengaplikasikan prosedur advance ruling secara terintegras
dalam sistem perpagjakan mereka. Sebagai contoh adalah
Amerika Serikat. Di sana, pihak otoritas perpajakan (IRS) lebih
memilih untuk mengeluarkan ketentuan yang berdampak
pengurangan jumiah pajak terutang dalam prosedur tax audit
(pemeriksaan pajak) daripada melalui prosedur advance ruling.
Melalui prosedur advance ruling, fiskus dihadapkan keharusan
mengenakan aturan yang seragam terhadap transaksi-transaksi
yang memiliki kemiripan dengan transaksi yang dimintakan
prosedur advance ruling. Berbeda dengan prosedur advance
ruling, dalam prosedur tax audit aturan-aturan yang diterapkan
terhadap suatu transaksi hanya dapat diaplikasikan terhadap
transaksi yang dilaksanakan pemeriksaan. Pihak publik tidak
dapat leluasa mengakses aturan yang diterapkan dalam tax
audit terkait transaks yang diperiksa, karena dalam tax audit
tidak ada keharusan untuk mempublikasikan hasil audit kepada

umum. Berbeda dengan advance tax ruling yang (di AS)
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mengharuskan otoritas perpajakan (IRS) untuk
mempublikasikan hasil prosedur advance ruling ini kepada
wajib pajak secaraluas.

e. The Commitment in Carrying Out the Transaction (komitmen
dalam pelaksanaan transaksi)
Dalam pelaksanaan prosedur advance ruling, kadangkaa
aturan yang akhirnya diterapkan tidak disukai oleh wajib pajak
(unfavorable), karena berakibat beban paak yang harus
ditanggung wajib pagak lebih besar daripada yang telah
diperkirakan sebelumnya. Dalam kondisi ini, wajib pajak lebih
memilih untuk menghindari transaksi tersebut dan menjalankan
transaksi dengan scheme transsks yang lebih disukai, yakni
yang berakibat beban pajak lebih ringan.

Selain dampak strategis negatif, penerapan advance ruling ini juga

memiliki dampak strategis positif, yang antaralain adalah:

a. Avoiding Penalties (menghindari penalti/sanksi)
Apabila wajib pajak menggunakan interpretasi berkaitan
dengan suatu transaksi yang tidak sesual dengan interpretasi
yang digunakan fiskus, maka pada saat pemeriksaan dilakukan
terhadap wajib pajak tersebut, wajib pajak tersebut tidak hanya
diharuskan meng-adjust pengenaan pajak atas transaksi
tersebut, melainkan wajib pajak juga terancam besaran sanks
akibat tidak melaksanakan kewagjiban perpgjakan yang
dimilikinya sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, dengan
menggunakan aturan yang dikeluarkan melalui prosedur
advance ruling oleh otoritas pajak, wajib pajak dapat
menghindari scheme transaksi yang merugikan wajib pajak,
serta menghindari wajib pajak dari jeratan sanksi sebagai akibat
menggunakan interpretas yang salah dalam melaksanakan
kewagjiban perpajakan yang dimilikinya. Penghindaran atas
penalti dan sanks ini adalah sadlah satu insentif pendorong
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digunakannya prosedur advance ruling secara luas oleh wajib
pajak.

b. The Threat in Applying for an Advance Ruling (Ancaman
dalam pelaksanaan advance ruling)
Pada saat wajib pagjak memutuskan untuk melaksanakan
prosedur advance ruling, secara otomatis menimbulkan
ancaman berupa pengalihan bentuk transaksi. Wajib pajak akan
cenderung memilih  scheme transaks yang memiliki
konsekuens perpajakan lebih ringan dan menjauhi scheme
transakss yang memiliki konsekuens lebih berat. Dengan
demikian, secara tidaklangsung fiskus (pemerintah) telah
kehilangan potens pajak yang seharusnya diperoleh dari suatu

scheme transaksi.

2.4.3. Jenis4enis Advance Ruling

Daam implementas advance ruling di berbagai negara, terdapat
beberapa jenis advance ruling yang dipergunakan. Masing-masing jenis
didasarkan pada keberadaan dasar hukum yang memayungi aturan terkait
mekanisme advance ruling pada negara yang bersangkutan. Jenisjenis

advance ruling tersebut antara lain adalah :

2.4.3.1. Formal Advance Ruling
Daam pelaksanaannya, Formal Advance Ruling adaah jenis advance
ruling dengan pedoman pelaksanaanyang paling jelas, karena ketentuan
dan mekanisme pelaksanannya jelas tercantum dalam suatu aturan
advance ruling tertentu. Secara umum, formal advance ruling memiliki
antaralain ciri-ciri sebagai berikut :
a. Dasar Hukum
Sistem formal advance ruling mensyaratkan dasar hukum yang jelas,
walaupun antara negara satu dan yang lain tidak sama ; ada yang
menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulas

khusus perpajakan (revenue authorities). Perbedaan dasar hukum yang
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ada sebagai akibat dari perbedaan yurisdiksi antar negara yang
menganut sistem formal advance ruling ini. Walaupun begitu, negara

negara penganut sistem formal advance ruling ink menyediakan secara

khusus aturan _mengenai _advance ruling dalam tata perundang

undangan negara mereka masing-masing.

. Status Hukum

Status hukumnya jelas, disebutkan secara tertulis (literal) apakah
mengikat Wajib Pgjak berdasarkan permohonan ruling yang digjukan
oleh wajib pajak ataukah tidak, termasuk diantaranya kepastian hukum
apabila terjadi perubahan hukum, bisa dijadikan preseden bagi kasus-
kasus serupa, memiliki peluang untuk digjukan gugatan,serta memiliki
masa berlaku tertentu yang sudah disyaratkan dalam aturan yang
berlaku.

. Jangka Waktu Penerbitan

Di beberapa negara yang menganut sistem formal advance ruling
terdapat pembatasan jangka waktu penerbitan, sehingga apabila
sepanjang tenggat waktu yang diberikan tidak ada tanggapan dari
pihak fiskus, maka menimbulkan konsekuens hukum tertentu. Namun
hal ini tidek mutlak, karena ada pula negara-negara tertentu yang
walaupun menggunakan mekanisme formal advance ruling, namun
pada pelaksanaannya masih menggunakan kriteria yang samar (vague)
serta tenggat waktu yang tidak jelas sebagai semacam ops ‘elegan’
untuk menghindar dari kemungkinan merilis ketentuan ruling yang
dianggap tidak diinginkan (unwanted ruling) (Ellis, 1999, Ha 33).

. Biaya yang Dibutuhkan

Dalan mekanisme formal advance ruling, di beberapa negara
dikenakan biaya dalam menjalankan mekanisme ini, sehingga pihak
fiskus dapat menjaga kualitas ruling yang mereka terbitkan.
Keberadaan costs dari permohonan advance ruling ini sebagaimana
diungkapkan Ellis (1999, Hal 33) adalah sebagi semacam pengganti
atas benefit yang didapatkan oleh wajib pgak pemohon ruling
tersebut. Dengan adanya ruling tersebut, wajib pajak terhindar dari
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resko ketidakpastian transaksi. Selain itu juga, di beberapa negara
yang menggunakan costs tambahan bagi layanan advance ruling ini
dimaksudkan agar pihak fiskus (revenue authorities) dapat
mengusahakan kualitas formal advance ruling yang lebih bak, dan
dapat diandalkan oleh wajib pajak yang membutuhkan kepastian yang
tinggi dalam menjaankan bisnisnya, sebagaimana juga dijelaskan oleh
Ellis (1999, Hal. 33). Waaupun demikian, ada pula beberapa negara
yang tidak menghendaki keberadaan fee tertentu dalam pelaksanaan
formal advance ruling ini dengan alasan keadilan ; tidak semua wajib
paj ak mampu membayar sebagaimana yang dilakukan oleh wajib pajak
pemohon ruling tersebut (Ellis, 1999, Hal 34).

. Jenis Transaks yang Diizinkan

Dalam formal advance ruling, terdapat dua sistem yakni open advance
ruling den closed advance ruling. Dalam sistem open, pada dasarnya
semua permasalahan terkait perpajakan dapat digjukan permohonan
ruling, sedangkan dalam sistem closed, hanya transaksi-transaksi
tertentu sgja yang diperbolehkan untuk dimohonkan pengenaan ruling
terhadap transaks terkait. Selain itu, ada pula negara tertentu yang
mengenakan semacam negative list untuk menghindari bidang-bidang
strategis yang tidak memungkinkan pelaksanaan advance ruling.
Pengungkapan Informasi (Disclosure of Information)

Daam sistem formal advance ruling, disyaratkan bahwa dalam
pelaksanaan mekanisme ini dibutuhkan pengungkapan informasi yang
memadai dan relevan terkait dengan transaks yang digjukan ruling-
nya. Ketiadaan atau kesalahan yang terjadi pada pengungkapan
informas ini menyebabkan ruling yang dilakukan kehilangan efek
mengikat dan bahkan tidak berlaku lagi.

. Publikasi

Tuntutan keterbukaan atas informasi terkait advance ruling adalah
suatu keharusan dalam usaha menuju pemerintahan yang terbuka,
persaingan sehat, serta akses atas keterbukaan informas. Namun

keberadaan ruling atas skema transaks bisnis tertentu juga bisa jadi
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merupakan salah satu strategi bisnis rahasia dari wajib pgjak yang
menyediakan baginya keuntungan kompetitif dibandingkan para
pesaingnya. Disinilah terjadi tarik menarik kepentingan atas sejauh
mana publikasi yang diperbolenkan terkait permohonan advance

ruling dari wajib pajak tersebut.

2.4.3.2. Informal Advance Ruling
ada yang menerapkan sistem informal advance ruling dalam sistem
perpgakannya. Dalam sistem informal advance ruling, mekanisme
advance ruling sendiri tidak secara terintegrasi dalam sistem perpajakan
yang berlaku. Akan tetapi, walaupun bersifat informal, wajib pajak tetap
memiliki hak untuk meminta penegasan terkait suatu aturan atau
konsekuens perpajakan tertentu kepada pihak yang berwenang (fiskus).
Oleh karena bersifat informal, maka sebagaimana diungkapkan
oleh Ellis (1999, Hal 45) mekanisme ruling ini memiliki kekuatan hukum
yang mengikat berbeda-beda, tergantung pada ketentuan umum
administratif yang berlaku pada masingmasing negara (good
administration, good faith, Treu und Glaben). Pada beberapa negara yang
memberlakukannya, wajib pajak terikat penuh terhadap ketentuan yang
terkandung dalam ruling tersebut. Tetapi ada juga negara yang
membebaskan ‘wajib pajak untuk tunduk patuh terhadap ruling yang
dikeluarkan fiskus, dan menggunakan interpretas sesuai dengan yang
diinginkan oleh wajib pajak tersebut.
a. Dasar Hukum
Tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mekanisme advance ruling ada,
namun tidak ada ketentuan yang mengikatnya secara jelas dan terperinci.
b. Status Hukum
Status hukumnya tidak mengikat terhadap wajib pajak. Wajib pajak boleh
mengajukan permohonan advance ruling, hanya sgja tidak ada ketentuan

yang mengharuskan wajib pajak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam
rulings yang dikeuarkan oleh fiskus. Wajib pajak tetap berhak

menggunakan penafsiran sendiri dadam melaksanakan kewajiban
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perpajakannya. Apabila terdapat dispute dalam pengenaannya, wajib pajak
berhak mengajukan keberatan atau banding pada institusi hukum yang ada.
c. Jangka Waktu Penerbitan

Tidak ada jangka waktu penerbitan tertentu yang diwgjibkan atas fiskus
terhadap permohonan advance ruling yang digjukan oleh wajib pajak.
Oleh karenanya, wajib paak harus bersifat aktif dalam pengajuan
permohonan advance rulingini.

d. Biayayang Dibutuhkan

Fiskus tidak menentukan biaya yang terkait dengan permohonan advance
ruling secara langsung. Pihak wajib pajak pemohon hanya mengeluarkan
biaya langsung (ongkos kirim, biaya perangko, biaya penulisan surat) yang
terkait dengan permintaan advance rulings ini. Di Inggris (UK), dalam
beberapa kasus, otoritas perpaakan setempat mensyaratkan biaya dalam
permohonan terkait informal advance ruling, hanya sga biaya tersebut
tidak menjadi suatu keharusan.

e. Jenis Transaks yang Diizinkan

Tidak ada peraturan yang membatas jenis transaks apa saja yang bisa
digjukan permohonan advance ruling kepada fiskus. Pada dasarnya, setiap
ada permasalahan terkait penerapan aturan pajak, wajib pajak dapat
mengajukan permohonan advance ruling kepadafiskus.

f. Pengungkapan Informas (Disclosure of Information)

Walaupun bersifat informal, namun pengungkapan informasi yang
dibutuhkan harus tetap memadai dan relevan sehingga fiskus dapat secara
lebih mudah mengidentifikas ketentuan dan konsekuensi perpajakan yang
terkait dengan suatu transaks atau kondis wajib pajak. Hanya sgja tidak
ditentukan sgjauh mana informasi tersebut dikategorikan relevan dan
memadai dalam pelaksanaan advance ruling.

g. Publikasi

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan keterbukaan informas terkait
advance ruling, hanya sga fiskus juga tidak membatas penyebaran

informasi terkait suatu permohonan advance ruling dari wajib pajak
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2.4.3.3. International Advance Ruling

Daam perkembangan advance ruling selanjutnya, advance ruling
tidak hanya dilaksanakan dalam lingkup domestik saja, melainkan juga
dalam lingkup internasional. Namun sgauh ini, data-data mengenai
praktik international advance ruling hanya terbatas pada subjek transfer
pricing, dimana seringkali diselesaikan lewat mekanisme advance pricing
agreement (APA). Hanya sga kelemahan dari proses APA yang
dijalankan kemudian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ellis (1999,
Ha. 48) addah apa yang terjadi pada hampir seluruh negara yang
melaksanakannya ; batasan waktu proses penyelesaian dari APA tersebut.
Mexico dan Uruguay telah memperkenalkan tentang tenggat waktu proses
penyelesaian APA, namun hal tersebut menjadi sia-sia ketika negara
partner APA yang diproses tidak memiliki ketentuan yang sama, sehingga
proses penyelesaian APA tersebut kemudian menjadi berlarut-larut dan
memakan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi kegagalan proses APA
yang terjadi manakala sang wajib pajak kemudian tidak menyepakati
ketentuan dalam perjanjian APA yang telah disepakati oleh kedua negara.

Daam kesemua kasus yang terjadi dalam proses APA ini, ikatan
yang berlaku harus meliputi kedua belah pihak (negara) yang
melaksanakan APA. Bila satu negara tidak mengakui ketentuan yang
terdapat di dalamnya, maka negara partner APA terkait juga tidak akan
menjalankan ketentuan yang terdapat dalam agreement yang telah
disepakati sebelumnya. Oleh karena APA dilakukan oleh wajib pajak
tertentu, maka dengan sendirinya APA yang diterbitkan mengikat secara
penuh wajib pajak pemohon APA tersebut. Dalam mekanisme APA ini
tidak ada ketentuan mengenai kemungkinan banding terhadap ketentuan di
dalamnya, yang berarti juga tidak ada nilai presedensial yang berlaku
terhadap ketentuan APA tersebut. Terkait dengan masa berlakunya, rata
rata APA berlaku antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) tahun, tergantung
kesepakatan yang terjadi.

Di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU), proses

harmonisas hukum pagjak antar negara-negara anggota juga pada dasarnya
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dilakukan dalam skema yang juga bisa disebut sebagai advance ruling.
Hal ini sesua dengan apa yang dikemukakan Romano (2002, Hal. 471)
sebagal berikut :

“From the analysis of advance tax rulings systems
conducted throughout this dissertation, it would seem
highly beneficial to have a harmonized advance tax rulings
system at a domestic level throughout the European Union.
Whether or not this would be politically acceptable is
something that warrants further investigation. From a legal
point of view, the advantages of a harmonization of
advance tax rulings systems in the EU Member States are
the following:
= to obtain a higher degree of certainty in the
inter pretation and application of tax law provisions;
= to have greater consistency and uniformity in the
application and interpretation of the law;
= to enhance the transparency of the decision-making
process of the tax authorities in such a way as to
improve the perception of the fairness of the tax
obligations by taxpayers and thus tax compliance;
= to foster compliance with tax law and
administrative practice;
= to improve the functioning of the self-assessment
and self-reporting systems;
= toreduce tax litigation;
= to give the tax administrations the possibility to
gather information from taxpayers; and
= to avoid harmful tax competition regimes and
practices’
Dalam kutipan di atas, Romano menjelaskan bahwa ada

manfaat besar yang dapat diperoleh dengan melakukan
harmonisas terhadap advance ruling dalam bidang perpajakan,
mulai dari level domestik hingga lingkup internasional. Dalam
lingkup Uni Eropa, beberapa manfaat yang diperoleh dari
harmonisasi sistem advance ruling dalam perpajakan antara lain
adalah :
= Untuk memperoleh tingkat kepastian yang lebih
baik dadam hal interpretas dan aplikas penerapan
peraturan perpajakan.
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= Untuk memperoleh tingkat konsistens dan
keseragaman (keteraturan) yang lebih baik dalam
hal aplikas dan interpretas hukum

= Untuk memacu timbulnya transparansi dalam proses
pengambilankeputusan terkait kewajiban perpajakan
dari wajib pajak

= Untuk mendukung kegiatan pemenuhan kewajiban
perpajakan dari Wajib Pajak

= Untuk  meningkatkan fungs pelaporan dan
pengawasandalam sistem self Assessment.

= Mengurangi pemeriksaan pajak

= Memberikan fiskus kemudahan untuk memperoleh
informasi dari wajib paak

= Menghindari regim dan praktik kompetis yang
tidak sehat dalam bidang perpajakan.

2.4.4. Perkembangan Advance Ruling

Ddam perkembangannya, mekanisme advance ruling
cenderung menjadi aternatif favorit bagi wajib paak untuk
memperoleh  kepastian  hukum  terkait — transsks  yang
dilaksanakannya Sebagai contoh, kita dapat melihat praktik
advance ruling yang dijalankan dalam sistem perpajakan di India.

Di India, dimana advance ruling dijalankan melalui
lembaga khusus tersendiri yang disebut Authority for Advance
Ruling (AAR), mekanisme advance ruling menjadi pilihan utama
bagi non-resident maupunresident (yang bertransaksi dengan pihak
luar) untuk memperoleh kepastian hukum terkait konsekuens
perpgjakan yang harus diterima berdasarkan transaks yang
dilakukannya. Perkembangan permohonan advance ruling
sebagaimana pada gambar dapat dilihat cenderung mengalami trend
positif yang meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa penurunan
hanya diakibatkan oleh perubahan sistem dan regulasi, serta kondis
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makro ekonomi yang menghambat pertumbuhan jumlah aplikas
advance ruling ini (antara 1998-2000 dan 2005-2007). Namun
secara umum, bisa dilihat bahwa keberadaan advance ruling
semakin populer dalam pelaksanaannya pada sistem perpajakan

India

Figure 4. Number of AAR Applications Received Each Year
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Gambar 2.1
Perkembangan Permohonan Advance Rulingdi India

Namun beberapa faktor, sebagaimana diulas pada sub-bab
sebelumnya, termasuk diantaranya fee yang dikenakan terhadap
permohonan advance ruling ternyata pada praktiknya juga
berpengaruh kepada jumlah permohonan advance ruling yang
digukan kepada pihak otoritas. Hal ini dapat dismpulkan dari
perbandingan data mengenai besaran fee yang harus dikeluarkan
wagjib pajak dengan jumlah pengajuan aplikas advance ruling di
Amerika Serikat (AS).

Ddam gambar bisa dilihat bahwa besaran fee yang
meningkat secara drastis pada akhir periode 2003-2004 (Gambar
2.2) ternyata menimbulkan efek negatif terhadap permohonan
rulingdi AS (Gambar 2.3).
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ADVANCE TAX RULINGS

Figure 4: Private Letter Ruling Request Fee 1980 - 2007
(2007 Dollars)
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Sumber : Givati (2009).

Gambar 2.2
Perkembangan Ruling Request Fee pada sistem perpajakan AS

ADVANCE TAX RULINGS

Figure 3: Private Letter Rulings 1980 — 2007
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Gambar 2.3

Perkembangan Jumlah Letter Ruling pada sistem per pajakan AS

Universitas Indonesia
Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE Ul, 2010



2.5 Prinsip Kepastian (Certainty) dalam Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam buku An Inquiry Into The Nature and Causes
of The Wealth Nations mengemukakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki
oleh suatu sistem pemungutan pajak, yakni antaralain :

a. Equity (keadilan), yakni pemungutan paak hendaknya
dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Keadilan yang
dimaksud disini adalah keadilan baik secara vertikal maupun
horizontal. Yang dimaksud dengan keadilan vertikal sendiri,
menurut Mansury (1996, Hal 4) adalah pada tingkat ability to
pay (kemampuan untuk membayar pajak) yang tidak sama,
harus diperlakukan tidak sama pula Sedangkan keadilan
horizontal berarti bahwa setiap wajib pajak harus diberlakukan
sama dalam ha memiliki tingkat ability to pay yang sama.
Dalam tataran praktis, ability to pay suatu wajib pajak dapat
ditentukan lewat dua pendekatan, yakni produks (penghasilan,
misalkan : PPh) dan konsumsi (seperti PPN).

b. Certainty (kepastian), yakni jelas dan pasti daam hal aspek
yuridis sertaiinterpretasi dari suatu regulasi yang berlaku. Azas
kepastian ini mencakup antara lain :

- Who, yakni siapa sgja yang wajib dikenakan pajak (wajib
pajak)

= What, yakni objek apa sgja yang dikenakan pajak

- (with) Whom, yakni siapa yang berhak menagih atas pajak
terutang tersebut

- When, yakni kapan pagak terutang, dan

- How, yakni bagaimana cara penagihan, penyetoran dan
pelaporan, serta administrasi pgjak lainnya yang terkait
dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib
pajak.

Tanpa adanya kepastian, baik dari sis wajib pgjak maupun

fiskus, maka akan sulit dalam penerapan regulasi di tingkat
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lapangan. Dari sis wajib pajak, akan disulitkan dalam hal
pemenuhan kewagjiban perpajakan dan menuntut hak haknya
sebagal wajib pajak, sedangkan dari sis fiskus akan kesulitan
dadam ha melakukan pengawasan (controlling) terhadap
pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak.

. Convenience (kenyamanan), yakni pelaksanaan pemungutan
pajak pada saat yang tepat (nyaman), sehingga tidak
memberatkan wajib pgak pada saat membayarnya. Artinya,
pemungutan pgak dilakukan pada ssat yang benar-benar
terdapat sumber pemajakan yang dapat digunakan wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban perpaakannya, misalkan pada
saat mendapat gai  (PPh) ataupun pada saat  hendak
mengkonsumsi suatu karang atau jasa (PPN). Azas convenience
ini juga bisa diartikan sebagai melaksanakan kewajiban
perpajakan secara menyenangkan, misalkan dengan mencicil,
layaknya yang sudah diterapkan lewat mekanisme cicilan pajak
(PPh Pasal 25), sehingga pada saat akhir ghun pajak, wajib
pajak tidak didera kesulitan cashflow untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Ray M Sommexrfeld dalam buku an
Introduction to Taxation sebagaimana dikutip Haula Rosdiana
dan Rasin Tarigan (2005, Ha 135) menyatakan bahwa
beberapa ahli berpendapat wajib pajak bahkan bersedia
membayar lebih dari yang seharusnya apabila azas convenience
ini dapat terpenuhi.

. Efficiency (efisens), yakni pada saat pemungutan pajak
hendaknya memperhatikan biaya (cost) yang harus dikeluarkan
untuk dalam pemeruhan kewagjiban perpgakan tersebut.
Efisens disini dapat dilihat dari dua sisi, baik fiskus maupun
wajib pajak. Dari sisi wajib pajak, biaya yang ditanggung tidak
semata biaya yang terlihat saja (direct cost, seperti fee
konsultan, biaya cetak SPT, dsb.), namun juga termasuk biaya
tidak langsung (misa biaya waktu yang diperlukan untuk
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menyampaikan SPT) dan intangible cost (misal psychic cost,
yakni  kondis psikologis yang bisa timbul berupa
ketidaktenangan karena ketidakpastian dalam pelaksanaan
kewgjiban perpgakannya). Dari sisi fiskus, efisens dapat
diukur lewat administrative cost dan enforcement cost.
Administrative cost disini bisa berupa biaya yang dikeluarkan
daam pelaksanaan administrass umum perpajakan seperti
penyuluhan, pelayanan SPT, sosialisas dan lain sebagainya
Sedangkan enforcement cost lebih kepada biaya yang
digunakan untuk penegakan hukum pajak secara lebih kuat
seperti halnya dalam pelaksanaan gijzeling (sandera badan)
bagi wajib pajak yang menolak melaksanakan kewajiban
perpajakan yang dimilikinya.

Khusus untuk prinsip kepastian dalam proses pemungutan pajak, E.R.A.
Selignman merumuskan yang dimaksud kepastian dalam pemungutan pajak yakni
bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perpajekan harudah jelas,
karena apabila erdapat ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan, maka
undang-undang tersebut adalah undang-undang yang buruk (bad |aw).

Oleh karenanya, sesuai dengan istilahnya, azas certainty mensyaratkan
suatu aturan harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda, serta
memberikan peluang © untuk diartikan lain dari yang sebagaimana mestinya
Sehingga pada saat penyusunan peraturan perpgakan (termasuk di dalamnya
penafsiran dan ruling), kemudian digunakan susunan kalimat, kata dan istilah
yang jelas, tegas dan tidak bersifat multitafsir.

Uraian lebih lanjut kemudian dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1998,
Hal 33-35) mengenai azas certainty ini. Azas certainty, yang merupakan syarat
yuridis dalam pembentukan suatu undang-undang harus menyediakan kepastian
hukum sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith sebagai azas certainty.
Dalam menyusun peraturan perpgjakan juga harus diperhatikan hierarki
perundang-undangan, artinya peraturan perpgjakan yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Undang-Undang
Perpgjakan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
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Ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikat umum, atau Peraturan
Pemerintah (PP) mengenal perpajakan tidak boleh bertentangan dengan Undang
Undang Perpajakan, demikian seterusnya

Selain itu juga harus diperhatikan agar antara Undang-undang yang satu
dengan yang lainnya yang memiliki kekuatan hukum seimbang agar tidak saling
bertentangan satu dengan lainnya. Konflik antar regulasi dan perundang undangan
mungkin terjadi pada saat Undang-undang tersebut menyentuh lingkup yang
merupakan grey area dari suatu regulasi, dimana dalam area tersebut juga berlaku
aturan dan regulas dari lembaga lainnya, misal : Undang-Undang Perpajakan dan
Undang-Undang Perdagangan terkait dengan aturan mengenai Bea Masuk dan
Pajak Impor.

Kepastian hukum dengan demikian menjadi mutlak diperlukan,apalagi
yang berkaitan dengan pemungutan dan pemotongan pajak yang diselenggarakan
oleh negara. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan perpajakan tidak dilakukan secara
sewenang-wenang atau hanya atas kemauan penguasa belaka, untuk kepentingan
di luar kepentingan kenegaraan, sehingga pel aksanaannya dapat ditaati oleh kedua
belah pihak ; bak fiskus maupun negara dan masyarakat (Judisseno, 2005, Hal.
269-271).

Prinsip-prinsp sebagaimana dirinci oleh Adam Smith tersebut menurut
Mansury (2002 : Hal. 12) dapat diambil kessmpulan bahwa suatu bentuk kepastian
hukum menjadi |ebih penting dibanding prinsip keadilan. Jadi suatu sistem yang
sudah dirancang menganut azas keadilan, apabila tanpa kepastian hukum, maka
pemungutan pajak tersebut menjadi tidak adil. Dengan kata lain, tanpa kepastian
hukum, pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum bisa jadi tidak adil, atau lebih
tepatnya, pelaksanaan ketentuan hukum yang dimaksud tidak akan selalu adil
pada praktiknya.

Universitas Indonesia
Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE Ul, 2010



BAB I11
PENERAPAN ADVANCE RULING
DALAM SISTEM PERPAJAKAN SELF ASSESSMENT
DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA LAINNYA
(JERMAN, SINGAPURA, BELANDA, DAN INDIA)

3.1 Penerapan MekanismeAdvance Ruling di Indonesia.

3.1.1 Penerapan Prinsip-prinsip Advance Ruling dalam M ekanisme Custom

Advice dan Valuation Ruling pada Direktorat Bea dan Cukai

Daam lingkup Kementerian Keuangan, mekanisme advance ruling secara
resmi pada awanya diberlakukan pada Direktorat Bea dan Cuka Republik
Indonesia. Di dalam lingkup perdagangan internasional , penerapan advance ruling
ini- diterapkan secara luas oleh WTO (World Trade Organization) dimana
Indonesia juga termasuk dalam salah satu anggotanya. Oleh karena itu kemudian
peraturanperaturan beserta kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia
terkait dengan sistem perdagangan Internasional harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di dalam WTO, termasuk didalamnya ketentuan GATT General
Agreements on Tariff and Trade). Ketentuan ini berlaku semenjak tanggal 1
Januari 1995 bagi semua anggota WTO yang telah meratifikass Final Act
Uruguay Round atau apa yang dimaksud dengan ketentuan GATT, termasuk
didalamnya Indonesia

Ketentuan mengenai advance ruling dalam lingkup Direktorat Jenderal
Bea Cukai Kementerian Keuangan (dahulu Departemen Keuangan), didasarkan
pada ketentuan GATT 1994, article 10 sebagaimana dikutip oleh Puspa Delima
Amri (2007, Hal. 20-21), yakni :

Article X (2), (2), and (3a):

Transparency and Predictability Indonesian Customs readily

makes available customs laws and regulations to any

interested person. If legal changes have been enacted, the

revised information will be made available to the public in a

timely manner before new regulations come into force.

i. CustomsWebsite
Indonesian Customs has enumerated its means of

disseminating regulatory and other information:
namely, official gazettes, mass media and enquiry
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offices. Information is also available in electronic
format on the website: http://www.beacukai.go.id . This
website has been upgraded and now includes an
English version.

ii. Advance Ruling
Indonesian Customs has implemented advance ruling
on both classification and valuation; and it isa binding
ruling on requests from interested persons.

a. Advance ruling on classification. This facility,
which aims to prevent mistakes in the
declaration of classification and tariff rates on
imported goods, allows the determination of the
classification of goods before an import
declaration is submitted.

b. CustomsAdviceand Valuation Ruling. This
facility allows an importer to determine the
customs value of the imported goods in order to
cal culate the amount of import duty and related
taxes.

Dalam ketentuan di atas, terlihat bahwa dalam rangka meningkatkan
transaparansi dan pengawasan dalam Direktorat Jendera Bea dan Cukai
Indonesia, beberapa terobosan baru telah dilaksanakan ; mulai dari peluncuran
situs Dirjen Bea Cukai, hingga penerapan mekanisme advance ruling dalam
lingkungan Bea dan Cukai Indonesia. Pelaksanaan advance ruling yang
diterapkan adalah yang berkaitan dengan klasifikas dan valuas (penilaian).

Pelaksanaan advance ruling dilakukan mulal dari proses klasifikas
terhadap barang yang akan diimpor, sehingga tidak menimbulkan kesalahan
(misstatement sebelum dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diserahkan.
Selain itu, proses advance ruling juga dilakukan lewat mekanisme customs advice
dan valuation ruling yang memungkinkan importer untuk mengetahui nilai bea
masuk dan pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan proses impor barang yang
dilakukan.

Article X (3b): Review and Appeal

The Indonesian Customs Law provides persons directly
affected by decisions of customs officials the rights to object
and appeal. The objection (review) and appeal process is
governed by Indonesian Custons Law that deals only with
rulings on valuation, tariff classification, and penalties.
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An objection, which should be filed to the Director General of
DGCE, and appeal process aims to ensure legal certainty and
justice for the users of customs services.

Any person objecting to the determination of tariff
classification and/or assessment of customs valuation that was
determined by customs officials or decided by the Director

General, may file a written appeal with the Tax Indicatory
Institution, which will th en examine and decide on the appeal

process.

Kemudian berdasarkan poin berikutnya dari ketentuan Article X (3b),
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi waib pajak pemohon ruling yang
berkeberatan dan hendak melaksanakan banding atas ruling yang dikeluarkan oleh
pihak otoritas diberi kesempatan untuk mengajukan proses keberatan dan banding
tersebut untuk menjamin kepastian hukum. Pengajuan keberatan dan atau banding
ini- digukan secara tertulis kepada Pengadilan Pgjak yang kemudian akan
memeriksa dan memutus dari perkara keberatan dan atau banding yang digjukan
tersebut.

Kemudian untuk melaksanakan mekanisme pemberian bak advance
ruling, customs advice, maupun valuation ruling, pemerintah (dalam ha ini
Direktorat Jenderal Bea dan Cukal) kemudian merilis SOP (standard operational
procedure) berdasarkan beberapa aturan terkait, yakni antaralain adalah :

a. Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006.
b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-166/BC/2003
tentang Tatal aksana Pemberian Customs Advice dan Valuation Ruling.
c. Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-26/BC/2003 tentang
Prosedur Pemberian dan Pelaksanaan Customs Advice dan Vauation
Ruling.
Direktorat Bea dan Cuka Indonesia (DJBC) memberlakukan SOP
(Standard Operational Procedure) bagi produk mekanisme advance ruling yang

diterapkan dalam proses impor barang di wilayah Indonesia, yaitu dalam ha ini
customs advice dan valuation ruling.
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Daam SOP mengenai customs advice yang didasarkan pada Surat Nomor
0003/SOP-BC/TK/2008, Tanggal 20 Oktober 2008, yang dimaksud dengan
customs advice adalah petunjuk tentang cara penghitungan nilai pabean atas
barang yang akan diimpor, yang diberikan kepada importir atas permintaan

importir yang bersangkutan dan dapat dipergunakan oleh importir untuk
memberitahukan nilai pabean pada pengajuan Pemberitahuan Pabean.

Customs advice yang diberikan adalah berupa petunjuk tentang
penghitungan nilai pabean menggunakan Metode |, yang diberikan kemda
importir untuk membantu importir dalam melaksanakan self assessment, dan tidak
dipergunakan sebagai dasar penghitungan nilai pabean dalam tingkat pemeriksaan
nilai pabean pada saat proses pengeluaran barang dan pada audit kepabeanan.
Sedangkan customs advice yang berupa petunjuk penghitungan nilai pabean
menggunakan Metode 11, 1l1, IV, V dan Metode VI dipergunakan sebagai dasar
penghitungan nilai pabean dalam tingkat pemeriksaan nilai pabean pada saat
proses pengeluaran barang dan pada audit kepabeanan, kecuali ditemukan bukti
lain yang menyebabkan customs advice tidak berlaku, yaitu :

a. Datayang diberitahukan pada permohonan tidak benar; atau

b. Terdapat perbedaan dengan hasil pemeriksaan fisik barang; atau

c. Ditemukan bukti yang berbeda dengan Customs Advice pada penelitian

nila pabean saatproses pengeluaran barang atau pada audit
kepabeanan.

Dalam pelaksanaannya, customs advice hanya berlaku untuk 1 (satu) kali
pengimporan sgja. customs advice juga dapat diberikan terhadap importas yang
merupakan transaksi jual beli atau bukan transaksi jual beli.

SOP pelayanan permohonan Customs Advice dimulai sgjak importir
mengajukan permohonan, penelitian kelengkapan permohonan dan materi
dokumen sampai terbitnya Customs Advice.

Sedangkan untuk mekanisme valuation ruling, SOP yang berlaku
didasarkan pada Surat No. 0002/SOP-BC/TK/2008 Tangga 20 Oktober 2008.
Dalam SOP ini yang dimaksud dengan valuation ruling adalah informas tentang
penetapan nilai pabean atas barang yang pernah diimpor, untuk digunakan sebagai
dasar penghitungan nilai pabean barang identik yang akan diimpor oleh importir
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yang sama dari pemasok yang sama, yang diberikan kepada importir atas
permintaan importir yang bersangkutan. Valuation ruling tersebut dimaksudkan
untuk memberikan kepastian kepada importir tentang besarnya nilai pabean suatu
barang identik yang akan diimpor dalam kondis transaks yang sama dengan

importas sebelumnya.

Valuation ruling diberikan kepada importir dalam hal pengimporan barang
telah dilakukan 2 (dua) kali atau lebih (berdasarkan hasil audit kepabeanan)
dengan kondis pada setiap pengimporan sebagai berikut :

a. jenis barang yang diimpor identik;

b. persyaratan transaksi yang sama;

C. pemasok yang sama

Valuation ruling ini dipergunakan sebaga dasar penghitungan nilai pabean
dalam tingkat pemeriksaan nilai pabean pada saat proses pengeluaran barang dan
pada audit kepabeanan, kecuai ditemukan bukti yang berbeda yang
mengakibatkan valuation ruling tidak berlaku, yaitu

a. Datayang diberitahukan pada permohonan tidak benar; atau

b. Terdapat perbedaan dengan hasil pemeriksaan fisik barang; atau

c. Ditemukan bukti yang berbeda dengan Valuation Ruling pada

pendlitian nila pabean saat proses pengeluaran barang atau pada audit
kepabeanan.

Untuk masa berlaku dari valuation ruling yang dilakukan oleh importir
adalah 6 (enam) bulan sgjak tanggal ditetapkan dan diberlakukan terhadap
Pemberitahuan Pabean yang didaftarkan pada periode tersebut. Sedangkan SOP
pelayanan permohonan Valuation Ruling dimulai sgjak importir mengajukan
permohonan, penelitian kelengkapan permohonan dan materi dokumen sampai
dengan terbitnya Surat Penetapan Vauation Ruling. Dalam hal pelaksanaan, unit
pelaksana SOP pelayanan valuation ruling adalah, Subdirektorat Nilai Pabean,
Direktorat Teknis Kepabeanan, Dirjen Bea Cukai.

Untuk melakukan valuation ruling, langkah prosedural yang dibutuhkan
antaralain adalah :
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a. Importir mengajukan surat permohonan Valuation Ruling (sesuai format
isian) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan
dokumendokumen yang berkaitan dengan transaks yang dilakukannya

antaralain :

I.  Pemberitahuan Pabean terdahulu;

ii. Laporan Hasil Audit atau dokumen pendukung yang tersedia,
seperti : Purchase Order, Confirmation Order, Kontrak
penjualan; Invoice, Letter of Credit, Telegrafic Transfer,
Perjanjian/kontrak assist, royalti, merek dagang, lisens,
garans, kuota, hak cipta, Bukti pengangkutan, price list dan
harga barang identik atau serupa yang tersedia di daerah
pabean.

b. Importir sudah melakukan 2 (dua) kali importasi barang identik dengan
supplier (pemasok) yang sama.

c. Atas jenis barang dimaksud dalam permohonan Valuation Ruling, sudah
pernah dilakukan audit kepabeanan dengan hasil audit menerima nilai
transaks sebagai nilal pabean berdasarkan Metode .

Tidak ada cost berupa biaya jasa ruling yang dibutuhkan dari kedua pelayanan
yang termasuk dalam mekanisme advance ruling di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai ini. Sedangkan berdasarkan kedua SOP ini juga, waktu
yang dibutuhkan untuk proses pengurusan dan administrasinya dilakukan paling

lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima benar dan lengkap

3.1.2 Penerapan Mekanisme Surat Penegasan pada Direktorat Jenderal
Pajak

Daam perundang-undangan perpajakan Indonesia, tidak ada aturan yang
spesifik mengatur tentang pelaksanaan hak wajib  pgak untuk mengaukan
permohonan berupa pertanyaan ataupun penegasan terhadap suatu ketentuan,
termasuk diantaranya mekanisme advance ruling. Namun ketiadaan peraturan dan
regulas yang memadai ini tidak lantas berarti bahwa wajib pajak tidak dapat
meminta haknya mencari kejelasan atas ketentuan perpajakan terkait transaks
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yang akan dilakukannya. Dalam ha ini, wajib pgak dapat menyampaikan
permintaan penegasan kepada fiskus secara tertulis terkait dengan kewajiban serta
konsekuens perpajakan yang dimilikinya.

Dalam pengajuan permohonan (pertanyaan) dan penegasan kepada fiskus ,
wajib pajak dapat menyampaikan permohonan penegasan dimaksud kepada KPP
tempat wajib pajak terdaftar. Permintaan ini kemudian akan direspon oleh fiskus
dengan mengeluarkan Surat berupa jawaban atas pertanyaan wajib pajak tersebut
ataupun Surat Penegasan. Permintaan penegasan tidak perlu selalu digjukan ke
Kantor Pusat DJP. Namun apabila permohonan tidak dapat dijawab oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, maka kemudian KPP dapat
meneruskan pertanyaan yang dimohonkan oleh wajib pajak tersebut kepada Kantor
Wilayah (Kanwil) Dirjen Pajak, hingga Kantor Pusat Dirjen Pajak (KP DJP).

3.1.2.1 Mekanisme Surat dan atau Surat Penegasan Pada Tingkat Kantor

Pelayanan Pajak (KPP)

Pada dasarnya, setigp wajib pajak (WP) memiliki hak untuk bertanya,
berkonsultasi, ataupun meminta kepastian hukum terkait dengan transaks bisnis
yang dilakukannya kepada fiskus yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) tempatnya terdaftar.

Terkait dengan Standard Operational Procedure yang berlaku di tingkat
KPP dalam pelaksanaan mekanisme surat dan surat penegasan yang diberikan
Dirjen Pgjak atas pertanyaan wajib pajak, dimuat dalam Surat No. KPP70-0069,
tanggal 31 Januari 2008. Berdasarkan ketentuan hukum berupa Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang
Account Representative pada Kantor Pelayanan Paak yang Telah
Mengimplementasikan Organisasi Modern, maka disusunlah SOP mengenai surat
dan atau surat penegasan dengan urutan dan tatakerja sebagai berikut :

1. Wagjib Pgjak yang mengalami kesulitan atas pemahaman aspek perpajakan
yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, membuat dan menyampaikan
surat ke Kantor Pelayanan Pejak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat Wajib Pajak,
kemudian mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
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Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan surat Wajib Pgak kemudian
diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

3. Kepaa Seksi Pengawasan dan Konsultasi mendisposisi surat Wajib Pajak
kepada Account Representative.

4. Account Representative meneliti surat dari Wajib Pajak kemudian
melakukan analisis yang berkaitan dengan konsultasi teknis pergsjakan.

5. Account Representative membuat konsep surat jawaban dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf surat
jawaban, serta meneruskannya kepada K epala Kantor Pelayanan Pajak.

7. Kepaa Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat
jawaban.

8. Kepaa Seksi Pengawasan dan Konsultass menugaskan Pelaksana Seksi
Pengawasan dan Konsultas untuk menatausahakan dan mengirimkan
Surat Jawaban tersebut kepada Wajib Pajak.

9. Pelaksara Seksi Pengawasan dan Konsultas menatausahakan kemudian
menyampaikan surat jawaban kepada Wajib Pajak melalui Subbagian
Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

10. Proses selesal.

Pelaksanaan proses pemberian penegasan dan bimbingan konsultasi teknis
ini, sesuai SOP, akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sgjak surat
permohonan dari wajib pajak diterima.

Sebagai gambaran, bagan berikut dapat menguraikan aliran pelaksanaan
mekanisme proses pemberian surat penegasan yang dilakukan fiskus (Dirjen
Pajak) untuk wajib pajak.
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Dalam lingkup Kanwil Dirjen Pajak sendiri, permohonan penegasan dari
wagjib pgak yang diteruskan dari KPP tempat masing-masing wajib pajak
terdaftar diteruskan kepada bidang-bidang tertentu dalam struktur Kanwil
terkait, antaralain :

a. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi (DukTekKon).

Ketentuan mengenai prosedur penegasan pada bidang Dukungan Teknis
dan Konsultasi dituangkan dalam SOP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Nomor KWL20-0025, Tanggal 13 Maret 2008, tentang Tata Cara
Pembuatan Konsep Surat Tanggapan Terhadap Masalah Dan Pertanyaan
Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pusat DJP dan atau Wajib Pajak Yang
Berkaitan Dengan Pajak Penghasilan. Prosedur operasi ini menguraikan tata
cara penyusunan konsep pemecahan masalah yang timbul di Kantor Pelayanan
Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis perpajakan agar
sesual dengan ketertuan yang berlaku.

Hasil dari mekanisme ini adalah berupa surat ; baik Surat Jawaban atas
permasalahan (apabila dapat diputuskan oleh Kanwil), ataupun Surat
Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan || KP DJP (daam kaitannya
dengan pertanyaan yang juga tidak dapat diputuskan oleh Kanwil). Urutan dan
Tatakerja dari mekanisme ini, sebagaimana diatur dalam SOP ini adalah :

1). Kepala Kantor Wilayah menerima pertanyaan dan masalah, lisan
maupun tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan teknis
perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak kemudian membuat disposisi
kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis Dan Konsultasi untuk
memproses lebih lanjut.

2). Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menugaskan Kepaa
Seksi Bimbingan Konsultas untuk memproses lebih lanjut.

3). Kepala Seks Bimbingan Konsultass mempelgjari dan menentukan
apakah permasalahannya bersifat operasional yang ketentuannya telah
diatur dalam peraturan perundangundangan perpajakan ataukah
menyangkut permasalahan yang mengenai kebijaksanaan perpajakan
atau halhal lain yang belum diatur dengan jelas. Dalam ha pertanyaan
menyangkut tentang kebijaksanaan perpajakan atau hal-ha lain yang
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belum diatur dengan jelas, Kepala Seksi Bimbingan Konsultas
menugaskan Pelaksana Seksi Bimbingan Konsultasi untuk membuat
konsep Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan |1 KPDJP.
Daam hal pertanyaan menyangkut tentang ketentuan yang telah diatur,
Kepala Seksi Bimbingan Konsultas menugaskan Pelaksana Seksi
Bimbingan Konsultasi untuk menghimpun dan mempelgjari bahan
bahan yang berkenaan dengan pertanyaan atau masalah yang berkaitan
dengan pelaksanaan kebijakan teknis perpajakan.

Daam hal pertanyaan menyangkut tentang kebijaksanaan perpajakan
atau hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas, Pelaksana Seksi
Bimbingan Konsultasi membuat Konsep Surat Penerusan ke Direktorat
Peraturan Perpajakan I KPDJP dan meneruskannya kepada Kepala
Seks Bimbingan Konsultasi. Dalam ha pertanyaan menyangkut
tentang ketentuan yang telah diatur, Pelaksana Seksi Bimbingan
Konsultasi menghimpun dan mempelgari bahan-bahan yang berkaitan
dengan pelaksanaan kebijakan teknis  perpajakan  kemudian
menyampaikannya ke Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi.

Kepaa Seksi Bimbingan Konsultas meneliti dan memaraf konsep
Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan || KPDJP serta
menyampaikan kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan
Konsultas  atau setelah menerima bahan dari Pelaksana Seks
Bimbingan Konsultasi, menyusun dan memaraf konsep Surat jawaban
atas pertanyaan dan masalah Kantor Pelayanan Pajak, serta
menyampaikan kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan
Konsultas.

Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultass menelaah dan
memaraf konsep Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan
Il KPDJP atau konsep Surat Jawaban atas pertanyaan dan masalah
Kantor Pelayanan Pagjak, dan menyampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah.
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7). Kepala Kantor Wilayah meyetujui dan menandatangani  Surat
Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpgjakan || KPDJP atau Surat
Jawaban atas pertanyaan dan masalah Kantor Pelayanan Pgjak.
8). Pelaksana Seks Bimbingan Konsultass menatausahakan dan
mengirimkan Surat Penerusan ke Direktorat Peraturan Perpajakan 1l
KPDJP atau Surat Jawaban ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Bagian
Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
9). Proses selesal.
Penyelesaian dari proses ini adalah paling lama 1 (satu) bulan sgak
diterimanya disposis dari Kepaa Kantor Wilayah kepada Bidang Dukungan
Teknis dan Konsultasi.
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TATA CARA PEMBUATAN KONSEP SURAT TANGGAPAN TERHADAP MASALAH DAN PERTANYAAN KANTOR PELAYANAN PAJAK/KANTOR PUSAT DJP
DAN/ATAU WAJIB PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN
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antor elaksana Seksi Bimbinga Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi Dukungan Teknis dan Kepala Kantor Wilayah Perpajakan Ii
Pelayanan Pajak Konsultasi Konsultasi KPDJP
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anKe
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kan dan
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Gambar 3.2. Bagan M ekanisme Pemberian Tanggapan/Penegasan
Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi, Kantor Wilayah Dirjen Pajak
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b. Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan Pajak

Berbeda dengan Bidang Pemeriksaan. Ketentuan yang diproses pada
Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan Pgjak ini terbatas pada
pertanyaan atau masalah di bidang pemeriksaan yang disampaikan oleh Wajib
Pgak atau pun Kantor Pelayanan Pajak melalui surat. Ketentuan ini
dituangkan dalam Ketentuan Nomor KWL40-0032, tanggal 13 Maret 2008,
tentang Tata Cara Pemberian Tanggapan Atas Pertanyaan/Masalah di Bidang
Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Permohonan Jawaban atas pertanyaan atau
permasalahan terkait pemeriksaan yang dihadapi oleh wajib pajak, maka
kemudian akan dikeluarkan Surat Penegasan Kepala Kantor Wilayah.

Prosedur pemberian surat penegasan (berdasarkan SOP ini) antara lain

adalah :

1). Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak
menerima instruksi dari Kepala Kantor Wilayah untuk menanggapi
surat Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak di wilayahnya
(diterima melalui SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil)
periha ‘masalah pemeriksaan kemudian meneliti dan mendisposis
surat tersebut kepada Kepala Seks Bimbingan Pemeriksaan untuk
dibuatkan konsep surat tanggapan/penegasan Kepala Kantor Wilayah.

2). Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan meneliti dan menginstruksikan
Pelaksana Seksi Bimbingan pemeriksaan urtuk mempelgari surat
tersebut dan menyusun konsep surat tanggapan/penegasan Kepaa
Kantor Wilayah.

3). Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan meneliti, mempelgari
permasadahan yang ditanyakan dan menyusun konsep surat
jawaban/tanggapan Kepala Kantor Wilayah dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan.

4). Kepala Seks Bimbingan Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep
surat jawaban/tanggapan tersebut dan meneruskannya kepada Kepaa
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak.
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6).

8).

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pgak
menelaah dan memaraf konsep surat jawaban/tanggapan tersebut,
kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani surat
jawaban/tanggapan atas masalah yang ditanyakan Wajib Pajak
Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan menatausahakan dan
mengirim surat tersebut kepada Wajib Pajak (ditembuskan juga kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar
agar Kantor Pelayanan Pajak tersebut juga memahami permasalahan
yang timbul) atau Kantor Pelayanan Pajak melalui Bagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).

Proses selesal.

Sesuai SOP  dimaksud, proses pemberian penegasan dalam bidang

Pemeriksaan ini akan memakan waktu paling lama 7 (tujuh) hari segak

diterimanya surat dari Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

TATA CARA PEMBERIAN TANGGAPAN ATAS PERMASALAHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN

Wajib Pajak/
Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Seksi Kepala Bidang

Pelaksana Seksi Pemriksaan A )
Bimbingan Pemeriksaan

dan Penagihan Pajak

Surat
Permohonan

SOP
Tatacara
Penerimaan

Jawaban atas
Pertanyaan atau

Permasalahan

Surat Tanggapan
| Jawaban

Selesa

Dokumen di
Kanwil

Pemeriksaan, Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah

dan Meneliti dan Meneliti dan
Menyusun Konsep . .
Surat Jawaban Menginstruksikan Mendisposisi
Konsep Surat Meneliti dan Menelaah dan Menyetujui dan
Tanggapan/Jawaban Memaraf Memaraf Menandatangani
T ISOP Menatausahakan
atacara ;
" Arsip dan T
Pengmman‘ —1 Menyiapkan ?:xgbainggapan /
Dokumendi Pengirimanan
Kanwil - —

N
==

Selesai

Gambar 3.3. Bagan Pemberian Penegasan Bidang Pemeriksaan, Kantor Wilayah Dirjen Pajak
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c. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Pada Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Kantor Wilayah Dirjen
Pajak, wajib paak juga dapat mengajukan pertanyaan atas permasalahan
terkait kewsgjiban perpgjakan yang dimilikinya. Meski demikian, dalam
lingkup Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, pertanyaan yang diproses
hanyalah pertanyaan yang bersifat general dan sosidisasi, bukan pertanyaan
per-kasus ataupun tanggapan terhadap suatu kasus yang terjadi atas transaksi
yang dilakukan wajib pajak. Oleh karenanya, jawaban yang dihasilkan dalam
permohonan/pertanyaan wajib pajak disini, akan dijawab bukan dengan surat
penegasan, melainkan surat tanggapan terkait pertanyaan yang digjukan wajib
pajak.

Ketentuan dan tatacara pemberian tanggapan ini diatur dalam SOP Kantor
Wilayah Dirjen Pajak Nomor K\WL50-0026, tanggal 13 Maret 2008, tentang
Tata Cara Pembuatan Surat Tanggapan Terhadap Masalah dan Pertanyaan
Wajib Pgjak Yang Berkenaan Dengan Perpgakan. Prosedur kerja sesual
dengan SOP ini antara lain adalah :

1). Wajib Paak mengaukan masalah atau Surat Pertanyaan yang

berkaitan dengan perpajakan.

2). Kepala Kantor Wilayah menerima Surat Pertanyaan Wajib Pajak.
Proses Penerimaan Surat ini mengacu pada SOP Penerimaan
Dokumen di Kanwil.

3). Kepaa Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menugaskan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat untuk membuat
konsep Surat Tanggapan terhadap masalah/ pertanyaan Wajib Pajak.

4). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat menugaskan Pelaksana Seksi
Hubungan Masyarakat untuk membuat konsep Surat Tanggapan
terhadap masalah atau pertanyaan Wajib Pgak.

5). Pelaksana Seksi Hubungan Masyarakat membuat konsep surat
tanggapan terhadap masadlah atau pertanyaan Wajib Pgjak
berdasarkan  ketentuan perpgjakan  yang berlaku  kemudian

menyampaikan kepada K epala Seksi Hubungan Masyarakat.
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9).
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Kepala Seks Hubungan Masyarakat mendliti dan memaraf konsep
Surat Tanggapan terhadap masalah atau pertanyaan Wajib Pajak
kemudian menyampaikan kepada Kepaa Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat .

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah én memaraf konsep Surat Tanggapan terhadap masalah
atau pertanyaan Wajib Pagjak setelah meminta pertimbangan Bidang
terkait kemudian menyampaikan kepada K epala Kantor Wilayah.
Kepaa Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani  Surat
Tanggapan terhadap masalah atau pertanyaan Wajib Pajak.

Pelaksana Seks Hubungan Masyarakat menatausahakan dan
mengirimkan Surat Tanggapan. Proses pengiriman Surat Tanggapan
mengacu pada SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.

10). Proses selesai.

Mekanisme pemberian surat tanggapan terkait pertanyaan yang diajukan

wajib pagjak ini, berdasarkan SOP akan diproses dalam jangka waktu paling

lama 9 (sembilan) hari kerja
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TATA CARA PEMBUATAN KONSEP SURAT TANGGAPAN TERHADAP MASALAH DAN PERTANYAAN WAJIB PAJAK YANG BERKENAAN

DENGAN PERPAJAKAN
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Gambar 3.4. Mekanisme Pemberian Surat Tanggapan

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah DJP

3.1.2.3 Mekanisme Surat dan atau Surat Penegasan Pada Tingkat Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP)
Daam lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pagjak, pertanyaan

ataupun permohonan penegasan yang dilakukan wajib pajak terkait kewajiban

pelaksanaannya juga dapat dilakukan. Berbeda dengan Kantor Pelayan Pajak

(KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Pajak, mekanisme pemberian

jawaban berupa surat dan atau surat penegasan di lingkungan Kantor Pusat tidak

dilakukan secara terpusat, melainkan dibagi 6plit) berdasarkan topik pertanyaan

dan permohonan penegasan yang dilakukan. Masing-masing Direktorat

berwenang memberikan penegasan terkait dengan bidang kerja masing-masing

Direktorat, yakni antaralain :
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a. Direktorat Peraturan Perpajakan |

Dalam lingkungan Direktorat Peraturan Perpajakan (PP) | Kantor Pusat
Dirjen Pajak, diatur ketentuan mengenai pemberian surat jawaban dan atau surat
penegasan mengenai masalah-masalah perpagjakan yang dihadapi wajib pajak
sesual dengan bidang yang diatur dalam Direktorat PP I. Bidang-bidang tersebut
antara lain meliputi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Penagihan Pgjak
dengan Surat Paksa (PPSP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai.

Ketentuan pemberian jawaban dan atau penegasan ini dirangkum dalam
SOP Kantor Pusat Dirjen Pajak Nomor KPB0O0-0005 tentang Penyelesaian Surat
Jawaban/Penegasan Mengenai Masalah Perpajakan Pada Direktorat Peraturan
Perpgjakan |. Berbeda dengan ketentuan pada bidang Dukungan Teknis dan
Konsultass Kanwil Dirjen Paak, pertanyaan atau permintaan penegasan pada
Direktorat PP | ini bisa berasal baik dari internal Dirjen Pajak (limpahan dari
Kanwil Dirjen Pgjak) maupun eksterna DJP (langsung dari wajib pajak
pemohon). Hasil dari mekanisme ini kemudian tertuang dalam Surat Jawaban dan
atau Surat Penegasan atas Permasalahan Perpagjakan di bidang KUP, PPN dan
PPnBM, PPSP, BPH TB, PBB, dan Bea Meterai.

Prosedur dan tatacara kerja yang dilaksanakan dalam Direktorat Peraturan
Perpajakan | terkait permohonan penegasan ini antara lain adalah :

1). Direktur Peraturan Perpgjakan | menerima Surat Pertanyaan atau
Permintaan Penegasan atas Permasalahan Perpajakan baik dari pihak
internal maupun - eksternal (SOP Penerimaan Dokumen  di
Direktorat).

2). Direktur Peraturan Perpgjakan | mempelgari dan memberi disposisi
Surat Pertanyaan atau Permintaan Penegasan atas Permasalahan
Perpajakan kemudian meneruskan kepada Kepala Subdirektorat yang
terkait.

3). Kepala Subdirektorat mempelgjari dan memberi disposis Surat
Pertanyaan atau Permintaan Penegasan atas Permasalahan
Perpajakan kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi.
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5).

6).

9).

9).

10).

11).

12).

Kepala Sekss mempelgjari dan memberi tugas kepada Pelaksana
untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun konsep Surat
Jawaban/Penegasan atas Permasal ahan Perpajakan.

Pelaksana mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam
rangka menyusun konsep Surat Jawaban/Penegasan  atas
Permasalahan Perpgjakan kemudian menyerahkan kepada Kepala
Seksi.

Kepala Sekss mempelgari dan meneliti bahanbahan kemudian
membuat konsep menyusun konsep Surat Jawaban/Penegasan atas
Permasalahan Perpajakan dan menyerahkan kepada Pelaksana untuk
diketik.

Pelaksana mengetik konsep Surat Jawaban/Penegasan atas
Permasal ahan Perpajakan menyerahkan kepada K epala Seksi.

Kepada Seks  menditi  dan memaraf  konsep  Surat
Jawaban/Penegasan atas Permasalahan Perpagjakan untuk kemudian
meneruskan kepada Kepala Subdirektorat.

Kepala Subdirektorat menelaah dan memaraf konsep konsep Surat
Jawaban/Penegasan atas Permasalahan Perpgakan menyerahkan
kepada Direktur Peraturan Perpajakan |.

Direktur Peraturan Perpgjakan | menyetujui konsep Surat
Jawaban/Penegasan dan meneruskan kepada direktorat lain dalam
ha cosign. Dalam ha kewenangan menandatangani ada pada
Direktur Peraturan Perpajakan | dan tidak ada cosign, maka Direktur
Peraturan Perpajakan | menyetujui (paraf/tandatangan) konsep Surat
Jawaban/Penegasan.

Direktur Peraturan Perpgjakan | menerima kembali, mempelgari
mengkompilasi jawaban cosign dari direktorat lain (dalam ha
cosign) dan menyetujui (paraf/ftanda tangan) konsep Surat
Jawaban/Penegasan apabila kewenangan menandatangani  Surat
Jawaban/Penegasan ada pada Direktur Peraturan Perpajpkan |.

Daam hal kewenangan menandatangani Surat Jawaban/Penegasan
ada pada Direktur Jenderal Pagjak, maka Direktur Peraturan
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Perpgjakan | meneruskan konsep Surat Jawaban/Penegasan tersebut
kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditandatangani.
13). Pelaksana menatausahkan dan mengirimkan Surat
Jawaban/Penegasan kepada pihak yang mengajukan pertanyaan
(SOP Penyampaian Dokumen di Direktorat).
14). Proses sdesal.
Daam proses pemberian jawaban dan atau penegasan ini, di dalam SOP
tidak tercantum secara jelas jangka waktu pelaksanaan proses ini ; hanya
tertera pada SOP bahwa proses dilakukan mulai dari penerimaan Surat Masuk

sampal dengan pengiriman Surat Keluar.
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PENYELESAIAN SURAT JAWABAN/PENEGASAN MENGENAI MASALAH PERPAJAKAN PADA DIREKTORAT PERATURAN

PERPAJAKAN |
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Gambar 3.5. Bagan Pemberian Penegasan
Direktorat Peraturan Perpagjakan |, KP DJP.
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b. Direktorat Peraturan Perpajakan |1

Daam lingkungan Direktorat Peraturan Perpgjakan Il, Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pagjak, diatur ketentuan mengenai tata cara pembuatan
surat jawaban atau tanggapan atas pertanyaan atau permasalahan perpajakan
yang ditujukan kepada Direktorat Peraturan Perpgjakan Il. Ketentuan tersebut
diatur dalam SOP Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pgjak Nomor KPCOO-
0002

Dalam mekanisme ini, pertanyaan atau permintaan tanggapan bisa berasal
baik dari internal Direktorat Jenderal Pajak (berupa Nota Dinas dari Kanwil
DJP) maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak (surat langsung dari wajib
pajak pemohon). Berdasarkan proses yang dilakukan, kemudian Direktorat
Peraturan Perpajakan mengeluarkan Surat Penegasan/Tanggapan (untuk wajib
pajak pemohon) ataupun Nota Dinas Jawaban/Tanggapan (bagi Nota Dinas
yang berasal dari Kanwil DJP).

Adapun prosedur kerja pemberian penegasan dalam lingkungan Direktorat
PP Il berdasarkan SOP ini adalah :

1). Direktur PP Il mengarahkan dan mendisposisi Surat/Nota Dinas
kepada K epala Subdirektorat terkait (SOP Penerimaan Dokumen di
Direktorat).

2). Kepala Subdirektorat mempelagjari, memberikan arahan, dan
mendisposisi  surat/nota dinas masuk serta meneruskannya ke
Kepala Seks terkait.

3). Kepala Seksi menerima, meneliti, mempelagjari, dan mendisposisi
Surat/Nota Dinas kepada Pelaksana di Direktorat PP Il untuk
diproses lebih lanjut atau menyiapkan bahan/berkas dan membuat
konsep Surat/Nota Dinas Tanggapan/Javaban.

4). Pelaksana di Direktorat PP II menerima, meneliti, mempersiapkan
bahan/berkas yang terkait dan membuat konsep Surat/Nota Dinas
Tanggapan/Jawaban, serta meneruskannya kepada Kepala Seksi.

5). Kepala Seksi menerima, meneliti, dan memaraf konsep Surat/Nota
Dinas Tanggapan/Jawaban serta meneruskan kepada Kepaa
Subdirektorat.
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6). Kepala Subdirektorat menerima, meneliti, memaraf dan
meneruskan konsep Surat/Nota Dinas Tanggapan/Jawaban yang
dibuat oleh Kepala Seksi atau Pelaksana di Direktorat PP Il kepada
Direktur PP Il. Apabila diperlukan, Surat/Nota Dinas
Tanggapan/Jawaban tersebut dapat dimintakan pendapat kepada
Kepaa Subdirektorat Peraturan PPh Badan, Kepala Subdirektorat
Peraturan PotPut PPh dan PPh OP, Kepala Subdirektorat PKPI,
dan atau K epala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

7). Direktur PP Il menerima, menyetujui, memaraf, Surat/Nota Dinas
Tanggapan/Jawaban. Apabila diperlukan, Direktur PP | dapat
dimintakan pendapatnya. Daam hal kewenangan
memaraf/menandatangani konsep Surat/Nota Dinas
Tanggapan/Jawaban ada pada Direktur Jendera Paak maka
Direktur PP 1l menerima, meneliti, memaraf dan meneruskan surat
/Nota Dinas tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

8). Direktur Jenderal Pagjak menetapkan Surat/Nota Dinas
Tanggapan/Jawaban.

9). Pelaksana di Direkorat PP |1, Subdirektorat menatausahakan dan
mengirimkan Surat/Nota Dinas Tanggapan/Jawaban (SOP
Penyampaian Dokumen di Direktorat).

10). Proses selesal.
Dalam SOP ini tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu penyelesaian
proses pemberian jawaban dan atau penegasan ini ; pada SOP hanya tertulis
bahwa jangka waktu proses pemberian penegasan di Direktorat PP |l adalah

“sampai dengan selesai”.
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PENYELESAIAN SURAT JAWABAN/PENEGASAN MENGENAI MASALAH PERPAJAKAN PADA DIREKTORAT

PERATURAN PERPAJAKAN I

Direkorat / Pelaksana Seksi Kepala Seksi Kepala Direktur Peraturan Direktur Jenderal
Subdirektorat P Sub Direktorat Perpajakan | Pajak
SOP
Penerimaan
Dokumen di
Direktorat
Surat/Nota
Dinas
Me mbuat K
Konsep Surat Menugaskan Menerima dan Menerima
/ Nota Dinas P ) " dan ‘
Tanggapan/ enugaskan
Jawaban
Konsep Wewe
Surat/Nota Dinas i h
Meneliti nang Dir
iawaban/ PPl 2
anggapan Tidak
Ya
| Menyetujui | Menetapkan

Menatausahakan

dan Mengirimkan

Surat/Nota Dinas
Jawaban/
Tanggapan

Surat/Nota Dinas
Jawaban/
Tanggapan

Surat/Nota SOP
Dinas Penyampaia
Jawaban/ n Dokumen

Tanggapan di Direktorat

Gambar 3.6. Bagan Pemberian Penegasan

c. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Daam lingkup Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, diatur ketentuan
mengenai Tata Cara Pembuatan Respon Surat Dari Interna Dirjen Pajak
maupun dari Wajib Pajak. Ketentuan ini tertuang dalam SOP Kantor Pusa

Direktorat Jenderal Pajak Nomor

Direktorat Peraturan Perpajakan I, KP DJP.

KPD10-0001. Sesuai dengan ketentuan,
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hasl dari proses yang dilakukan ini adalah berupa  Surat

Tanggapan/Penegasan.

Adapun prosedur dari pemberian jawaban dan atau penegasan ini sesuai
dengan SOP antara lain adalah :

1).

2).

3).

4),

5).

6).

7).

8).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menerima surat yang
digjukan oleh Interna DJP maupun dari Wajib Pajak meneliti,
menugaskan, dan memberi disposisi kepada Kasubdit Perencanaan
Pemeriksaan untuk menindaklanjuti

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan meneliti, menugaskan, dan
memberi disposis kepada Kepala Seks terkait (sesuai dengan
permasalahannya).

Pelaksana  Seks terkait membuat konsep surat
tanggapan/penegasan,dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi
terkait.

Kepala Seks terkait menedliti dan memaraf konsep surat
tanggapan/penegasan dan menyampaikannya kepada Kasubdit
Perencanaan Pemeriksaan.

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep
surat tanggapan/penegasan dan menyampaikannya kepada Direktur
Pemeriksaan dan Penagihan.

Direktur - Pemeriksaan dan ~ Penagihan  menyetujui  dan
menandatangani konsep surat tanggapan/penegasan.

Pelaksana Seks terkait menatausahakan dan mengirimkan surat
tanggapan/penegasan (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumn di
Kantor Pusat).

Proses selesai.

Proses pemberian tanggapan dan atau penegasan ini, sesuai dengan SOP

yang mengatur, akan memakan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
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TATA CARA PEMBUATAN RESPON SURAT DARI INTERNAL DJP MAUPUN WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT
PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

Internal DJP / Wajib Pajak

Pelaksana Seksi

Kepala Seksi

Kasubdit Perencanaan
Pemeriksaan

Direktur P2

Surat

Menelit,
Menugaskandan

Masuk

Surat Tanggapan
| Penegasan

Membuat

Konsep Surat
Tanggapan /
Penegasan

Menelii,
Menugaskan dan
Memberi Disposis

Meneliti, Menugaskan
dan Memberi Disposisi

Memberi Disposis

Konsep Surat

Tanggapan /

Penegasan

Menatausahakan

Meneliti dan Memarafi

Meneliti dan

Memarafi

Menyetujui dan
Menandatangani

dan Mengirimkan

SOP
Penyampaia
n Dokumen

di Direktorat

Surat Tanggapan /
Penegasan

J

Gambar 3.7. Bagan Pemberian Penegasan
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan , KP DJP.

d. Direktorat Ekstensifikasi, Pendataan, dan Penilaian

Dalam lingkungan Direktorat Ekstensifikasi, Pendataan, dan Penilaian,
berlaku ketentuan yang terdapat dalam SOP Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak Nomor KPFO0-0006 tentang Tata Cara Penyiapan Konsep Surat
Tanggapan Atas Masdlah Pelaksanaan Kebijaksanaan Teknis di Bidang
Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian. Dalam SOP ini dijelaskan prosedur
yang harus dilakukan dalam rangka menyiapkan konsep surat tanggapan atas
permasalahan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang Ekstensifikas,
Pendataan dan Penilaian.

Proses pemberian tanggapan ini didasarkan atas pertanyaan wajib pajak
terkait kebijakan teknis yang terjadi pada Direktorat Ekstensifikasi, Pendataan,
dan Penilaian. Hasil akhir dari proses ini adalah berupa Surat Tanggapan (bagi
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wagjib paak pemohon) atau Nota Dinas Tanggapan (atas pertanyaan dari

kalangan internal Dirjen Pgjak).

Mengenai prosedur kerja yang diatur dalam SOP ini meliputi antara lain :

1).

2).

3).

4).

5),

6).

7).

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian menerima dan meneliti surat
dari Wajib Pgjak, Unit Operasional DJP, Unit Eselon |1 KP DJP,
Unit diluar DJP yang telah didisposis Direktur Jenderal Pajak,
kemudian mendisposiskannya kepada Kepala Sub Direktorat
terkait.

Kepala Sub Direktorat menerima, meneliti dan mendisposisikan
surat tersebut kepada kepada Kepala Seksi sesual dengan bidang
tugasnya.

Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya menerima dan
mempelajari surat tersebut, kemudian menugaskan Petugas
Perumusan sesua bidang tugasnya untuk menyiapkan bahan
konsep surat tanggapan.

Petugas Perumusan sesuai bidang tugasnya menyiapkan bahan
konsep nota dinas dan konsep surat tanggapan kemudian
menyampai kannya kepada K epala Seksi terkait.

Kepala Seks sesuai bidang tugasnya membuat konsep nota dinas
dan konsep surat tanggapan kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Sub Direktorat.

Kepada Sub Direktorat menerima, mempelgari  dan
menandatangani nota dinas serta memaraf konsep surat tanggapan
kemudian menyampaikannya kepada Direktur Ekstensifikasi dan
Penilaian.

Direktur Ekstensifikas dan Penilaian menerima, meneliti dan
menandatangani surat tanggapan kemudian menugaskan kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk menyampaikannya kepada
yang bersangkutan.

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan (baik

bagi wajib pagjak maupun internal Dirjen Pajak) terkait bidang Ekstensifikasi,
Pendataan dan Penilaian akan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
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TATACARA PENYIAPAN KONSEP SURAT TANGGAPAN DAN SURAT JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG EKSTENSIFIKASI, DAN PENILAIAN

Wajib Pajak / Unit
Operasional DJP, Unit

Eselon Il KP DJP, Unit Pelaksana Kepala Subbag TU Kepala Subdit Direktur
Di Luar DJP
SOP
Surat/Nota Penerimaan Meneliti dan
Dinas Dokumen di Mendisposisikan
KP DJP
Menyiapkan Meneliti dan
Bahan-bahan Mendisposisikan
Konsep Nota
Dinas dan
Konsep Surat.
Tanggapan
Meneliti dan L1 Menyetujui,

Surat / Nota Dinas
| Tanggapan

SOP
Penyampaia

Memaraf

tangani

Surat/Nota Dinas

n Dokumen

di KP DJP

|/ Tanggapan

e. Direktorat Keberatan dan Banding

Gambar 3.8. Bagan Pemberian Surat Tanggapan

Direktorat Ekstensifikasi, Pendataan, dan Penilaian, KP DJP.

Dalam lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding pada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pgjak, proses pemberian jawaban ataupun tanggapan
diatur dalam SOP Nomor KPG00-0013 tentang Tata Cara Pembuatan Surat

Tanggapan dan Surat Jawaban Atas Pertanyaan tentang Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Keberatan, Banding dan Gugatan. SOP ini menguraikan

tata cara pembuatan Surat Tanggapan dan Surat Jawaban yang dikeluarkan

oleh Direktur Keberatan dan Banding sesuai dengan kewenangannya atas

pertanyaan tentang pelaksanaan kebijakan dan permasalahan di bidang

keberatan, banding dan gugatan yang digukan baik oleh Kantor Wilayah,
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KPP, KPPBB, maupun Wajib Pgak (Berlaku untuk Subdit Pengurangan
Keberatan Subdit Banding dan Gugatan | dan I1). Sesuai nhamanya, hasil dari

mekanisme ini akan berupa Surat Jawaban dan atau Surat Tanggapan Direktur
Keberatan dan Banding. Prosedur kerja sebagaimana diatur dalam SOP ini

antara lain adalah :

1),

2).

3).

4).

6).

Pelaksana Subbagian Tata Usaha menerima Surat Pertanyaan dari
Kanwil / KPP / KPPBB / Wajib Pagak tentang pelaksanaan
kebijakan bidang keberatan, banding dan gugatan (SOP Tata Cara
Penerimaan Dokumen di KPDJP) kemudian menyampaikannya
kepada Direktur K eberatan dan Banding.

Direktur Keberatan dan Banding mendisposisikan surat pertanyaan
kepada Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan/Kepaa
Subdirektorat Pengurangan Keberatan.

Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan/Kepala Subdirektorat
Pengurangan Keberatan menerima surat dan merugaskan Kepala
Seks masing-masing untuk ditindaklanjuti sesuai dengan isi surat.
Kepala Seks Banding dan Gugatan/Kepala Seksi Pengurangan
Keberatan meneliti dan mempelgjari isi surat pertanyaan kemudian
menunjuk Pelaksana Seksi masing-masing untuk membuat surat
jawaban.

Pelaksana Seks Pengurangan Keberatan/Pelaksana Seksi Banding
dan Gugatan menyusun konsep surat jawaban/tanggapan kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi masing-masing.

Kepala Seksi Banding dan Gugatan/Kepala Seksi Pengurangan
Keberatan meneliti, memaraf, dan memberikan persetujuan pada
konsep surat jawaban/tanggapan kemudian meneruskannya kepada
Kepala Subdit masing-masing.

Kepala Subdirektorat Banding dan Gugatan/Kepala Subdirektorat
Pengurangan Keberatan menelaah, memaraf, dan memberikan
persetujuan pada konsep surat jawaban / tanggapan kemudian
menyampaikan pada Direktur Keberatan dan Banding.
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8). Direktur Keberatan dan Banding menyetujui dan menandatangani
Surat Tanggapan/Jawaban.

9. Pelaksana Subbagian Tata Usaha mengadministrasikan dan
mengirimkan Surat Jawaban/Tanggapan ke unit kantor DJP
terkait/Wajib Pgak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPDJP) dengan tembusan ke  Subdit.  Pengurangan
K eberatan/Subdit. Banding dan Gugatan.

10). Pelaksana Seksi Banding dan Gugatan/Pelaksana Seksi
Pengurangan - Keberatan mengadministrasikan tembusan Surat
Jawaban/Tanggapan yang diterima dari Subbagian Tata Usaha.

11). Proses selesai.

Sesual dengan SOP, penyelesaian dari proses pemberian jawaban dan atau
tanggapan ini sendiri akan memakan waktu @ling lama 5 (lima) hari kerja
sgjak surat pertanyaan diterima di Direktorat Keberatan dan Banding.
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TATACARA PEMBUATAN SURAT TANGGAPAN DAN SURAT JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN.

Pelaksana Seksi Kepala Seksi Kasubdit
Pengurangan Pengurangan Pengurangan
Wajib Pajak Umt_ Kantor DJP Pelaksana Subbag Keberatan / ) Keberatan / Kepala Keberatan Kasubdit Direktur Kebt_eratan
(Kanwil/KPP/KPPBB) Tata Usaha Pelaksana Seksi . ) ) dan Banding
; Seksi Banding dan Banding dan
Banding dan
Gugatan Gugatan
Gugatan
m
Surat Pertanyaan Surat Pertanyaan SoP Surat Pertanyaan
ttg Pelaksanaan ttg Pelaksanaan Penerimaan ttg Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Dokumen di Kebijakan Bidang
Keberatan, Keberatan, KP DJP Keberatan,
Banding, dan Banding, dan Banding, dan
Gugatan Gugatan Gugatan
Membuat |1 | Telit, I Terima, l Disposisi
Konsep Surat Pelajari, dan Menugaskan
Jawaban / Disposisi untuk
Tanggapan Pelaksana Ditindaklanjuti
Konsep Meneliti, Meneliaah, Menyetujui,
Surat | | Menyetujui, Menyetujui, dan
Jawaban / dan Memaraf dan Memaraf Menanda
Tanggapan tangan
Surat Menatausahakan Surat
Jawaban / ,Meng- Jawaban /
Tanggapan administrasikan Tanggapan
(Asl) dan Mengirimkan
Surat SOP Surat
Jawaban / Penyﬁmpam\ Jawaban /
Tanggapan n Dokumen Tanggapan
(Asl) di KP DIP (Salinan)

Selesai

Menatausahakan
,Meng-
administrasikan

Selesal

Gambar 3.9.
Bagan Pemberian Surat Tanggapan/Jawaban
Direktorat Keberatan dan Banding, KP DJP.
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3.2 Penerapan M ekanismeAdvance Ruling di Negara-Negara Lainnya.

Ada banyak negara di dunia yang sudah menjalankan mekanisme advance
ruling dalam sistem perpagjakan yang dimilikinya. Faktor pendukung penerapan
ini berbeda-beda satu sama lain ; ada yang menjalankan mekanisme advance
ruling sematamata demi memberikan kepastian hukum bagi wajib pgjak di
negaranya, namun ada juga negara- negara yang menjalankan mekanisme advance
ruling sebagai fasilitas pendukung penanaman modal foreign direct investmeni
di negara tersebut. Dalam bab ini, akan diuraikan beberapa ketentuan teknis
menyangkut penerapan advance ruling pada beberapa negara sebagai pembanding

dengan ketentuan yang dijalankan di Indonesia

321 Advance Ruling di Jerman
Secara umum, advance ruling, atau yang dalam bahasa jerman disebut
sebagal  verbindliche Auskunft, adalah suatu sistem mekanisme advance ruling
yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Perpajakan Jerman (Fiscal Code
of Germany)'. Dasar hukum pelaksanaannya sendiri merujuk pada Section 89
sebagaimana dikutip berikut ini :
Section 89

Guidance, information

(2) The revenue authority shall solicit the filing of statements,
the submission of applications or the correction of statements
or applications when it is clear that these were not filed or
submitted, or filed or submitted incorrectly, due to an error or
a lack of knowledge. It shall, where necessary, give
information regarding the rights and duties of participants in
the administrative proceedings.

(2) The tax offices and the Federal Central Tax Office may
upon application provide advance ruling on the treatment for
tax purposes of precisely defined, as yet unrealized
circumstances where this is of special interest in light of the
significant tax implications. The revenue authority which
would be the authority with local jurisdiction were the
underlying circumstances referred to in the request to be
realized shall be responsible for issuing the advance ruling.
Where no revenue authority has jurisdiction under sections 18

! Sebagaimana dikutip dari situs http://www.gesetze- m-internet.de/englisch_ao/englisch_ao.htm,
yang berisikan Fiscal Code of Germany (Terjemahan dari bahasa Jerman)
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Jeman juga terdapat pada rincian kasus hukum di

to 21 for the applicant at the time the application is filed,
jurisdiction shall lie with the Federal Central Tax Office for
taxes administered by the revenue authorities of the Lander on
behalf of the Federation, notwithstanding the second sentence
above; in this case, the advance ruling shall also bind the
revenue authority which is responsible at the time the
underlying circumstances referred to in theruling are realized.
The Federal Ministry of Finance shall be authorized to
stipulate, by way of ordinance issued with the approval of the
Bundesrat, more precise conditionson the form of, content of
and conditions for the application for advance ruling, and on
the scope of its binding effect.

(3) Fees pursuant to subsections (4) and (5) below shall be
charged for processing applications for advance ruling
pursuant to subsection (2) above. The fee shall be payable by
the applicant within one month of notification of assessment of
the fee. The revenue authority may delay its decision on the
application until the fee has been paid. Where an application
for advance ruling is withdrawn before the revenue authorities
decisionisissued, the fee may be reduced.

(4) Fees shall be calculated on the basis of the value the
advance ruling represents for the applicant (value of the
object). The applicant should state the value of the object and
the circumstances relevant to its determination in his
application for advance ruling. Fees are to be calculated by
the revenue authority on the basis of the value of the object as
declared by the applicant insofar as this does not lead to an
obviously incorrect resultant amount. Where the value of the
object cannot be determined even by way of estimate, a time-
related fee shall be charged; this shall be 50 euros per half
hour or portion thereof, the minimum charge being 100 euros.
(5) Where fees are based on the value of the object, the fee
shall be determined in corresponding application of section 34
of the Court Fees Act. The value of the object shall be at |east
5,000 euros.

74

Selain dalam Undang-Undang, dasar hukum mekanisme advance ruling di

Pengadilan Pgjak
(Bundesfinanzhof, atau BFH) dan Peraturan Administratif (disebut juga sebagai
Regulasi 1987). Dalam praktiknya, mekanisme advance ruling harus sudah selesai
dilakukan sebelum transaks yang digjukan dalam permohonan ruling tersebut
dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Section 89 di atas, secara
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otoritas perpgjakan setempat memfasilitas hak wajib @jak untuk mendapatkan
kepastian perlakuan perpajakan terkait transaksi yang akan dilakukannya lewat
mekanisme advance ruling.

Mekanisme advance ruling yang berlaku di Jerman, berdasarkan Undang-
undang ini, mensyaratkan sgjumlah fee yang harus dibayar oleh pemohon atas
permohonan advance ruling yang digukannya. Besarnya biaya, sebagaimana
diatur dalam UndangUndang tersebut adalah berdasarkan nilai objek advance
ruling yang digjukan oleh wajib pajak. Namun apabila terdapat kesulitan mencari
nilai dari suatu objek advance ruling, makabesaran fee akan dihitung berdasarkan
jumlah jam yang dihabiskan, yakni sekitar 50 € Euro, atau bagian tertentu yang
besaran minimumnya sekitar 100 € Euro. Dalam kaitannya fee yang ditagihkan
berdasarkan value dari objek advance ruling, sesua dengan Section 34 Courts Fee
Acts, nilainya paling tidak sebesar 5000 € Euro.

Daam pelaksanaan mekanisme advance ruling di Jerman, pemohon
advance ruling dapat mengalamatkannya kepada kantor pajak setempat (ocal tax
offices). Namun ketentuan mengena hal ini bergantung kepada kompleksitas dari
permohonan ruling yang digjukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Eilers dan
Schiessl (2000, Hal. 457) Pihak kantor pajak pusat dapat ikut serta dalam proses
pemberian advance ruling, yakni pada saat kantor pajak setempat merasa tidak
dalam kewenangannya untuk menerbitkan ketentuan mengena advance ruling
yang digjukan.

Menurut Eilers dan Schiessl (2000, Hal. 458), terkait dengan format baku
pengajuan advance ruling di Jerman, dalam pengajuan permohonan advance
ruling pemohon harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Regulasi 1987
mengenal peraturan administratif. Aturan tersebut memuat ketentuan bahwa suatu
permohonan advance ruling paling tidak harus memenuhi antara lain :

- ldentitas pemohon yang jelas (wajib disebutkan termasuk nama,

alamat, dan nomor identitas wajib pajak pemohon)

- Alasan pengajuan permohonan advance ruling.

- Gambaran secara komprehensif terhadap detail transaksi yang diajukan

permohonan ruling-nya, (lengkap dari segi dokumentasinya, tidak ada

fakta yang disembunyikan, serta tidak berdasarkan atas asumsi)
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Batas waktu dari pengajuan permohonan advance ruling ini adalah bahwa
ketentuan mengenai advance ruling harus lebih dulu diterbitkan sebelum transaksi
terkait dapat dilaksanakan.

Status hukum dari permohonan advance ruling yang diterima wajib pajak
dijelaskan pada dokumentas advance ruling tersebut. Status hukum suatu
advance rulings pada dasarnya bersifat mengikat, sepanjang sang pemohon
mampu menjalankan transaks sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ditetapkan
dalam permohonan ruling tersebut. Menurut Romano (2002, Hal. 395-397) dalam
ketentuan advance ruling di Jerman, pihak otoritas pajak dapat menentukan
apakah ruling yang diberikan bersifat mengikat atau tidak mengikat terhadap
wajib pgjak pemohon.

322 Advance Ruling di Belanda

Pada tahun 2001, praktik ruling di Belanda mengalami proses
restrukturisasi. Proses restrukturisasi ini terbagi ke dalam dua mekanisme penting
: Advance Pricing Agreement (APA) dan Advance Tax Ruling (ATR). Praktik
ruling yang baru ini memiliki beberapa elemen yang secara legal merupakan hal
baru. Namun pada kenyataannya, elemen baru tersebut adalah merupakan bentuk
kodifikas (perundangan) dari suatu peraturan yang sudah ada, namun belum
dilaksanakan secara legal (berdasarkan peraturan).

Perubahan mendasar pada proses mekanisme rulings yang dijalankan di
Belanda ini berkaitan dengan transaksi yang melibatkan perusahaan jasa keuangan
(financial services companies). Daam aturan yang baru berlaku saat ini,
perusahaan yang tidak memiliki substansi nyata (real substance) yang berkaitan
dengan nature bisnis dan operasiona yang harus ditanggung perusahaan, tidak
berhak memperoleh fasilitas ruling di Belanda. Pengecualian berlaku terhadap
pihak-pihak yang menyepakati prosedur pertukaran informas terhadap negara
negara yang terkait. Namun substance requirements (persyaratan substansi)
tersebut tidak berlaku terhadap perusahaan induk yang berbasis di belanda,
walaupun pada praktiknya, perusahaan tersebut juga memiliki kriteria low

substance.
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Mekanisme ATR di Belanda dilaksanakan untuk menyediakan jaminan
kepastian hukum terkait konsekuensi perpajakan yang harus dihadapi oleh suatu
struktur (organisasi) atau transaks internasional. Pada praktiknya, ATR dapat
digjukan terkait permasalahan antaralain :

- Pengagjuan pengecualian kesertaan terhadap perusahaan holding, baik yang
berskala menengah, maupun besar.

- Struktur organisasi Internasional yang melibatkan bentuk permodalan
campuran (hybrid financing forms) atau bentuk hukum campuran (hybrid
legal forms), serta

- Keberadaan suatu Bentuk Usaha Tetap di Belanda
Ketentuan mengenai duras mengenai, baik dalam mekanisme APA

maupun mekanisme ATR tertera secara jelas (tertulis) pada dokumen perjanjian
yang disepakati. Pada umumnya, jangka waktu yang berlaku baik untuk APA
maupun ATR adalah selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang
setelahnya dapat diperpanjang kembali, sesua dengan ketentuan dan kondisi yang
sama. Akan tetapi, walaupun pada dasarnya mekanisme APA dan ATR adalah
untuk penentu perlakuan perpgjakan di masa yang akan datang, namun secara
terbatas, dalam ha memberi kejelasan, ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat
digunakan untuk transaksi yang telah lalu (retroaktif).

Permohonan baik APA maupun ATR di Belanda harus digjukan kepada
pihak fiskus yang berkompeten, dalam hal ini pihak otoritas perpajakan di
Rotterdam. Hal ini dilakukan agar ketentuan yang diberikan bersifat mengikat
secara hukum. Pihak otoritas perpgjakan Belanda akan mengevaluas dan
mempertimbangkan keseluruhan fakta dan kondisi terkait dengan permohonan
yang digjukan

Berdasarkan regulasi, pihak otoritas pgjak membutuhkan waktu sekitar 8
(delapan) minggu untuk melaksanakan proses pemberian ruling ini. Namun
ketentuan mengenai jangka waktu pemrosesan ruling ini kemudian dapat
diperpanjang apabila di kemudian hari terdapat tambahan informasi material yang
dibutuhkan untuk keperluan evaluas terhadap permohonan ruling yang digjukan.

Kesepakatan yang terjadi, baik dalam bentuk ATR maupun APA adalah
bersifat mengikat secara hukum (vaststellingsovereenkomst), baik kepada wajib
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pajak maupun kepada pihak otoritas pajak yang mengeluarkannya. Pada kasus
APA, kesepakatan yang terjadi juga akan menjadi kesepakatan bagi kedua belah
negara yang terkait dengan kesepakatan tersebut. Namun mengikat di sini tidak
berarti bahwa wajib paak harus melaksanakan/menjalankan  ketentuan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen advance ruling. Sebagaimana
dikutip dari www.limburgventures.com, jika ketentuan yang ada dirasakan tidak

profitable aau tidak feasible bagi wajib pgak untuk dilaksanakan, maka wajib
pajak berhak untuk tidak melaksanakan transaks tersebut (yang dengan demikian,
maka ketentuan dalam advance ruling yang digjukan menjadi tidak berlaku).
Proses audit secara periodik (sewaktu-waktu) dapat dilakukan apabila
transaks - yang dilakukan merupakan transaks yang berupa praktik transfer
pricing. Proses audit pemeriksaan ini akan menguji kesesuaian antara apa yang

dirinci dalam dokumentasi ruling yang tertera pada kesepakatan.

323 Advance Ruling di India

Di India, mekanisme advance ruling diatur oleh suatu lembaga tersendiri,
yakni Authority for Advance Ruling (AAR). Ada beberapa keunikan terkait
mekanisme advance ruling yang dilakukan pihak AAR bila dibandingkan dengan
praktik advance ruling di negara lain.

Di negara lain pada umumnya, kewenangan pemberian faslitas advance
ruling dipegang oleh pihak fiskus (revenue authorities), dan bukan pada lembaga
peradilan dan sgienisnya. Di India, yang berlaku justru sebaliknya. Di India, AAR
di set sedemikian rupa sebagai salah satu jenis lembaga sgenis dengan
peradilan/pengadilan, yang kewenangannya dijamin oleh hukum (Undang
Undang). Struktur kepengurusan AAR, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2
(dua) orang anggota. Ketuanya merupakan pensiunan dari setingkat Hakim Agung
di sana, sedangkan kedua anggotanya masing-masing terdiri dari seorang
perwakilan dari revenue authorities dan seorang lagi dari Lembaga Hukum
(pengadilan).

Ketentuan advance ruling yang berlaku di India bersifat mengikat kedua
belah pihak. Dengan demikian, hak mengikat tidak hanya terhadap sang pemohon

advance ruling, melainkan juga pihak revenue authorities Hal ini menyebabkan
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mekanisme advance ruling yang dijalankan AAR menyerupai (identik) dengan
praktik advance ruling yang dijalankan antaralain di Denmark dan Swedia.

Keunikan lainnya dari sistem AAR yang berlaku di India adalah tidak
adanya kewenangan bagi AAR untuk dapat menolak permohonan advance ruling
yang digjukan, sepanjang syarat dan ketentuannya terpenuhi. Syarat dan ketentuan
yang harus dipenuhi termasuk di dalamnya adalah syarat mengenai pemohon dan
persyaratan formal lainnya.

Proses advance ruling yang berlaku di India tidak mengena mekanisme
gugatan terhadap ketentuan advance ruling yang dikeluarkan oleh AAR. Namun
bukan berarti tidak bisa. Wajib paak/pemohon dapat mengajukan apa yang
disebut sebagai special leave petition kepada Mahkamah Agung India Supreme
Court of India), atau mengajukan petisi secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi
India (High Court of India). Ketentuan khusus yang juga terdapat pada AAR India
adalah bilamana suatu ruling telah dirilis oleh pihak AAR, maka pemohon tidak
dapat menolak ketentuan yang terdapat dalam ruling, dan tidak memiliki hak
untuk memilih tidak menggunakan/mel aksanakan ketentuan yang terdapat dalam

ruling tersebut.
Figure 1. Hierarchy of Courts in a Figure 2. Hierarchy of Courts in an
Standard Litigation Procedure Advance Ruling
X Supreme Court
| —_—————— 4
- of India
:I Special Leave
' Petition
: ’-’ High Court
l Advance
: Income Tax Appellate Ruling
: F Tribunal
i Time: e ;
! Commissioner of 8-9 Eligible Applicants
: Income Tax (Appeals) months
v
Assessing Authority for
Officer Advance Rulings
Gambar 3.10.
Perbedaan M ekanisme Gugatan
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Antara Peradilan Umum dan Pengadilan terkait Advance Ruling di India

Terkait dengan proses gugatan sendiri, pada mekanisme advance ruling
yang diatur AAR, gugatan atas ketentuan advance ruling yang dilakukan melalui
special leave petition, pada praktiknya lebih singkat. Pada mekanisme gugatan
norma melalui pengadilan berjenjang pada umumnya proses pengadilan dapat
berlangsung selama tujuh hingga 12 tahun, sedangkan melalui mekanisme special
leave petition yang digunakan dalam advance ruling, persidangan atas gugatan
hanya akan memakan waktu selama delapan sampai dengan sembilan bulan saja,
sebagaimana dilihat dalam ilustrasi (Gambar 3.10).

Menurut Shah dan Ankiya (2009, Hal. 219-220), sebagaimana yang tertera
dalam UU PPh (ITA-Income Tax Act) Section 26, dan Section 2(26), yang boleh
mengaj ukan permohonan advance ruling di India antaralain adalah :

-  Bukan Penduduk (Non-Resident) India, yakni siapa sgja yang tidak
memenuhi ketentuan : (1) menetap di India sdlama 182 hari atau lebih
dalam jangka waktu 12 bulan, atau (2) dalam jangka waktu 4 tahun,
dimana dalam tahun berjalan orang yang bersangkutan tidak menetap di
India selama 365 hari atau lebih, dan atau dalam tahun berjalan tidak
menetap di India selama 60 hari atau lebih

- Badan yang berstatus Non-Resident, yakni badan yang tidak didirikan dan
bertempatkedudukan di India, serta mangemennya dikontrol oleh pihak
lain yang berdomisili di luar India pada tahun dimana permohonan
advanceruling digukan.

Kemudian juga sebagaimana dikutip dari Shah dan Ankiya (2009
Hal.222), ketentuan yang terdapat dalam advance ruling yang dirilis oleh AAR
tidak memiliki jangka waktu tertentu, kecuali apabila terjadi perubahan terhadap
Undang-undang yang mengatur ketentuan yang terdapat dalam ruling tersebut.

Masih dikutip oleh Shah dan Ankiya (2009, Hal. 224), mekanisme
advance ruling yang dijalankan di India pada perkembangannya kemudian telah
menjadi salah satu metode efektif bagi para pemohonnya untuk mengetahui secara
jelas dan pasti mengenai kewagjiban dan konsekuens perpgakan yang harus

dihadapinya saat bertransaksi di India. AAR dengan demikian juga menyediakan

Universitas Indonesia
Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE Ul, 2010



81

solusi cepat dan efisien bagi investor asing untuk memperoleh kepastian dalam
hal implikasi pajak untuk transaksi yang dilakukannya.

324 Advance Ruling di Singapura

Dikutip dari Prabu dan Chay (2005, Hal. 117), Singapura pada awvalnya
tidak memiliki sistem advance ruling formal, akan tetapi, pada praktiknya, selama
bertahun-tahun, IRAS (otoritas pajak Singapura) telah menyediakan fasilitas
sgenis advance ruling bagi para waib paak untuk dapat mengajukan
permohonan advance ruling secara tertulis. Kondis ini kemudian berubah
semenjak 1 Januari 2006, dimana pada saat itu mulai berlaku ketentuan mengenai
Advance Ruling System, yang telah melalui proses legilas di parlemen.

Secara hukum, ketentuan advance ruling tersebut tidak bersifat mengikat,
namun perlakuan perpgakan sebagamana tertera dalam ruling tersebut harus
dipatuhi, baik oleh pihak otoritas perpajakan, maupun oleh wajib pajak.

Ketentuan yang berlaku terkait proses permohonan advance ruling yang
berlaku di Singapur a antara lain sebagai berikut :

- Permohonan yang digjukan harus terkait dengan interpretasi terhadap
aturan yang terdapat dalam ketentuan perpgakan Singapura, dan
bagaimana ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap wajib pajak
spesifik, serta terkait dengan rencana transaks yang akan dilakukan wajib
pajak di masa yang akan datang

- Permohonan harus berdasarkan pada fakta yang ada dan tidak berdasarkan
asumsi terkait dengan transaksi di masa yang akan datang. Pengabaian
terhadap fakta akan menyebabkan pihak otoritas menolak permohonan
yang digjukan, dan apabila fakta yang diberikan ternyata di kemudian hari
terbukti salah, maka ruling yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

- Permohonan yang digjukan bukan merupakan perkiraan (jumlah) pajak,
atau terkait dengan tagihan pajak yang sudah dikeluarkan oleh pihak IRAS
(otoritas pajak), serta ketentuan ruling diterima sebelum pajak terkait

menjadi terhutang.
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Permohonan yang digjukan juga tidak terkait pada pemeriksaan yang
dilakukan terhadap pemohon, ataupun kondisi sgenis (pemeriksaan)
terkait subjek yang digukan dalam permohonan ruling tersebut.
Permohonan yang digjukan tidak mensyaratkan opini yang harus diberikan
pihak pengawas sektor keuangan, sebagaimana yang diterapkan pada
standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Mekanisme pemberian advance ruling yang dilakukan oleh pihak otoritas
akan memiliki sifat mengikat sepanjang periode yang telah ditentukan,
kecuali apabila terjadi halhal sebagai berikut : 1) Ketetapan yang terjadi
kemudian berbeda dengan yang disepakati sebelumnya di dalam
permohonan ruling, 2) Adanya aspek materia terkait transaks yang diatur
dalam ruling, yang tidak disgjikan, dan atau disajikan tetapi tidak secara
benar, 3)Ada asums yang digunakan oleh pihak otoritas, dan di kemudian
hari asums tersebut terbukti tidak tepat, 4) Otoritas menetapkan suatu
kondis (terkait ruling tersebut) secara tidak meyakinkan.

Menurut Income Tax Act (ITA, Undang-Undang Paak Penghasilan
Singapura), mekanisme advance ruling bersifat final, sehingga tidak
memberikan peluang untuk digugat.

Advance ruling hanya berlaku pada jenis pajak penghasilan dan tidak
berlaku pada jenis paak lainnya, seperti hanya pajak barang dan jasa
(PPN-Value Added Tax dan Sales Tax), atau bea materal.

Biaya yang dibutuhkan dalam gengajuan advance ruling ini terbagi dalam
2 bagian : biaya pengajuan aplikasi (bersifat non-refundable) yakni
sebesar SG $ 525 (plus empat jam pertama proses advance ruling yang
dilakukan), serta tambahan charge sebesar SG $ 13125 untuk setigp jam
tambalen waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan permohonan advance
ruling ini. Tambahan biaya (hingga maksimal 2 kali biaya pengajuan) juga
akan diberikan terkait proses ekspedisi dan surat menyurat yang berkaitan
dengan proses ini. Terakhir,pemohon juga akan dibebankan biaya
reimbursement atas semua biaya tambahan yang dikeluarkan pihak IRAS

dalam pengurusan dokumen advance ruling yang diajukan.
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Prosedur pelaksanaan mekanisme advance ruling Singapura antara lain

mensyaratkan beberapa hal yang harus disertakan dalam permohonan ruling :

Detaill mengenai pemohon dan pertanyaan yang digjukan advance rulings,
termasuk dokumentasi lengkap mengenai transaks yang ditanyakan
Permasal ahan yang menjadi pertimbangan

Pasal-pasal dalam UU PPh (ITA) yang menjadi dasar permasalahan
Kemungkinan rilis ruling yang mirip atau bahkan menyerupai dengan
permasalahan yang diajukan permohonannya.

Konsep ruling yang digjukan

Proses pemberian ruling oleh IRAS secara aturan akan menghabiskan

waktu selama delapan minggu. Namun apabila membutuhkan tambahan waktu

dikarenakan kompleksitas transaks yang digjukan permohonan advance ruling,

maka IRAS akan menginformasikan permintaan tambahan waktu kepada
pemohon.

Dokumen mengenai advance ruling yang dikeluarkan IRAS akan

beriskan antara lain :

Keputusan ruling yang didasarkan pada pasal 108 UU PPh yang berlaku
Identitas pemohon, pasalpasal terkait dalam UU PPh yang berlaku, dan
penetapan ruling yang dimaksud

Bagaimana prosedur penerapan ruling tersebut terhadap orang/badan yang
mengajukan serta terhadap transaks yang berkaitan.

Jangka waktu berlaku dari advance ruling tersebut

Asumsi yang bersifat meterial terkait transaks yang akan dilaksanakan
Kondisi-kondis tertentu yang ditetapkan oleh pihak pengawas keuangan
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4.1.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Mekanisme Sistem Advance Ruling yang Dijalankan

dalam Sistem Perpajakan Self Assessment di Indonesia dan Beberapa

Negara Lainnya.

Daam penerapannya, mekanisme advance ruling dijalankan berbeda

antara masing-masing negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh

perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut ; ada yang

menerapkan sistem hukum tertulis (positive law) seperti di Indonesia, ada pula

yang menggunakan sistem hukum Common Law, sebagamana yang umum

digunakan oleh negara-negara barat,
pembahasan  berikut,

peneliti

termasuk Amerika Serikat. Daam

akan membandingkan penerapan mekanisme

advance ruling yang diterapkan, antara Indonesia dengan negara negara lainnya

(Jerman, Belanda, Singapura, dan India)

Tabel 4.1

Perbandingan Dasar Hukum Advance Ruling

Dasar Hukum

Jerman Bdanda Singapura India Indonesia
Dasar hukum Di Belanda, aturan | Pada awalnya, Di India, Indonesia tidak
mekanisme mengenai Advance | Singapuratidak mekanisme memiliki

advance ruling
yang dijalankan di
Jerman adalah
padarincian kasus
hukum di

Ruling dirangkum
dalam ketentuan
Advance Tax
Ruling tersendiri

dalam mekanisme

memiliki sistem
advance ruling
formal, namun
semenjak Januari
2006, otoritas

advanceruling
diatur oleh suatu
lembaga
tersendiri, yakni

Authority for

ketentuan khusus,
baik formal
maupun informal
mengenai

mekanisme

Pengadilan Pajak perpajakan yang perpajakan Advance Ruling advance ruling.
(Bundesfinanzhof, | berlaku di sana Singapura mulai (AAR) yang Wajib pajak
atau BFH) dan semenjak tahun memberlakukan memiliki diperbolehkan
Peraturan 2001, sebagai Advance Ruling kewenangan meminta
Administratif fasilitas yang System dalam menentukan dasar | penjelasan atau
(disebut juga dapat digunakan sistem hukum bagi penegasan kepada
sebagai Regulasi investor di perpajakannya pel aksanaan fiskus.
1987). Belanda mekanisme
advanceruling.
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Dari perbandingan yang ada di Tabel 4.1 terlihat bahwa masing-masing
negara memiliki dasar hukum yang berbeda-beda terkait penerapan mekanisme
advance ruling di negara masing-masing. Berbeda dengan Indonesia yang tidak
memiliki satupun dasar hukum, baik di dalan Undang-Undang Perpajakan,
maupun pada jenis regulas lainnya, di Jerman, dasar hukum pemberlakuan
mekanisme advance ruling diletakkan pada Undang-Undang Perpajakannya,
yakni pada section 89, Fiscal Code of Germany. Sedangkan di Belanda, otoritas
perpajakan setempat menerapkan aturan tersendiri sabagai bagian dari mekanisme
advance ruling yang dijalankannya ; terbagi dalam dua mekanisme, ATR
(Advance Tax Ruling) dan APA (Advance Pricing Agreement).

Singapura mengikuti Jerman dengan melakukan amandemen terhadap
Undang-Undang Perpajakannya, yakni dengan mengubah ketentuan pada Pasal
108. Perubahan ketentuan pada pasal 108 tersebut menyebabkan mekanisme
advance ruling secara formal dapat dijalankan di negara tersebui.

Dasar hukum penerapan advance ruling yang sedikit berbeda ada pada
negara India. Di India, mekanisme advance ruling dilakukan secara terpisah oleh
suatu badan hukum terpisah dari otoritas perpajakannya, yakni Authority for
Advance Ruling (AAR). AAR menjalankan mekanisme advance ruling ini secara
terpisah dari intervensi pemerintah melalui otoritas perpajakan.

Tabel 4.2
Perbandingan Pembatasan Masalah Advance Ruling

Pembatasan M asalah

Jerman Belanda Singapura India Indonesia
Berdasarkan Belanda pada Advanceruling India Indonesiasecara
Regulasi 1987, dasarnya hanya berlaku menggunakan praktis tidak
tidak ada menganut sistem | padajenispajak sistem open mengenal
pembatasan open advance penghasilan dan advanceruling, mekanisme
mengenai hd -hal | ruling, yang tidak berlaku yang berarti advance rulirg
yang bisa berarti bahwa padajenis pajak bahwatidak ada yang secara
digjukan dalam tidak ada lainnya, seperti batasan mengenai | spesifik diatur
permohonan pembatasan hal nya pajak suatu masalah, dalam Undang-
mengenai terkait barang dan jasa baik formil undang atau
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advance rulingdi | permasalahan (PPN-Value maupun materiil, | peraturan
Jerman. yang bisa Added Tax dan yang bisa tertentu, sehingga
Ketentuan ini digjukan. Sales Tax), atau digjukan ketentuan
berlaku untuk Keberadaan beamaterai. permohonan mengenai
keseluruhan ketentuan baru mengenai cakupan masalah
mekanisme mengenai advanceruling. yang bisa
advance ruling Advance Tax digjukan
yang ada di Ruling yang baru permohonan
Jerman diberlakukan (penegasan) juga

pada 2001 tidak diatur

memperkuat secararinci dan

keberadaan tersendiri.

sistem open

advance ruling

yang dianut

Belanda

Dalam pelaksanaannya, terkait dengan pembatasan masalah yang dapat
digjukan ke dalam mekanisme advance ruling, terdapat dua sistem berbeda yang
mengaturnya ; sistem open advance ruling, yang berarti bahwa tidak ada batasan
mengenai permasalahan yang bisa digukan, serta sistem closed advance ruling,
yang mensyaratkan batasan tertentu terhadap permasalahan yang dapat digjukan
permohonan advance rulingnya.

Negara Jerman, Belanda, dan India yang menganut sistem open advance
ruling tidak membatas permasalahan pgjak mana sga yang dapat digjukan
permohonan advance ruling. Sedangkan di Singapura, walaupun tidak secara
spesifik menyebut menggunakan sistem closed advance ruling, terdapat
pembatasan masalah yang bisa digjukan permohonan advance ruling, yakni
terbatas pada jenis pajak penghasilan dan tidak berlaku pada jenis pajak lainnya,
seperti halnya pgjak barang dan jasa (PPN-Value Added Tax dan Sales Tax), atau
bea materai. Di Indonesia, sebagali akibat dari ketiadaan dasar hukum yang
memadai, tidek ada batasan mengenai permasalahan yang bisa digukan
permohonan penegasan kepada fiskus. Wagjib paak juga tidak tertutup
kemungkinan untuk dapat mengajukan permohonan penegasan tanpa melaui KPP
tempat wajib pajak pemohon terdaftar : wajib paak dipersilakan untuk meminta
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penegasan secara langsung kepada fiskus di Kantor Pusat (KP DJP), sesua

dengan direktorat yang menangani permasalahan yang digjukan oleh wajib pajak.

Tabel 4.3

Perbandingan Ikatan Perjanjian Advance Ruling

Ikatan Perjanjian (Binding Rules)

Jerman Belanda Singapura India Indonesia
Status hukum K esepakatan Mekanisme Ketentuan Ketentuan
dari permohonan | yangterjadi, baik | pemberian advance ruling Penegasan yang
advance ruling dalam bentuk advance ruling yang berlaku di adadi Indonesia
yang diterima ATR maupun yang dilakukan India bersifat pada dasarnya
wajib pajak APA adalah oleh pihak mengikat kedua tidak memiliki
(apakah bersifat bersifat mengikat | otoritas akan belah pihak. sifat mengikat
mengikat atau secara hukum memiliki sifat Dengan terhadap baik
tidak) akan (vaststellingsover | mengikat demikian, hak wajib pajak
dijelaskan secara | eenkomst), baik sepanjang periode | mengikat tidak maupun pihak
tertulis pada kepadawajib yang telah hanya terhadap fiskus. Hanya
dokumentasi pajak maupun ditentukan, sang pemohon sgja, keberadaan
advance ruling kepada pihak kecuali apabila advanceruling, mekanisme
tersebut. otoritas pajak terjadi hal-hal melainkan juga penegasan dapat
yang yang dapat pihak revenue menjadi sarana
mengeluarkannya | menyebabkan authorities. bagi wajib pajak
ketentuan yang untuk mengetahui
terterapada interpretasi yang

dokumen menjadi
void (tidak
berlaku lagi).

dimiliki oleh
fiskus.

Berdasarkan ikatan perjanjian yang dihasilkan dari mekanisme advance

ruling, terdapat beberapa jenis ikatan perjanjian. Di negara Belanda, Singapura,

dan India, baik wajib pajak maupun pihak fiskus (otoritas perpajakan) diikat oleh

ketentuan yang diatur dalam mekanisme advance ruling yang berlaku di masing-

masing negara, sepanjang syarat-syarat berlakunya ketentuan advance ruling
tersebut dapat dipenuhi oleh wajib pagak. Sedangkan di Jerman, ketentuan

mengenal jenis ikatan perjanjian (apakah mengikat atau tidak terhadap wajib
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paak dan fiskus) diatur secara terperinci dan tertulis dalam dokumen advance

ruling yang dirilis oleh otoritas perpgjakan setempat. Perbedaan juga terjadi di

Indonesia, dimana pada prinsipnya ketentuan mengenai mekanisme penegasan

(advance ruling di Indonesia) tidak bersifat mengikat baik terhadap wajib pajak,

ataupun terhadap fiskus. Mekanisme pemberian surat penegasan hanyalah untuk

mengukur kesamaan paradigma dan interpretas antara pihak wajib pajak dengan

pihak fiskus selaku pengawas transaksi perpajakan.

Perbandingan Jangka Waktu Penerbitan Ketentuan Advance Ruling

Tabel 4.4

Jangka Waktu Penerbitan

Jerman Belanda Singapura India Indonesia
Tidak ada Berdasarkan Proses pemberian | Terkait dengan Di dalam SOP
ketentuan yang regulasi, pihak rulingolen IRAS | prosespemberian | yang ada, baik di
diperoleh peneliti | otoritas pajak secaraaturan advancerulingdi | KPP, Kanwil DJP
terkait waktu membutuhkan akan India, setiap maupun Kantor
yang dibutuhkan | waktu sekitar menghabiskan permohonan yang | Pusat DJP,
pihak ctoritas delapan minggu waktu selama digjukan akan diberlakukan
perpajakan untuk delapan minggu. membutuhkan aturan yang
Jerman dalam melaksanakan Namun apabila waktu proses berbeda-beda
menjalankan proses pemberian | membutuhkan selama sxkitar 6 terkait jangka
proses pemberian. | rulingini. tambahan waktu (enam) bulan waktu yang
advance ruling Ketentuan dikarenakan semenjak aplikasi | dibutuhkan dalam
yang digjukan mengenai jangka | kompleksitas yang sah digjukan | proses pemberian
wajib pajak. waktu proses transaksi yang kepada AAR jawaban dan atau
Hanya saja, rulingini dapat digjukan selaku lembaga penegasan atas
prosesini harus diperpanjang permohonan yang berwenang. permohonan yang
sudah selesai apabiladi advanceruling, digjukan oleh
sebelum transaksi | kemudian hari maka IRAS akan wajib pajak,
terkait dapat terdapat menginformasika terkait dengan
dilaksanakan oleh | tambahan n permintaan tingkat
wajib pajak informasi tambahan waktu kompleksitas
material yang kepada pemohon. masalah yang
dibutuhkan untuk dihadapi dan
keperluan kewenangan yang
evaluasi dibutuhkan.
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Berdasarkan perbedaan jangka waktu penerbitan ketentuan advance
ruling, terdapat perbedaan yang signifikan antara masing-masing ketentuan yang
berlaku pada masing-masing negara. Pada negara Belanda dan Singapura,
ketentuan mengenai jangka waktu penerbitan ketentuan advance ruling
berdasarkan permohonan yang digjukan wajib pgak adalah delapan minggu.
Namun apabila pihak otoritas membutuhkan perpanjangan waktu dalam
menjalankan proses advance ruling ini, mereka akan memberikan peraturan
tertulis kepada pemohon mengenai perpanjangan waktu yang diminta.

Kondis berbeda terjadi di India, dimana permohonan advance ruling
diproses pada lembaga terpisah dari otoritas perpajakan (AAR-Authority for
Advance Ruling). Di India, secara ketentuan, waktu yang dibutuhkan adalah
sekitar enam bulan setelah permohonan lengkap diterima oleh pihak AAR.

Perbedaan juga terdapat di Jerman, dimana pihak otoritas setempat pada
dasarnya tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan
mekanisme advance ruling. Hanya sgja ketentuan yang membatasi adalah bahwa
setigp transaks yang digjukan dalam permohonan advance ruling hanya dapat
menggunakan ketentuan di dalam advance ruling tersebut apabila transaksi terkait
dilaksanakan setelah ketentuan advance ruling dirilis secara resmi oleh otoritas
perpajakan.

Di Indonesia, secara praktik, jangka waktu penerbitan ketentuan advance
ruling yang dijalankan berbeda dengan praktik yang dijalankan di negara lain.
Dalam proses pemberian surat penegasan di Indonesia, pihak fiskus hanya terikat
melalui Standar- Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur (secara internal)
terhadap mekanisme pemberian surat penegasan atas pertanyaan yang digjukan
wagjib pgak. Daam SOP, jangka waktu penerbitan adalah berbeda-beda, baik
antar tingkat kantor (KPP-Kanwil-dan KP DJP), atau antar Direktorat pada Kantor
Pagjak (misal : antara Direktorat PP | dan Direktorat PP I1). Masing-masing jangka
waktu penerbitan, sesuai dengan wawancara yang dilakukan pendliti, ditentukan
antara lain berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi fiskus
terkait pertanyaan penegasan yang diajukan wajib pajak. Tidak adanya kontrol
(internal) dalam penerapan SOP berupa sanks atau konsekuensi hukum lainnya
atas terlambat/tidak terpenuhinya tenggat waktu dalam penyelesaian penegasan
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tersebut menjadikan ketentuan yang terdapat dalam SOP tersebut dirasa tidak
efektif sebagali penentu jangka waktu penerbitan surat penegasan dalam sistem

perpajakan di Indonesia.

Tabel 4.5
Perbandingan Biaya yang Dibutuhkan dalam Proses Advance Ruling

Biaya yang Dibutuhkan

Jerman Belanda Singapura India Indonesia
Besarnyabiaya, Besaran biaya Biayayang Di India, setiap Pada SOP yang
berdasarkan yang dibutuhkan | dibutuhkan dalam | pemohon, per diberlakukan oleh
Undang-Undang dalam pengajuan setiap Dirjen Pajak,
Perpajakan pelaksanaan advance ruling permohonanyang | mulai dari tingkat
Jerman adalah sistem advance ini terbagi dalam | digjukan KPP hingga
berdasarkan nilai | ruling di belanda | 2 bagian : biaya diharuskan Kantor Pusat
objek advance tidak ditentukan pengajuan membayar biaya | Dirjen Pajak,
rulingyang secarajelas aplikasi (non- (flat) sebesar Rs tidak ada aturan
digjukan oleh dalam Undang- refundable) SG$ | 2500 (2500 yang menentukan
wajib pajak. undang. Namun 525 (plusduajam | Rupee). atau

Namun apabila biaya yang harus | pertama proses Pembayaran ini mensyaratkan fee
terdapat kesulitan | dikeluarkan advance ruling di transfer ke tertentu sebagai
mencari nilai dari | pemohon antara yang dilakukan), rekening atas biayayang

suatu objek lain adalah biaya | sertatambahan nama ‘Authority diperlukan dalam
advanceruling, dokumen serta charge sebesar for Advance proses pengajuan
maka besaran fee | biayalain-lain SG $ 13.25 per Ruling di New permohonan

akan dihitung (@dministrative jam tambahan Delhi, India. mengenai
berdasarkan yang dibutuhkan | waktu. Tambahan penegasan yang
jumlah jamyang | dalamproses biaya (maksimal harus dikeluarkan
dihabiskan, yakni | pemberian 2 kali biaya awal) oleh wajib pajak.
sekitar 50 €, atau | advance ruling juga akan Wajib pajak
bagian tertentu, tersebut. dikenakan terkait hanya

minimum sekitar proses ekspedisi mengeluarkan
100 €. Feeyang dan koresponden biaya

ditagihkan yang berkaitan administratif dan

berdasarkan value

objek advance

dengan prosesini.

Pemohon juga

operasional

mandiri terkait

ruling, (Section akan dibebankan proses penegasan
34 Courts Fee reimburse atas yang diminta
Acts) : 5000 €. biaya tambahan.
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Dalam hal biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mekanisme advance
ruling, penergpannya amat berbeda pada masing-masing negara. Selain dari
besaran biaya, perbedaan juga terletak pada jenis biaya yang harus dikeluarkan
wajib pajak terkait permohonan advance ruling yang digukannya.

Di negara India, dimana pelaksanaan advance ruling dilaksanakan pada
lembaga khusus (AAR), setiap pemohon advance ruling harus membayar biaya
(flah pengurusan dokumen sebesar Rs 2500 (2500 Rupee). Biaya ini adalah biaya
untuk setiap permohonan ruling yang digukan. Tidak ada ketentuan lain
mengenai biaya tambahan yang harus dikeluarkan wajib pajak atas permohonan
advance ruling yang diberlakukan di India.

Kondisi berbeda terjadi pada penerapan advance ruling di negara
Singapura. Biaya yang dibutunkan dalam pengajuan advance ruling ini di
Singapura terbagi dalam dua hagian, yakni pertama, biaya pengajuan aplikas
(bersifat non-refundable) sebesar SG $ 525 (termasuk biaya empat jam pertama
proses considering terkait advance ruling yang digjukan), serta tambahan charge
sebesar SG $ 131.25 untuk setiap jam tambahan waktu yang dibutuhkan dalam
pengurusan permohonan advance ruling ini. Tambahan biaya (hingga maksimal 2
kali biaya pengauan) juga akan diberikan terkait proses ekspedis dan surat
menyurat yang berkaitan dengan proses ini. Terakhir, pemohon juga akan
dibebankan biaya reimbursement atas semua biaya tambahan yang dikeluarkan
pihak IRAS dalam pengurusan dokumen advance ruling yang digukan.

Di negara Belanda, biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem
advance ruling -tidak ditentukan jumlahnya secara jelas dan spesifik dalam
Undang-undang ataupun peraturan lainnya. Namun biaya yang harus dikeluarkan
pemohon antara lain adalah biaya dokumen serta biaya lain-lain (yang bersifat
administratif) yang dibutuhkan dalam proses pemberian advance ruling tersebuit.

Pendekatan yang sedikit berbeda dilakukan Jerman, dimana jumlah biaya
yang dibutuhkan diatur dalam Undang-Undang Perpagjakan (Fiscal Code of
Germany), Section 89. Berdasarkan ketentuan tersebut, biaya permohonan
advance ruling ditetapkan berdasarkan nilai objek advance ruling yang diajukan
oleh wajib pajak tersebut. Namun apabila terdapat kesulitan mencari nilai  dari
suatu objek advance ruling, maka besaran fee akan dihitung berdasarkan jumlah
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jam yang dihabiskan, yakni sekitar 50 €, atau berdasarkan bagian tertentu yang

besaran minimumnya sekitar 100 € Daam katan fee yang ditagihkan

berdasarkan value dari objek advance ruling, sesuai dengan Section 34 Courts Fee
Acts, nilainya paing tidak (minimal) adalah sebesar 5000 €

Di Indonesia sendiri tidak ada ketentuan yang berlaku mengenai biaya

yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan penegasan kepada fiskus. Biaya

yang umum dikeluarkan wajib pajak terkait permohonan penegasan hanya

berkisar pada biaya surat menyurat dan korespondens (administratif) dan biaya

operasiona untuk melakukan proses follow-up kepada fiskus terkait permohonan

penegasan yang diajukan wajib pajak.

Tabel 4.6

Perbandingan Masa Berlaku K etentuan Advance Ruling

Masa Berlaku
Jerman Belanda Singapura India Indonesia
Tidak ada Pada umumnya, Jangkawaktu Ketentuan yang Surat penegasan
ketentuan jangka waktu berlaku dari terdapat dalam berlaku selama
mengenal jangka | yang berlaku baik | advance ruling advance ruling belum ada surat
waktu tertentu untuk APA yang dikeluarkan | yangdirilis oleh revisi maupun
terkait berlakunya [ maupun ATR pihak otoritas AAR tidak pencabutan
suatu ketentuan adalah selama perpajakan memiliki jangka secararesmi oleh
advance ruling. empat sampai Singapura waktu tertentu Dirjen Pajak
Pada dasarnya dengan lima ditentukan sesuai | yang ditentukan, terkait dengan
rulingyang ada tahun, yang dengan yang sepanjang tidak penegasan yang
tidak akan setelahnya dapat | terdapat dalam terjadi perubahan | sebelumnya
dicabut sepanjang | diperpanjang dokumen terhadap Undang- | diberlakukan
tidak ada kembali, sesual advance ruling undang yang terhadap aturan
perubahan dengan ketentuan | yang dimaksud. mengatur tertentu.
undang-undang dan kondisi yang ketentuan dalam
dan peraturan. sama. ruling tersebut

Terkait dengan masa berlaku dari suatu ketentuan advance ruling,

perbedaan juga terjadi antar negara- negara yang menerapkan. Di Jerman dan India

tidak ada ketentuan spesifik yang menentukan masa berlaku dari suatu ketentuan

advance ruling. Pada kedua negara ini, pada dasarnya selama tidak terjadi

Universitas Indonesia
Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE Ul, 2010




93

perubahan pada peraturan dan perundang undangan yang diterapkan oleh advance
ruling dimaksud, maka ketentuan advance ruling tersebut akan tetap berlaku.

Ha ini berbeda dengan yang diterapkan di negara Singapura. Di
Singapura, ketentuan mengenai masa berlaku dari suatu advance ruling ditentukan
secara langsung (tertulis) pada dokumen advance ruling yang dimaksud Dalam
klausul advance ruling yang diterapkan di Singapura memuat antara lain
ketentuan mengenai jangka waktu berlaku, dan hathal di luar jangka waktu yang
berlaku yang dapat menjadikan ketentuan advance ruling menjadi dicabut atau
dengan kata lain tidak berlaku lagi.

Di Belanda, ketentuan mengenai masa berlaku dari suatu ketentuan
advance ruling juga diatur dalam peraturan yang spesifik. Peraturan menyebutkan
bahwa ketentuan umum terkait masa berlaku advance ruling pada umumnya
adalah antara empat sampai lima tahun. Setelah masa berlaku tersebut dilampaui,
ketentuan advance ruling dapat diperpanjang, selama ketentuan dan kondis yang
melingkupi suatu transaks tetap sama (tidak berubah).

4.2. Analisa Kelayakan Teknis Penerapan Mekanisme Surat Penegasan
dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Daam penelitian yang dilakukan, pada praktiknya, tidak ada ketentuan
secara umum (baik di dalam Undang-Undang Pajak, Peraturan Menteri Keuangan,
maupun Peraturan Dirjen Pajak) yang memfasilitas hak wajib pajak untuk dapat
memperoleh penegasan terkait kewagjiban perpgjakan yang dimilikinya. Oleh
karenanya, kemudian peneliti memfokuskan penelitian pada mekanisme teknis
pemberian surat, baik berupa jawaban, tanggapan, dan atau penegasan, yang
berlaku pada lingkup interna fiskus, yakni melalui SOP (Standard Operasional
Procedure) yang dijalankan oleh fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak
Indonesia

Prosedur teknis tersebut melingkupi tidak hanya pada level Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat para wajib pajak terdaftar, melainkan juga hingga
ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
(KPDJP).
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Pada dasarnya, mekanisme pemberian Surat, baik berupa
Jawaban/Tanggapan dan atau Penegasan oleh fiskus kepada wajib pajak tidak
dapat disamakan dengan mekanisme advance ruling yang berlaku umum di dunia.
Pada mekanisme Surat Penegasan di Indonesia, tidak ada aturan yang secara
spesifik mengenai  prosedural yang harus ditempuh wajib paak terkait
pelaksanaan mekanisme ini.

Pengecualian yang terjadi alalah pada mekanisme advance ruling yang
dijalankan oleh pihak Direktorat Bea dan Cuka Indonesia. Mekanisme advance
ruling yang diterapkan disini adalah persyaratan yang wajib diikuti Indonesia
sebagal salah satu anggota WTO dalam mekanisme transaksi perdagangan antar
negara yang diatur oleh GATT (General Agreement on Tarif and Trade.

Jka melihat karakteristiknya, mekanisme advance ruling dalam lingkup
Dirjen Bea dan Cukai ini terlihat lebih simple dan mudah dibandingkan dengan
penerapan mekanisme Surat Penegasan di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini tidak
terlepas dari batasan transaksi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendera Bea
dan Cukai nomor KEP-166/BC/2003 tentang Taialaksana Pemberian Customs
Advice dan Valuation Ruling. Dalam ketentuan tersebut jelas ditetapkan bahwa
pemberian customs advice dan valuation ruling diberikan terbatas pada
penghitungan nilai pabean atas barang yang akan diimpor. Tidak ada ketentuan
lain yang mengatur tentang pemberian ruling dalam lingkup ketentuan formil
(pelaksanaannya). Dengan kata lain, tidak ada ketentuan lain yang mengatur
pemberian advance ruling lain selain sebagaimana dimaksud dengan customs
advice dan valuation ruling dalam sistem regulasi pada Direktorat Bea dan Cukai
Indonesia

Selain itu, proses pemberian advance ruling juga dipermudah dengan
diterapkannya Harmonized System (HS) dalam regulasi Dirjen Bea dan Cukai
Indonesia, dimana dalam Harmonized System sendiri telah diatur secara jelas
mengena karakteristik dari suatu barang yang hendak diimpor le suatu negara,
termasuk diantaranya mengenai besaran tarif dan bea masuk yang dikenakan atas
berbagai jenis barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Dari fakta
ini terlihat bahwa dalam lingkup Dirjen Bea dan Cukai, proses pemberian advance

ruling hanya sebagai penegas untuk mengkonfirmasi ketentuan yang sebenarnya
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sudah tercantum dalam Harmonized System yang digunakan oleh Direktorat Bea
dan Cukal Indonesia. Dengan adanya mekanisme sgjenis advance ruling dalam
bidang bea cukai ini, importir mendapat kepastian terkait ketentuan bea dan cukai
yang dihadapinya, serta menghindari kesalahan penerapan ketentuan Harmonized
System atas kegiatan impor barang yang dilakukannya.

Dalam lingkup Direktorat Jenderal Pgjak, berdasarkan wawancara yang
dilakukan penelitil, ditemukan beberapa fakta terkait proses mekanisme Surat dan
Surat Penegasan yang dijalankan di Indonesia, yakni antara lain :

1. Semenjak diberlakukannya proses reformasi birokrasi, terutama di
lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka auran
aturan terkait mekanisme (teknis perpajakan), yang memerlukan perhatian
khusus wajib pajak secara lebih luas, diterbitkan lewat mekanisme
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (Per DJP), dan bukan melalui Surat
ataupun Surat Edaran. Termasuk di dalamnya, ketentuan yang dianggap
penting, dan harus diatur secara legalotentik dalam praktiknya, maka
statusnya (dari yang semula berbentuk Surat atau Surat Edaran) kemudian
diupgrade menjadi setingkat Peraturan Dirjen Pajak atau di atasnya.

2. Surat, baik berupa jawaban, tanggapan, dan atau penegasan pada dasarnya
tidak memiliki kewenangan untuk menjawab secara langsung pertanyaan
atau permohonan penegasan yang digjukan oleh wajib pajak. Jawaban,
tanggapan, dan atau penegasan yang diberikan oleh fiskus biasanya
mengacu (refer to) pada ketentuan yang mengatur fakta sgenis, yang
dianggap sesuai sebagal solus dari permasalahan yang dipertanyakan
oleh wajib pajak. Dengan demikian, dalam mekanisme surat penegasan ini
tidak dapat menjadi acuan bagi wajib pajak sebagai dasar hukum bagi
konsekuensi perpajakan atas transaksi yang dilaksanakannya

3. Jawaban yang diberikan oleh fiskus melalui Surat dan Surat Penegasan
secara prosedural harus mengacu pada peraturan yang memiliki hirarki
lebih tinggi dibandingkan Surat dan atau Surat Penegasan yang
dikeluarkan fiskus. Peraturan yang menjadi acuan disini dapat berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan

. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Ibu
Aan Almaidah Anwar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
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ataupun Peraturan Dirjen Pgjak, yang secara hierarki diakui oleh Undang
undang. Secara praktik, hal ini dapat dibuktikan jika kita melihat beberapa
surat penegasan yang dirilis oleh Dirjen Pgjak dalam beberapa tahun
terakhir. Dalam suratsurat penegasan tersebut, terlihat bahwa surat
penegasan pada hakikatnya hanya sebagal penegas, bahwa transaksi yang
dipertanyakan wajib pajak adalah terkait dengan suatu peraturan tertulis
resmi, yang secara hierarki diakui (dalam ha perpajakan, termasuk
Undang-Undang Perpagjakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan atau
Peraturan Direktur Jenderal Pgjak) oleh hukum negara Indonesia (lihat
lampiran : contoh surat penegasan) .

4. Dengan demikian, karena pada dasarnya mengacu pada peraturan yang
secara hirarki  kedudukannya lebih tinggi, maka apabila terjadi suatu
persengketaan hingga ke pengadilan, segala ketentuan yang terchpat dalam
Surat ataupun Surat Penegasan, secara legal, tidak dapat dijadikan dasar

hukum di hadapan pengadil an.

Hal ini dipertegas hilamana kita melihat aturan yang terdapat pada Pasal 7
ayat (1), Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, bahwa jenis dan hierarki Peraturan dan Perundang
undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah

d. PeraturanPresiden

e. Peraturan Daerah
Kemudian jika kita meneruskan kepada ayat (4) yang mengatakan bahwa jenis
Peraturan Perundang undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi,

sepanjang diakui keberadaanya oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, maka ketentuan, termasuk di dalamnya, surat penegasan yang dikeluarkan
oleh fiskus (Dirjen Pgak), seharusnya juga memiliki kekuatan hukum yang
mengikat terhadap wajib pajak. Hanya sgja kemudian oleh ayat (5) kemudian
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dibatasi lagi dengan pernyataan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang
undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimana dalam hierarki tersebut tidak mencantumkan Surat Penegasan yang
dikeluarkan Dirjen Pajak sebagai bagian dari hierarki hukum yang berlaku di
Indonesia.

Dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, jelas
terlihat bahwa pada dasarnya, jenis peraturan lain (selain yang disebutkan pada
pasal 1 UndangUndang tersebut) memiliki dasar hukum yang kuat, sepanjang
memiliki pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Peraturan yang secara
hirarki lebih tinggi kedudukannya. Surat Penegasan, dalam hal ini, hanya sebatas
merefer dan mengkonfirmasi kepada Peraturan di atasnya (Peraturan Menteri
Keuangan dan atau Peraturan Direktorat Jenderal Pajak), dan tidak ditunjuk secara
tegas sebaga pelaksana ataupun diakui keberadaannya oleh peraturan yang
tingkatannya lebih tinggi tersebut.

Fakta lain yang menjadi salah satu fokus penelitian adalah mengenai
waktu pemberlakuan ketentuan, baik pada mekanisme Surat Penegasan, maupun
pada mekanisme advance ruling yang umum dilaksanakan di negara-negara lain.
Di negara-negara lain (dalam penelitian ini : Jerman, Belanda, Singapura, dan
[ndia), secara konsisten menerapkan bahwa ketentuan mengenai batasan dari
advance ruling dijalankan secara penuh oleh negara negara tersebut. Batasan yang
dimaksud disini adalah batasan definis mengenai advance ruling yang sesual
dengan konsep (teori), yakni : pernyataan mengikat dari pihak fiskus
(pemerintah), atas permohonan secara sukarela dari orang pribadi (wajib pajak)
tentang perlakuan dan konsekuens (perpagjakan) dari serangkaian aksi dan
transaks yang terjadi di masa yang akan datang.

Konsep dasar advance ruling sendiri menyebutkan bahwa unsur-unsur dari
suatu advance ruling adalah :

- Pernyataan mengikat fiskus (pemerintah, atau otoritas perpajakan
yang berwenang)
- Diaukan oleh wajib pajak secara sukarela, serta
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Terhadap perlakuan dan konsekuens perpgjakan yang dimiliki
wajib pajak sebagai akibat dari aksi dan transaks yang terjadi di

masa yang akan datang.

Dengan melihat kembali kepada konsep tersebut jelas, bahwa mekanisme

Surat Penegasan tidak memenuhi dua poin dari batasan konsep advance ruling

yang berlaku :

Pernyataan mengikat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa
ketentuan yang dihasilkan dalam Surat Penegasan tidak bersifat
mengikat, baik kepada wajib pagjak maupun kepada fiskus. Surat
Penegasan hanya berperan sebagal penyelaras pandangan /
interpretasi bagi wajib pajak terhadap interpretasi fiskus terkait
suatu transaksi atau konsekuensi perpajakan

Terhadap perlakuan dan konsekuensi perpgjakan yang dimiliki
wajib pajak sebagal akibat dari aks dan transaks yang terjadi di
masa yang akan datang. Yang harus digarisbawahi disini adalah di
masa yang akan datang Pada praktiknya, mekanisme Surat
Penegasan tidak membatas terhadap masalah yang dimintakan
penegasan oleh wajib paak. Masdah yang digukan bisa
merupakan masalah yang sudah erjadi, atau yang belum terjadi,
sedangkan pada ketentuan mengenai advance ruling, ketentuan
advance rulinghanya berlaku pada transaks yang belum terjadi,
atau waaupun sudah  dijaankan wajib paak,namunbelum
dilaporkan kepada pihak fiskus terkait konsekuensi perpajakan
yang harus ditanggung wajib pajak Oleh karena tidak ada batasan
mengenai permasalahan yang bisa digukan permohonan
penegasan, maka dengan demikian mekanisme Surat Penegasan ini

tidak memenuhi batasan yang dimiliki oleh konsep advance ruling.
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Surat Penegasan
[
Advance Ruling timeline
]
== =

Transaksi Pelaporan

Gambar 4.1
Skema Pembatasan Masalah

Antara Mekanisme Penegasan dan Advance Ruling

Melihat fakta-fakta yang diperoleh dari analisa di atas, terlihat bahwa pada
prinsipnya, mekanisme Surat Penegasan yang berlaku di Indonesia tidak sama,
baik secara dasar hukum, maupun teknis prosedural dengan mekanisme advance
ruling yang berlaku umum di Indonesia Dengan demikian dapat ditarik
kesimpulan bahwa sesungguhnya mekanisme Surat Penegasan yang berlaku di
Indonesia tidak dapat disamakan dengan proses advance ruling yang berlaku pada
negara negara lain (dalam penelitian ini : Jerman, Belanda, Singapura, dan India).
Kedua proses ini : Surat Penegasan dan advance ruling secara prinsip adalah suatu
proses yang berbeda satu dengan lainnya.

Dengan demikian, pertimbangan kelayakan bagi mekanisme Surat
Penegasan sebagal media peneragpan mekanisme advance ruling di Indonesia
adalah tidak tepat, karena secara prinsip kedua mekanisme tersebut berbeda.
Namun sebagal sarana bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepastian hukum
terkait konsekuensi perpgjakan yang harus dihadapi, maka mekanisme Surat
Penegasan bisa digunakan sebagai alternatif dari ketiadaan mekanisme advance

ruling di Indonesia
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100

Analisa Strategi Wajib Pajak Terkait Mekanisme Surat Penegasan
sebagai Alternatif Penerapan Advance Ruling dalam Sistem
Perpajakan Self Assessment di Indonesia

Secara praktik, implementas mekanisme Surat Penegasan dapat dikatakan

belum memadai sebagal solusi dari ketiadaan peraturan mengenai advance ruling

di Indonesia. Namun wajib pajak tetap dapat mengoptimalisasi penggunaan Surat

Penegasan sebagai sarana wajib pajak untuk mengukur sgjauh mana perbedaan

(gap) interpretas antara wajib pajak dan fiskus dalam menafsirkan suatu

ketentuan.

Oleh karenanya, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

beberapa AR (Account Representative) di KPP, terdapat beberapa strategi

kemudian dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memastikan konsekuens

hukum pagk yang dihadapi terkait dengan transaks yang dijalankannya. Strategi
tersebut antara lain :

Transaks Faktual dan Dokumen Pendukung Memadai.

Memberikan gambaran yang rinci, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam
mendeskripsikan transaksi yang terjadi, yang kemudian digjukan
permintaan - penegasan kepada fiskus. Transaks tersebut juga haruslah
faktual, yang dibuktikan dengan penyertaan dokumen-dokumen
pendukung yang memadal (cukup) untuk digunakan fiskus sebagai bahan
panduan bagi fiskus agar dapat lebih mudah memberikan penegasan
terkait konsekuens perpgakan yang dihadapi oleh wajib pajak. Dokumen
pendukung harus lengkap termasuk di dalamnya juga harus disertakan
alasan dan bukti pendukung mengapa transaksi tersebut membutuhkan
penegasan dari wajib pajak, serta kemungkinan dispute yang bisa terjadi
apabila penegasan tidak diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak
Follow-up

Wajib pagak harus melakukan followup terkait dengan pengauan
penegasan yang dilakukannya kepada fiskus. Pada prinsipnya, fiskus
diatur dengan SOP terkait yang mensyaratkan batas waktu tertentu dalam
proses pemberian penegasan yang dibutuhkan oleh wajib pagjak. Namun
SOP tersebut tidak mengatur baik mengenai sanksi ataupun konsekuensi
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hukum yang akan dihadapi oleh pihak fiskus terkait keterlambatan (atau
bahkan pengabaian) terhadap pengajuan permohonan penegasan yang
dilakukan oleh wajib pgak. Oleh karena itu wajib pagak harus terus
melakukan followup, terkait apakah pengauan penegasan tersebut
diproses pada Kantor Pgjak tempatnya mengajukan permohonan, ataukah
permohonan penegasan tersebut kemudian didisposisikan kepada Kantor
Pajak yang lebih berwenang memberikan penegasan (misal : kepada
Kanwil Dirjen Pajak atau Kantor Pusat Dirjen Pgjak). Dengan adanya
follow-up ini, dari sisi wajib pajak akan mendapatkan kepastian terkait
proses permohonan penegasan yang digjukan. Sedangkan dari pihak fiskus
juga akan menjadi |ebih aware terhadap permohonan penegasan yang
dilakukan wajib pajak, sehingga pelaksanaan permohonan penegasan yang
diajukan wajib pajak ini menjadi lebih efektif.

Wajib pgjak harus tidak sedang dalam keadaan diperiksa atau mengajukan
keberatan. Apabila wajib paak sedang daam keadaan diperiksa atau
mengajukan keberatan, maka pada praktiknya fiskus tidak akan
memberikan penegasan terkait konsekuensi perpajakan yang dihadapi
wajib pajak atas transaks yang sedang dalam pemeriksaan atau pengajuan
keberatan. Namun hal ini bukan berarti wajib pajak tidak dapat meminta
penegasan. Dalam keadaan diperiksa atau mengajukan keberatan, maka
jawaban fiskus (dalam ha ini Dirjen Pgjak) tercermin dalam hasil
pemeriksaan atau keputusan keberatan. Selain itu, terkait mekanisme
pemeriksaan, wajib pajak juga dapat meminta penegasan dalam bidang
pemeriksaan melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat
Dirjen Pgjak.

Surat jawaban bersifat eksklusif

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Surat Penegasan
hanya berlaku eksklusif untuk wajib pgjak tertentu sgja. Namun dalam
praktiknya, Surat Penegasan, ddam katannya dengan pengajuan
permohonan penegasan yang dilakukan wajib pajak hanya berlaku untuk
wajib pagjak tertentu (dalam hal ini yang meminta penegasan), serta terkait

dengan kasus dan situasi tertentu yang digjukan wajib pajak tersebut. Hal

Universitas Indonesia
Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE Ul, 2010



102

ini menyebabkan surat jawaban lerupa penegasan tersebut tidak secara
otomatis dapat dipakai oleh wajib pajak lain, walaupun secara background
usaha maupun jenis transaks serupa dengan yang ada dalam surat
penegasan tersebut. Selain itu, sifat Surat Penegasan yang pada hakikatnya
adalah semata-mata sebagali sarana bagi wajib pajak untuk mengetahui
pandangan fiskus terhadap suatu aturan atau konsekuensi perpajakan
sehingga seharusnya tidak dijadikan sebagai sandaran bagi wajib pajak
untuk bisa mendapatkan kepastian hukum atas transaks yang
dilaksanakannya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesmpulan

Dalam penerapannya, mekanisme advance ruling dijalankan berbeda
antara masing-masing negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh
perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Dari
penelitian yarg dilakukan, terdapat perbedaan perbedaan signifikan antara
mekanisme advance ruling yang umum diterapkan di berbagai negara di
dunia dan mekanisme surat penegasan yang dijalankan di Indonesia
Perbedaan perbedaan tersebut antara lain terdapat pada dasar hukum yang
mengatur, pembatasan makalah yang dapat digukan permohonan, ikatan
perjanjian yang mengikat antara wajib pajak dan pihak fiskus, jangka
waktu penerbitan ketentuan, biaya yang dibutuhkan, hingga masa berlaku
dari ketentuan, baik advance ruling maupun surat penegasan.

Dalam penelitian yang dilakukan, pada praktiknya, tidek ada ketentuan
secara umum (baik di dalam UndangUndang Pajak, Peraturan Menteri
Keuangan, maupun Peraturan Dirjen Pgjak) yang memfasilitasi hak wajib
pajak untuk dapat memperoleh penegasan terkait kewajiban perpajakan
yang dimilikinya. Dari penelitian yang dilakukan, secara hierarki
peraturan, ditegaskan bahwa mekanisme Surat Penegasan pada dasarnya
juga bukan merupakan media penerapan advance ruling di Indonesia
Mekanisme Surat Penegasan yang berlaku di Indonesia tidak sama, baik
secara dasar hukum, maupun teknis prosedural dengan mekanisme
advance ruling yang berlaku umum di Indonesia. Kedua proses ini : Surat
Penegasan dan advance ruling secara prinsip adalah suatu proses yang
berbeda satu dengan lainnya. Namun demikian, mekanisme surat
penegasan dapat dipergunakan sebagal alternatif bagi wajib pajak dari
ketiadaan mekanisme advance ruling di Indonesia untuk meningkatkan
kepastian hukum terkait konsekuens perpajakan yang harus dihadapi.
Terdapat leberapa strategi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk
memastikan konsekuens hukum pajak yang dihadapi terkait dengan
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transaks yang dijaankannya di Indonesia melalui mekanisme Surat
Penegasan. Strategi tersebut antara lain berupa : Pemberian gambaran
yang rinci, lengkap, dan menyeluruh dalam mendeskripsikan transaksi
yang terjadi (termasuk menyertakan dokumen pendukung yang memadai
sebagal dasar fiskus untuk memberikan penegasan), melakukan follow-up
terkait dengan pengguan penegasan yang digjukan kepada fiskus,
memastikan bahwa kondisi wajib pajak sendiri sedang tidak dalam kondis
diperiksa (tax audit), serta memahami bahwa pada dasarnya Surat
Penegasan adalah bersifat eksklusif bagi wajib pajak yang meminta. Wajib
pajak tidak serta merta mampu menggunakan surat penegasan yang
diberikan kepada wajib paak lainnya sebagal dasar bagi wajib pajak
tersebut menginterpretas suatu peraturan yang berkaitan dangan transaks

yang dijaankannya.

5.2. Saran

- Indonesia pada dasarnya mampu melaksanakan mekanisme advance
ruling sebagal sarana bagi wajib pajak dalam mengetahui konsekuens
perpajakan ‘yang harus dihadapi sebagal akibat dari transaks yang
dilakukannya. Proses integrasi dan internalisas peraturan mengenai
mekanisme pemberian Surat Penegasan sudah seharusnya dilakukan
seiring dengan komitmen yang ditegaskan pihak fiskus (Direktorat
Jenderal Pagjak) dalam melaksanakan reformasi birokrasi lembaga tersebui.
Dengan adanya integras dan internalisas peraturan pada sistem
perpajakan Indonesia, diharapkan kebutuhan wajib pajak akan kepastian
hukum terkait transaksi yang akan dilakukannya, akan lebih terjamin.
Lebih jauh lagi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme Surat
Penegasan yang terintegras dan terinternaisas sebagal fasilitas
pendorong investass luar negeri untuk masuk ke dalam negeri,
sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara-negara barat, termasuk
Belanda.

- Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mencantumkan ketentuan

mengena hak wajib pagjak dalam meminta penegasan terkait konsekuensi
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perpgjakan yang dihadapinya di dalam Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku di Indonesia. Dengan adanya pencantuman ketentuan tersebut di
daam Undang-Undang Perpgakan, fleksibilitas dalam mekanisme
permohonan penegasan memang akan berkurang, namun akan timbul
trade off berupa kepastian hukum yang lebih memada bagi wajib pajak
terkait konsekuensi perpgakan atas transaksi yang dilaksanakannya.
Dengan dicantumkannya ketentuan, baik mengenai Surat Penegasan, atau
advance ruling, akan membawa efek berupa pendelegasian aturan dari
Undang-Undang Perpajakan kepada aturan pelaksana di bawahnya,
sehingga dasar hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mekanisme
tersebut menjadi dapat terpenuhi.

Pemerintah Indonesia, khususnya fiskus (pihak Direktorat Jendera Pajak)
serta stakeholder perpajakan Indonesia dapat menggunakan implementasi
mekanisme advance ruling yang berlaku umum di negara-negara lain
sebagai role model dan perbandingan penerapan mekanisme Surat
Penegasan yang terintegras dalam sistem perpajgkan Indonesia
Penerapan fee tertentu dalam pel aksanaan mekanisme Surat Penegasan dan
atau advance ruling juga dapat dijadikan sebagal solus  untuk
mendapatkan  kualitas ahli  (expertis9 yang memadal dalam
pelaksanaannya. Dengan adanya role model sebagaimana yang telah
diterapkan di negaranegara lain sebelumnya ini, pihak fiskus dapat
mengembangkan suatu sistem yang tidak sgja terintegrasi secara optimal
dalam mekanisme perpajakan self assessment di Indonesia, melainkan juga
memiliki tingkat kepastian dan kehandalan tinggi dalam menjamin
kepastian hukum bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan Surat
Penegasan.

Sebelum mekanisme Surat Penegasan dan atau advance ruling yang
terintegrasi dan terinternalisas secara optimal dapat dilaksanakan di
Indonesia, wajib pajak tetap dapat menggunakan sarana Surat Penegasan
yang dikeluarkan fiskus sebagai salah satu sarana pembanding bagi wajib
pajak untuk mengetahui cara pandang dan paradigma fiskus dalam melihat
skema transaks yang dilakukan wajib paak beserta konsekuensi
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perpajakan yang menyertainya. Dengan adanya kesamaan paradigma dan
pandangan wajib pajak dengan fiskus, wajib pajak dapat terhindar dari
resiko kesalahan interpretasi terhadap suatu peraturan dan konsekuens
perpajakan yang melingkupinya.
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LAMPIRAN 1

List Pertanyaan

Direktorat PP Il, Kantor Pusat Dirjen Pajak

Surat dan Surat Penegasan

1.

Dalam sistem self assessment yang diberlakukan dalam pajak penghasilan
Indonesia, apasajakah media ruling yang diberikan DJP selaku fiskus agar wajib
pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku?

Apakah ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang pemberian fasilitas
ruling kepada wajib pajak? Bila sudah apa, bila belum, apakah ada rencana untuk
memberlakukannya dan seperti apa?

Apakah menurut anda mekanisme rulingitu perlu diberlakukan di Indonesia

Apakah mekanisme Surat dan Surat Penegasan itu berlaku umum bagi seluruh wajib

pajak?

Adakah SOP yang mengatur tentang pemberian Surat ataupun Surat Penegasan,

baik internal maupun eksternal DJP?

Menurut anda, selain tentang ketentuan dan regulasi, adakah perbedaan lain yang

terdapat pada mekanisme pemberian ruling di Indonesia dan di negara lain?

Advance Ruling

1.

Spesifik mengenai advance ruling, adakah ketentuan yang mengatur tentang
pemberian ruling kepada wajib pajak saat transaksi belum terjadi atau belum

berjalan?

Bila memungkinkan diterapkan, adakah negara yang bisa menjadi pembanding untuk

penerapan mekanismeadvance ruling di Indonesia?
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Mekanisme Customs Advice dan Valuation Ruling

1.

Apakah ketentuan mengenai Customs Advice dan Valuation Ruling bisa diterapkan di

lingkup Dirjen Pajak? Bila bisa bagaimana, bila tidak kenapa?

2. Adakah perbedaan mekanisme penentuan ruling dalam lingkup DJB dan DJBC?Bila

ada seperti apa?

Kesiapan Internal DJP

1.

Siapkah personel Dirjen Pajak melaksanakan mekanisme pemberian ruling yang

memadai bagi wajib pajak?

Bila siap, kira-kira menurut anda, lini manakah yang berhak dan berwenang
melaksanakan pemberian ruling ini dalam struktur Dirjen Pajak? Apakah hanya
Kantor Pusat seperti yang diberlakukan di sebagian besar negara, ataukah bisa

didelegasikan pada masing-masing AR di KPP?

Adakah peluang mendelegasikan mekanisme ruling ini kepada pihak di luar KPP,

seperti misalkan pada kantor penyuluhan?

Kendala-kendala apa saja yang mungkin ditemui dalam penerapan mekanisme ruling

ini di Indonesia?
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LAMPIRAN 2
Hasil Wawancara:

Ibu Aan Almaidah Anwar (putrialma@yahoo.com, aan.anwar @pajak.go.id)

Kepala Seks pada Direktorat Harmonisas Peraturan Perpajakan
Direktorat Peraturan Perpgjakan |1, Dirjen Pajak

Resume :

114

Semua ketentuan yang bersifat mekanisme diarahkan untuk diproses sebagai

Peraturan Dirjen Pajak (PER DJP).
Surat dan Surat Penegasan :

1 Tidak menjawab secara langsung dari pertanyaan yang digukan oleh wajib

pajak.

Jawaban yang diberikan oleh fiskus melalui Surat dan Surat Penegasan harus
mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, bisa berupa Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan ataupun Peraturan Dirjen
Pajak.

Dengan demikian, karena pada dasarnya mengacu pada peraturan yang
kedudukannya |ebih tinggi, maka apabila terjadi suatu persengketaan terkait
dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat ataupun Surat Penegasan tidak
dapat dijadikan dasar hukum.

Kemungkinan penerapan advance rulingdi Indonesia:

Secara teori tetap memungkinkan mekanisme advance ruling diterapkan di

Indonesia. Hanya sgja semua tergantung dari kebutuhan dan tingkat kepentingan yang

dibutuhkan untuk diterapkannya advance ruling. Dengan kata lain, dibutuhkan

usulanrusulan dari dari stakeholders terkait untuk kemungkinan diterapkannya

mekanisme advance ruling di Indonesia

Sebagai alternatif peneraan mekanisme advance ruling di Indonesia, adalah

pengalihan aturan-aturan dan penegasan terhadap suatu mekanisme yang bersifat

mengikat wajib pajak, dari yang semula hanya diatur dalam Surat dan Surat

Penegasan, menjadi diatur dalam peraturan yang lebih tinggi kedudukannya :

Peraturan Dirjen Pajak.
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Mekanisme advance ruling berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh wajib
pajak, sehingga wajib pajak butuh semacam keputusan / kepastian dari fiskus terkait
kewajiban perpajakan yang sesuai.

Terkait dengan jawaban atas pertanyaan yang sudah jelas, KPP dapat tetap
melimpahkannya ke Kanwil dengan tujuan memperoleh konfirmas atas kepastian

jawaban/tanggapan yang diberikan kepad wajib pajak.
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Jul Seventa Tarigan, (jul 7ta@yahoo.com)
Kas Perjanjian Eropa, Subdit Perjanjian dan Kerjasama Perpgjakan Internasional,
Direktorat PP 11

Resume :

Sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi sdah satu latar
belakang penerapan sistem self-assesment sebagai sistem perpajakan yang dianut
Indonesia. Dalam sistem ini, penerapan dari suatu aturanamat tergantung dari
interpretasi dari wajib pajak, sehingga mensyaratkan aturan-aturan yang diberlakukan
dalam sistem self-assesment ini- harus tegas, tidak ambigu, dan tidak multitafsir.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, fiskus tidak memiliki standar baku yang
relevan untuk wajib memberikan jawaban dan atau penegasan kepada wajib pajak
terkait dengan kewajiban perpgjakan yang dimilikinya. Dengan demikian,
pelaksanaan mekanisme penegasan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak lebih
bersifat situasional (tergantung dengan Situasi dan kondisi), tidak baku, dan bersifat
ad hoc. Ad hoc disini berarti bahwa fskus tidak akan selalu memberi penegasan atas
Setigp pertanyaan dan permohonan penegasan yang disampaikan oleh WP kepada
fiskus (dirjen pajak). Mekanisme dari pemberian jawaban dan penegasan yang
diminta oleh wajib paak hanyalah dalam bentuk penugasan, manakala permohonan
yang dilakukan dianggap penting bagi penerimaan pajak.

Terdapat campak positif maupun dampak negatif dari ketiadaan regulas yang
mengatur secara spesifik terhadap advance ruling ini. Dampak negatifnya jelas, wajib
pajak yang membutuhkan kepastian hukum terkait konsekuens perpajakanatas
transaks bisnis yang dilakukannya akan kesulitan untuk mendapatkan penegasan.
Namun bukan berarti tidak bisa. Fiskus tetap memperbolehkan wajib pajak
bersangkutan untuk meminta jawaban dan atau mengajukan permohonan penegasan,
baik lewat KPP tempatnya terdaftar, ataupun langsung kepada direktorat terkait di
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dampak positif dari ketiadaan regulasi ini
adalah dari segi fleksibilitas. Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan
penegasan atas permasalahannya tidak hanya kepada badan/instansi tertentu yang
khusus menangani advance ruling, melainkan bisa menggukan permohonan
penegasan kepada seluruh jgjaran Dirjen Pgjak, mulai dari KPP hingga KP DJP. WP
pun tidak dibatas mengenai permasalahan perpajakan apa sgja yang bisa dimintakan
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penegasan, sehingga permohonan penegasan dapat meliputi seluruh aspek perpajakan
; baik materiil maupun formil.

Dalam mekanisme advance ruling internasional, pemohon penegasan biasanya
antaraterdiri dari antara lain :

- subjek pajak luar negeri yang tidak memiliki representative office di
Indonesia, dan hendak melakukan kegiatan di Indonesia

- subjek pajak luar negeri yang kesulitan meminta informas (lack of
information) terkait dengan regulas yang ada di Indonesia, khususnya di
bidang perpajakan.

- Konsultan pgak yang memiliki klien perusahaan/instans asing di luar negeri,
yang hendak menjalankan usaha ataupun melakukan transaksi dengan pihak
lokal dalam negeri Indonesia
Dalam praktiknya, terhadap aturanaturan yang ambigu, multitafsir, sulit

diterapkan dan atau memiliki celah penerapan, pemerintah, daam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak dapat merevis aturan terkait.

Bila diperlukan, strategis, dan perlu diketahui oleh khalayak ramai, suatu
peraturan berupa Surat Edaran, bisa di’ tingkatkan’ menjadi suatu Peraturan (Peraturan
Dirjen Pajak), dengan harapan aturan tersebut bisa lebih mudah dalam hal sosialisas,
sertalebih mengikat dalam ha kepastian hukum yang dimilikinya.
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LAMPIRAN 3

CONTOH ADVANCE RULING :

- Advance Ruling India-Belanda

- Advance Ruling India-Singapura
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g padsal yuw uDsEAR E2Sy 0 uojusessd By puE
LOOEXE] SQROE JO SUEDIGAE 3] 10} STUESEEY A
jo wopbiury Ay pue eipu) jo JEndsy o UELILAR0S)
EYl LBEMIE] UONLBAUGDY AU po sucsiweed AL
130 SE JUSPESHUGU BUQOUE 0] BIFU| D4 U S3UEYS J0
sl g wag anooe Aew jeyy suied jeydes syy uo
EIPL] 18 e 0 SjqE) 29 pnoswesidde a4 'ses g o
EROURSLUNOCEY S Ul DU SRR S U0 ESLRSUYAS, T

El 1), 5E @ pEUEE
BEuRIEY) |08 19y XESWS] U g0 suorsihoud A
s 52 (PipY] 94 S 0 DAURR IEYEURISY) pa
Ferug epu Bngsg Wepisgns paumo Sgoys sy woy
¥ Aq parEtal SPUSGIND DU LD EIPU| UL XE) 03 3jCEY
eq pow (ueEapde =g SE O peuspn EyEuessi)
A Bupgsd SpUBpRQEN SdSM eSED AR 4O
SIOUESLLNDLID 34 Ul pUE 508} 343 UG ISR I

sumsanb oy
EBupmopoy 3 Lo Jupru souespe s¥ass edidde sul  epw Bincusid
Ul Sjusgsaall Equescns spew endde a4y o epu) Gangisig
0 jueduwco GBuppy sy pus EROUEEYS Juse Jjad QN Ewesaq
fuedwon spuEpRLEEN B3I uaum Juesadds su ipenusrbasuon
SRS [L°SY S0 UGNEJSNSUCT HOENEA B g 10e0cde S o) enu|
Bungualg ur BuipjoysIEYS 20US S FRS Y CEO0E PqUSADN L1 B0
Binguaiy jo Avsdiues Suppy sy sem Howe Bingsyy GEgn;, L)

Jueswdde 2 3 ABIPISINS DRuNO §[GYM B4 2 0 SUILCD

FInca Elpu) S “yoeq £ng 3| o W Juenydee

#l A SAIEYS 511 J0 ¥2Rg-ANG E JEPEUDT OSE EIpU] S

“Kueduxa

JUDRI LA oL U BT S U e S U S Al

o 3Es e ybnong sueb epdes szieas oge few wemdde au)

"BIPL Siyf A3 POTGRISI PUE DUCKIP SPUIPIAR
0 OWUGY 3L U AMUDDU anE0Rl D specks Lenjdde s4)

B D OlE SIUEWSaAU] IUEDypEs
spey s2y pencde ag 'suepd vosuedss SERDU o W
[RIALLGs QUSRS |EdeD PESESUI U 1330 O Q0
U susucdwos apqownne muedrs oy laueu egob ag

o} BLu=iE ElSy puE EDUSWY WN0S 'EILSWY Yoy “sdon3 a1
suonesado Euurgseinuew sasespe sey yoym dnoull Burgiay
IPLUESUBGITY BUYL 20 Hed aE BpU| 4 PUE JUBSHODE 3Y)

Tesydne
g 0 Aemsgns pauec Koy 3 S pue 0T IRqoi0
4B 40 456, oy suedunT SR JSpUN BIpU; U1 PEQRIOCICD]
(zipy Bmgog) Awcduoo paun weasd © 51 Opu] Sy

“BDOC ‘tenbing ;.| Lo
FRIEATOU SEW §) B SMIYS JUENIIIE U] JC Logesodici) 0
EEapuEe Jo Adod 3] "WeEpsISWY Ul 2ngo pauEisibar 53 e
‘spUBpEYIEN 31 Ul paresodiocul Auedus: B 5 uedsdde au|

oy ¥ep=woou) sy g (LRoskE sm Py uoreodde sug )

(e 2000 fg)

SNITNY
o : MeendaL U B L

Juejade

o rpelEssdsY UEUE AT NReA I

FEIADY B NEIE L SRTH 1N

SIEDIADY LR LESURIN T

SLEs0ADy BRI (Bl TN
AEIIADY TERQ LS W © Juesaddy sup o) 1uSs

LN | BOIEREL UGBS

NELAROULID MISEN0  © PRWSIL0D SUOESSILLI0D
WERSEIY Td 2101

BIT IBIIRME S LEEID 3 odT &

At DLAENU S L1 . USRI Y SR

G002/8E8 "ON HYV

bequee REmUH T UH
[eREseyJ) 1Py "\ d #0R30r A

I EEERT
9102 AaEnugpd o AED WIST

IH130 M3 (XYL IWODMI)

SONINTNY ZDHVAQY B04 ALIMOHLINY IHL 340439

pEE
e spEy Bumoyjoy a4 (oY 1), ST O paUS@EJ JSLEURSSY) | Oa|

I

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



12C

e IRALG) |

#OUDQENEY Up SROLCSC QRSU] S 40 CLEY LIS L 1Y ME-swoTy)|
) JApUR SSNUOINE XEJ UTIpL] U A PHOS|0D PUE P3LE| 30 J0UUsD
¥r nef peyden en ianuEoen sy pnoenddne m _..Fuu._._. S IR 13 AR
-ElpU| 311 40 £y 0 g Ered ayosl 0 SYERS Juemdde 3y) =

OO SoIs3NE

arpefau sy 41 pasamsUT ‘aopRsy Sluoserh s Ay T

Y XEI-SULCOU| UL J0 SU0eSIVGEd JERSIE
s U EpEW ME  OUSLpUSUE AT SSE
ul abueyz o pafons o “sEnawoy vopscdsIUL LR

Jg WERLUGIU| B
1o (gthol uoises o sussiaud ssauds au
IC SUUE] W BPU| Ul ¥2) 0} 35081 20 10U gnom
oY MrQIRY  IDIWRDSLSOE CAUBLLSG LU
Aeedwos Buipioy svewnn w40 s Bupiod
SPUEMELAN DdSH Auedwos  spLepsia
B A ALE [BMEISN pUBpIAD AL TEEL
INWENSE] pUARAIR A ped sey oo ey
epu] o4 Auedwoo uElpy] B4 SouD BYUNy T

'shojIy 52 panens Apey
LA SR Y SNIRASL) Al A0 [ROSIIn] <) S o CSjls ey
S U SNUBASY Sl AQ pEINdSIp S Jou SEY | J0E) Ul FUE Jgnop
ol o sypupe uopsod B3] syl 19y 1] SR JSpUr spUey s J] SgeExE]L
] 10U pnow {RIpU] o4 J0 JBpjojsueys) wesdde su Ag pansaad
SPUSDIAID NS JanamcH  uss sad oL @ weondde suy o1 spuBpitp
20 AEW A SIYCUC JO LOONGUSIP SUY WD XE]ABD O] 3|QEl| 3] P10 E1pU|

i ‘OrGLL LoRSSS BpLn ‘wesdde a0 Ag pEpURUoS SBCSMYI LR

LRI USELY T SR 24 B (G0N PRSP UD 8]
R ] NRIEfAI FYRATY] FE-alimal) PInpgnne o pefegn
g Jeys swoad PAJENMUTIRIE A0 JUSLND [0 N0 JSLFSHM
S00Z W 0 ABD ) SU9 BLE B0 U0 [SHAUSER0 SO WS
ERETE IHIAPAT Jo A= K Aweciunn gane {g
peed o pEQUISD parEpap unows Aue s JusWsIasTe
fur sy el apeaUup B U SIIREAL EEpy oyl gu
;osdlssy o) agealfleys YE-ALGIL] SUT 0 UOIDDE LT WSS
s go sucesiaud 2y of joslons pue joy B g uorsacsd
ey e w poueue Gurgdve Dacuepyeviog 1L)

SNl SpER (-Gl | unpes ussiad fue

;o mak snowsad Jn g ancoun o) A 0oL PADYEEE & 0 AR S8
Fy L0 51| LORIEs o] paUaRl SPUSPINE Jo Aem £ Sweou sy
1% S 40 (FENI | LG0°SS Jo A3 LI RSO SILCILE SigENE} 3 OF
PO ) S| o AUy Lenpu) e Ay ored puspaap e R 1)
#pjo ()L )g Logaas o says Ay P g EIpu) Bingeaiy Lepsgns
PouMD Apaph B3 lusy quesidde s Lg POASSIU CPUIFLAD o
Toadsalr L Y {EF-300U) Sguspun X210 Aqifive o) ssiEjE ) T
TOR UoTE=Tey

‘posseid jou 3T peprag
30 AELU J) PUE PCRSQ 5q 10U PSAU § TOU UORSAND jeu) FRIES SEY

pummapdde sup sop EEuURcD paues) ap 'Buuesy o sEnco BE U oL

2ERl] sRpRAYEN-ERU 30 0 suosiod aylad =
2P| G WIEENSOrS BEIDU| PRUMS AlJOYM =3 ] SRELS
N PG P aand) anane e e suel Fadenang on
21U Ll O8] D) SjqE] &) Finom Juealdde 2y) ‘Se S 0
SR SN LR ) Ul JUE SEIEL U UL SRy Il

A5l 2 o suoswod ayllad s
IR Sid YUEReIrs Wopd) peums Aljoym 5 Ag SEVELS
0 poeafng B woy anoos few g suet [Epdes au o
SIRL| L ) O S| S IO RUSISUEL S 'S5E 31 0
SDOUTISIENCIN DU Ul DUL SO0y DU U0 ELFYRy oA

(1L AER | SpURLRASNEDL =

M PSR R]PIARL] PR 0 e Snm 0 Save

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



121

1By Snuasa 33 g pabse 51 puncuByoeq sig W -Auedwcs uelpU|
U jo fuedwos Bupipy ;EPRSWW| Sl SUEDS] BI0T JSqLUSAOR |
uo peesodiooa) (Auedwoy spuepsya) wesode g ing “Auvedwon
Bupioy sEpeww s ses (Aueducd uswea] Hawo Enasd
‘BONE AQWSASN [} FEY] SIRAE JSUNNE SNUSASY S PaUsjsuEq
an m pfnne Geding uenion s 0 sAamEE &R i Al R
[EmfEueg seu ymys. Auedwog wy sy opue Ausdwony ugipu)
A o fuedieg Bupea) snnn a0 s ey Boqsag ipon gsispeny
FEL SNISA3Y SR 0 JEUS] Lo PSRILIGNS 51 "E1Rd) W pEME] 34 UED
sued prydes Su3 e Yoy wl sgesdde 2 pires wgl g Aueuass
-Elpu| = Jo sucrswaud aun S duipeooce pue _furduwoo UBulec, U 2q
PiNoss UDHOUISPUn WIgss pUT j ‘Suogoosuch g4y e jne Busuc cumf
[ETHIED |o 13U [EIDURUSG 34, 1EU) SPUSIUCD SNUEASY SU] PASmoH
wndsip wojou 1 uwogeod o) soop Syl DRSSO UoU © o0
Auedwes LetpU| 341 J0 SSIEYS J0 aYswe] Jo Jungaoe uo swel sup xe)
o3 Bupsalgns Loy popnpssad 1o mpy g0 e sy wonsed Sg Suisg
ey g oered w uosivoed Bunsdo aaoge sy Jomsaand Sy woy
PEENDIe JoU = SELS Jo ey g w Apedaid  JUSDiSes 55 IeELes
S oM Jo S Ay w Auo pawel aq o Sge| &0 (sydeifeed
Erupmo oy e Ul o pawse jeg Legy s Auedoud Aue o ucEusde
Ul woy sueb sy ey ssEpuRw £l Uy 0§ Eued g0 SUSjuES
Bulwsds sy) -essserss syl O] [EIOQSUSD SO0 s Asug puepos s

o} Addz jeys 10w a4 Jo sudsioud ayl ‘sandde (gead] ) wewesiby

Ts]

S WOYM 0] SIS53SST 3U Of UORERJ Ul 1= umoo shep g epdiouud
sy socubery gy 1) sy f (OO0 uoyers Rl owes ogy
Lo |p@) 19y XepSwoou| s o ssoisand 2 Buipaepsupmon Aeaa)
ey a1 suonoed U g0 gBuSg By SOl o Papes 31 uedidds
syl chesd] s o () ¢y o BuESW S ULEM SPUELSUEEN
o pERER @ ) ueddos ap ey sdap puslag By TT

“uenipdde au fg uaye
woid p Ul Soumegrs pLy S e Juscsud S swaeoB gy o
ved sauesgns 34 ‘weosydde s of Bupuoooe "sny ) CpeYsEEes 10U s
“zEpdl JC 1USRISaU E 01 uopeusE sut AEwey ‘uondsoxs s01 EupsBBim
12} UGIpUCS BUCSSS AL EIBL| Od 0 ¥os ERdeD 3u 40 %] pRRne
FRURSLEDN So.RUS 10 WMUENT 2l J USwD "30RsRl | JusDisal-uou e
0] S2IEYS JO JSSUEN JO 3523 B Ll PS3EILE 10U 9 G rIed J0 Ued puDoss

= Ul papancud uondscoa 3Up ey wesdde syl 0 #sE3 U SIY LE

LEpe R po jEpdes ig Jo jusa sed | jees
J& BLLAD Ses 0 AT JE pur ‘DOQECSuT SCRUNS T WMNSLAD
‘ucpewefiEwEe wogemuetiow  ‘vogeziuefio apesodos B 0
SRM00 3lY] W pSZRBES U SUID LINS 7 JUSPESY B 51 JOjeUSeE
DUF Yo J0 DIDE S W Auo ojqeuey urew eys suweh
yons SINIMGH | RIS SRyI0 B J0 URpea) B of assd oayg
LOJELRIE AU U el sagio A w pewel &g Aaw Auedhueo
poi3 go jonps jopdos S wromoanu U sad gp € ogeedy o
40 1 ULI0y SEIBYE YNy SJES JALI0 SYY W uapeas fuediucy
e fg ponesy saveys J0 LOOEUSNE By woy suef URssmoy

JUEDisal B S JCIEUSE SUF YOI Jo S3E1S B4 W fuo

SjgENE! g fjeys § pue ¢ sydesfesed o of passp jeg

uey sugo Apedond due o uogReEe B WOy CURD R,
‘mofE] papence 51 asodind ino oy Juesaja

S UDIWA £ L S0 3 BB TSI8SST IEUdED IC UONELBIIE S wey supet

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



122

R R e e
Ll ¥EL) yuigl Jou o3 3y sBers sup e peiepnlpe 29 ouses voEsno
FL1 HEREY PUT MDU SOEIEAT e §REE oU Gy Ine pegued
SI Y CANUBASY B 40 YEYS] U PRYSILNG SIUSULSD 34l U R

LI THUL [T L
fg wmy swef eudes Sy pIoAE O] AOIMAP SUSL B OSE LCOOESUED
pesodon S SZUSOEIEYD 01 SISE] OU PLE UOSERU OU DUl 3w dRIUe3
PEIEIS Sy CAUBOWOD UBLLSG & AuRdwoD Buipoy SYeLdmm Su9g g
PEISaA 51 SRUEYS Jo Jegsuen 34t wow Bunnsa sued sy u d ysisumo
|TEpmUSg OUL JELE UDISNEWDD D JoTed joudss o Cucheodds
sy U pEIEnUElsQNs puE pEs sioe; g 0 1yfn s w pus
sppuad vo NG UsgEuen o SR Uyl TR S0y U4 0] §50] Of Saguouns
6] 2y o usdo asnoD Jo S| ) CAuedioD UBTDU B W AYElS
a1 pue smEes seodico sp o UEQUDo S0IMEP SIIEINGD B 40 SUBSUT
AQ AUBdILCD DUIpOY SIEWN S 0 SUED 3] 40 uoydds o) Pnpuco
E 5B pE Asuaul pnoe weondde syl ey swnsse o apgssed jou s
3 -seputw o Aq paimop {Aucdwos uouuss -31) Ausdwics Buipioy
Ewnn «n o ue passed 1sml 3q e sued 3yl Ew Jo Juemdds
L1 JO IUNDO0E S50 PUE Wpoud 2 oU) SEIUS 10U (W 10 Uedrdde S
S0 IUAUSH SUL 0L AUNUS 10U PInos Ausdwics LEIPU| 341 W PRy SUByS
0 mysuen sy Ag wepdde =y oy Burusoe suiel s ey sEopadd
o snodwnsssd =g gnom 3| Cpeawsssoosiul Spoyw m suwel mudes o

Buners Aupge) xe1 213 pooaE o on jas A3jesaqep AUeCcLucs PnpUcD

E 4o MOus weus ® o uesndde s e snussss SU g0 uonsabbns
podun oy)  pesphde oy Ay pepers s Suedisss usipa) oy po
a5Eq ERDED 3] USPE0K] O MAIA B LW SEW 3DEWL 521 1 LU ssaUl
[enuUESgNS ey ‘o000 Wy wewsbeuryy eBumyoxs  ubmueg
3 sspun pequossud sauppnb uoneness sy Jed sE paulLEEp
sl v Horey repong oy Auedusr) wepu) oy g0 seueys
S paunbae fEnw py Jueldde o 18 wendde s g palgs
=Ty e woy wees 3 g eip Bingueng ) (seueD gL Sung usjR
A1 fpes0 pEISAAL ) SpUeAD G0 JFQUSOSS Way 12U PRIELS S1Y
urdwog wopu) 3 Ul suTunsTaul uoaBs spTu 5307 2 pUE G
SPUEMC] PEIELOCIO0U SER LDIL IUEDdOE U JEL) SIINAIL0D S Ul jo
ToAl WD DL o = Ao oy Buned oy swopfs wowsBouew pac
SIITEUE J0 Ereog weo su Bumey Anus ebs) pugsip e s duedwcny
muen paucnuswsoge =u o Leimeqre e yBnoy  Juedussny
SPUEBUIS SU 81 JoagsuRn #y] sruoce ppos Ew sued
(e =i PR SRaEs a0 s PR s A s D
UBLWIES) U 18 pioyY o sseq eds| 0 erogy ou puy aw ‘gl
mul pRorci|g a0 e o)y e iednn EasAn guiSrIAn o
Buneras) A3ea) 31 g0 71 0f )| ST W UDMUSW Jy0ads SPUL LpILM
dnjsRme EnRlan o wsmen ap pap Bunenesy caussay A
10 UDEUSILICD 84 13330F O] INKWD 1 puy a5, SUIEH peiideD uo e o)
R|p3EY p3 FOUECIONE B IO BWBYSS SUL 0 ued B 5] GO0T IROQURACH

0 55 NIUS0S 5B AUBOLIOT SPURHSUISH MU S0 uolEdisl S,

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



123

nL

uan=enb sy pre pesgdde sy Ag spEw =g o] puE spEL ApEegE
SIUSLESTALl S OF payul] MBSOl S| B JEW wOSssiugns sjuendde
= g saube aps uewnBre gons u S0y OU pUL Se USSP
ApERJE UOMDESJEN B 553 LpnW uoRoesuen pasodond £ sugsu
1 iAjRLRn pRERELURI A TR URABSTIAD AL RRSIRT SR ANIEAAY
a3 ‘ospE zonyun of pebzu w oy Kes o auey asmed app G

‘uonsanh s EmsuE o awosp pee ebs sun w snuasey B o
UORUSILCS B3 pOUdn S, IoqeDode S Ul LoRsSND | £ SU U0 Dk
ssuenpe ue anb o sprudoudde pue saooud a9 jou pinom g Swn
mrudoudde sy pr wopeopcde speiedes £ eyow o ey ueadde eu
VELL M3l SU Jo 2UE Sy AUeduucs UEIDU|) S Ul SPELL Y SIUSMLSSAUL
g wor Bugnsmu uoomsuma iy S e pagcsuoo KiBour
S| gy Bulpswes JoL 51 S3RYS JO §0BG-Ang SLR BR0aN ZON
uansang o piefias i seen AR 100 S5 e EIR S 0 LINISERSR R
UaIpan S IR S1%0EG-A0g UL AI0US JUSDISIHIOU E S| 3aISjSuen
0 Cron winsanm Jsoun Bunger uogoEsuEd SN W SEREUM EiRUl
Sd =q || suFjsuRn =Y 0N UCKISSNET UILRWA poE RgUiS SoiES
0 JRSUET, SU1 WO UDIpESUED IUSIBUD jEuaioys ue 3a pinow ‘soed
SEYE] 1l UBUM DUE SE S3UEYS JO J0EC-ANG J0 UCOIESUED 341 T

" Juspiss-uow & A uaNELRDUN 2] o pasoaad
10 DSHENSEUN LSS] TRY Lowym Uogiesue] e jo ino Dursue
JuRpER~LoW & 0 ALY XE S Of BOGRRY LT USRRUNLLIRE B,

SN} SPES. NGFE VOIS Ul

peumiues B sousase, 0 UDRILYSE SU) 40 MR JUBASE Y1 L

woadse sig uc Bugru e BuwwB woug uieyau s “esed Buwsoppy s
J] [B1ELS SUCSES S J0L RSO 1 LI AUl sepun 1 suel eudes
n geafieyr 3g jou e (Auedwooquendde) Aueducs wlsiog
30 0 AUEIDISONS USIDUL SUL 30 O SSnUiucd usiuas eipu) Birausd
10 SREUS JO HIEO-ANG SR UDERIRR PUT DRYSIES ST SUONIpUSD
SN YE pRupUgts 5| Y Auedwoo uelpy) we S| ALEpsans an
JUE ARIPIEONS DRUMD AJOUM B Of SPEW S| ISEUELR 3 J Cf ueqaes
o sasedind sl 1og sysuen € 5 pepsefiau 39 jou pinow AEIpSONS
8 /M Aupdlucd B fg S)essE [ENdED 0 BYSIED 34 JEU SIWUONS
JUE g 1) A 4o (gl Jomag ue s uesrdde Syl Ty
£70N BoRs3INE
-Kypan) Aaq g
FE Y o Fousues Buuado sy jo snun A suieb jepdes uo xm g
kel e 2ge o s yesyekde Su e asnefao Ap o a0 pnw s 2oy
JOOSSND O JSMASUIE S JELL ASA BUL JO SU0EUSLL CRIE app
=Bos
1ew 1 Aunbun Auz Buryew u uassy speWw suonEasesgo pue Bugra ag
i piman S1 SRR AR RSO0 )0 eRIIEIRg AN o uane g
sy (EYS JUESNddE Sy UsSUED Jo SWN SY 1E Y anEsqo
T AW NOMC SR CERARMNE] CSIFREAD ASSI NN 1N SINN LR
ol amss eBay =y Lo Bugn v Bunb woy jsEap jEYs Aoy

SN CARIASIPD SISA LM Sl [0 AU AL PHIR DOIR ERE e

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



124

Wy EF-SLINEE 10 RSN "
laepe), BYr EESEEQ)

ETWny (LCAETEL EUGIELISIL) TE1-SLI0) JOIOERUNG UL £ 3
JEYIZIE ML +

(0L14E9 3 DR B0 a4 jo Ador 3ng e a9 oo aaiiuso o Ade sl

TTTTTT DB BONETD L2y "G
UBLLLIEY T Jequiay
ey A d) {Prsmanyrh
“PE fFE

0z Wmenanag o Aep

5E Y15 uo pacuncuoud pue usaill S| Bunr s K piooy
BOEW 1 SLUSULSAAL FERUELSgns ol pefar Eupey
Bipy| Ul 3§15 £iuED)die auy) woy pREDCSSIP PLE PIIE|0S] 20 JOUUEDS
1| 5B S=UEYS Jo [esedsp s ssedwoous AQEuoSERS LED DUE Sdoas 51
Ul SpLM ST LOMDESUES} B JC 10 Busue, uoissaudxs 31 1843 UISE a4

oy frepedss os Aes aan SUO [ENlEUod iy B pSEUSLEIEYD #T 1OULED

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



125

Advance Ruling India-Singapura

1BEON WA 2 ISpun sysi0 Je AEnEp Eyju
Kepd o 3pou ou se ) yogw Auedwony dnoes uep) ue 1o Supoyseeys
Ao (99p07) M wREanka] smmgs 0z spng peergdds s ey
PSR Uy By Rl U pomey oo oney oo e uespdde
1 pue s53msng 0 30e)d S0 AR 0 SN0 UE B L0y UYL L BIpU
u sowasaid Aue anEL JoL sSop U 1Ewl Saugrs juesdds Byl )

qursijdrter
ap &g sioeq plus) SR LT U0 PREIBUNLRN 3] PNOM
S40 AUl WIS =R g spaod o AsuEp e sojoaLcs
Ul SUMES pEERU U pnom pue swe} apgecicde fed
BT U SELS, UEAS[S 3G W PSRLUEL S W SSQUOLNE CE)
Pap2Yy SN[EA, 24 L LOZESICR WEQC OS[E FNIM SHG] SUL .
‘EIpJ] W pauwopsd ssouuss o Juenddy
B U0 SETOAU] B30 2SIE) pinos DU waip Sg D0 oue
palEssdo) SISMOLAEN DIpUY WLOL SjEsado pnom 5451 ay) -
o) JEAn jucoddy
aup o] A19up wewded 34 a¥EW WD U pOoa BE0 AUl .
N =g 9 gy Y e e spuud sy, sy
FaaLl ) #EE Wied s e EnoN Uexddy 3y “sasmuasd
SWNI0 3 B BUES 3 AP DUE SAunpeaoid Jannbas
3 Bussoniog A SSnouRUEM PRIUGC S waly spoad aur Jeag
PIICA 431 Yons “ A0 38 wos isanbay nd e Bumsar ey .
‘ap uaaq Burey Aswipp wne po psiddiy Se oo ous
P30 34 o spoall sy BeiEp ARIEINSUILN BN0M 1| 5] Aue
uy spuud sy my geosbean o, e seoepl mS0 S0 oLy L]
‘uespddy AU LA UELLRY pynowm spoal
B JO CIYSIHUAD Y] Wrp SWCISTT J0 JUSWARD JnoyiMm
spooli 3 Buuzsp Jo BIFU| J0 SANUOLNE SLUWSTD B LI
pu0g ALE YSLUTY OSE DG S4E] BLL CSSNCURIEM papog
B SRS 31 SIS SRR R TR P pnnay i sspadg

aip 52 uod Sw0jsna 2.4 Wy spoad s JeS)e FinaM S35 Sy .

'E1pU W S
aup o} spond 2 diys ppom wesjody 3y Lo @ wemrsInd
ueapdy oy we oo seepand B oosier opmoe S0 Sy -

Smoj|0y sE e dds s Ag peieued e Juswsbuse sig u paeoa
sdas eodd) 3y]  CsisEq S| WHSNT, E US pEO 39 0} SWES
1 JEnEp pue ecKds 3 Lo JEUSq U0 EpUl U1 SHSID XS DINOM

O TIpU) Ul (5451) Saprao. g 201uss uaouddapuy], yps sjuowaoubc

el SA DI Juedde A CRenen gs, Ap S CIREe (A
fuquzau| pabeuryy opuap, e =oed wnc o) pesodoud sey a0 2@
“uesdde au woy gndu o uswaunsoud Uy ul SAEERE S ST WILILW
U oy ey soyes puesaplde oy) erpe) o (spg-0) eungesg ey
wswdinkg pewbug o sysig Bufpddns useq sey | saA0 ¥510 PORH
30 300 PLE SUMDEINURW 1o sesuEng 2U4f u peBeBus @1y ~wodeBun
40 SWE] EU) J8pun sqemociooul Auedwony uepisai-uou B oAQ pajy
U= SEU(10W |1 SE 01 peuma) SUESEU) LOAL By XE -DWoou] au
20 [LIDSHED UOGDES ISpUn U SOUEARE U0y UCLECdde i) I

(umpe Fquo )
NI TN

MIwd TEL W LD ey
LU EEOEY S . usuizenio o g ey

TSRO0y R TUNE RN N
STRDOISY TGN IR0y Reely o N
SREICSTY § MG SOmRN Tarys gy N
SEEROSDY § HING S W W N

[ESIR1-ossy B MNE e UEing UsaNng W - Juesgddy s sopussasg
WIET M NISONEREL IBLEREWRI
FEL UGOUL S FTERI0 D PRASONGT IR ST D
anodzbus
“drerac ‘andebs 2
2y o B oo
PN MoAL g BsenpToy wozgddes g
reuate ) aodefu s aefess wn ; 10 332UIPE § FLEN

GI0E/LER "ON UYY

lequs) crowd T IN
[RIMEERUY) D0 “A°A S 1N

1INZS3Hd

0LOT AIETnged Jo AE0 WSt

IH130 M3N (XL INOINI
SONITMNY FONVATY 404 ALHOHLNY ZH1 3404348

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



126

W10 Auadebas

~E1pul] S0 J0 L SINUE 0 SELSLU| EDU| J] Juz0gody

LS A i U Y R R o LU Jea g

Kur pres 'mpoco B ao) o U S0 EOUTIUNLILY

# P DL AT P Risn s reapranye
2m 3 (9} uDDSErn O FBNSUE UL 336D W ‘ol

BIPL Ul LHIA.) BIT 1A [EPul) 32Si007
Haoa g pejeesds pus Peumo SSNOUSEM PEpUCT SUOpEns
e ybnong apoeb Bapoegop 1o Agagos o oy
AP R U w0 Ainedrfuig-rip 2 andgdc n e
SO JHOLT BICUL Ul 3 2 AAEU DNOM "SSSURISUITLE
PUE 5108 DEETS SU U ey sy s (ol

Lwylo emdebuls-omdg o o ¢ seuy

19 Sy W epal U yueoiHdy g 0 3J 1 03 Haonarpe

0 awren) =anmy Le pnos “areen s 2 e

UE U0 PRERSUNUE 5 SEn0 S0P0FS SULING BATELLLE
241 U1 (B} UNESTD O FSNSUE U] 3369 1] ‘ol

TPy W sepaod sopsse jepuadapy)
w  q  papss DU DEMen SR P FanUT ST
e ybnom =oof GueamEe jo Qeoe Ul 00 JORERY
u {fean), Jo vyl aodebus-epu b uswsaby
sUENONy unExel gnag wod:bus-epu e o (s
» s spouy RBoW EPU W L3d.) WRLUHKESS
HeUeul=d B AAEY PROM 'SSIUEELINLE
PUE B PEIES AUl Ul LENdE S RIS iEl

T SAMDIICY S AUE (SEDE SE SuoiEanb
ey (fEe) 50wyl Q sE o) peusges seyssuey | Jussby ecuspoay
uoiexE | agneg =sodeus-eipy) syl o (g)g pue (LG Jo Buweaw
U UL () UTLIGSITIST JURUCLIS Y U 40 STIMISIO 10 SOUTISID

3 o e Apeag uooemdde s U pasel suonsant ay) I

-ucqEocde 3U3 03 DEGAUUE 51 1AL S0
FUE JUED)OdE 34 USSNGST WSWaslly pascdosd 34 Jo Dol Y fT|

Juenddy 3.4 Ac si1seq whua s, W Uz WO PAEISUTLE
2] pnow fwed  peg quspusdsoa ue Dulsg HOM .
¥ o9 seook
o AURAIIED LM UDGOSULSD U SLIME DEERL B4 S[Y puE
s2uE) 3qeaiidde ded Bipy ul NpEY |IWE] L SHUOYINE XE|
POPRy BrER B yas uorensfes £ usigo os[E pnom HIA =
‘EpU I prucpRd seonEs Jop uedddy
3] LD 3H0ALI UE SSIEX PNOM PUE (H4 § P3)04UcD pue
e ) o, AR B I el e -
“pan) s ey
ap o Apap pewlied @ ayew Wi w CpEom RC -
1130 03 4 32 AG DRUSED SPOOD AU Joy 3TI0AU
S samed o S e Py juesiddy sy cesenused ol
1 SWES U] BAPP pUE ssunoscud pauirbag sy Buimaono,
A3 SSNOLUIEM PAPUOE 340 WDY SO0l SU) JES PINoM HO A -
apew uaaq Buncy Amanap yons yo juco ddy
A Luouk pUB B3] 0 Sp0od o JaAIE0 DnoMm ) HOL
ws spoob suyya0) jsanbay Ind, B =oepd panam g0 JessLAYN -
Juespddhy BLp L wewm pnom 5300
ap o dgssamo 3y | AN swosng 4o usufed nogus
spoofi 8y Buuedp af BIpU| o SALUOUNE SwWosnT AU
LA UL AL S I Ul PR A, IR P b
U SLES 3l 015 JSUESIEL ‘PINoM DUE U308y wo Jauadi
ay se ped Swopsne ) ol sponl s 1ese pros 4o -
EIU| Ul 43 03 SPO0G 240 IS DROM |UEDIODY 3L LI O
nensind pengridy Qi 1o San aoeEnd P APl pnna [|RC =

MOfE] PRIERP AT usuwasuby 21
LA ISHASLLSS UL PRADALE 2w e sdsge pedd sug pue | usussaly
qnH AHEH PONR, SUMBUSWOU S SEEq yiys  weussdly
pecodos, sS4 g0 SumESy Syl P (I RRUL RO O PRSSSS
&1 [ SsUSMBE pue 1u=odde sug o yey=g o eipu) U spool yoos
pyncm uedies pies Al e o pee e Lieduns seand e
“HoA ye uswesuly ue on Buusus Ag aoepd w ind 33 o) pesodaud

weuebueue Jeqwis o SEER U SRS USW Wedde aul T

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



127

" JSpianid Ssnoyssem, SE PRQUDSSD 51 HOA "HOA

pae pespdde S0 ussawsg uswssiBy gnp) dueg pee) ey 2
‘BLuesy Jo a5n0a

S Ul sAlEUSSSIda. [EIUSLLUECSD U 0 PSSRl SUSM SUOTUSIUCD
el nysike 44 foudsle U geng pOIEUgITS S ) cYELLGE
B Ul 3d SE PIE3L 39 |EUS HOA 0 S45] SUl 4O SSTOUEM
S W PUR 1P| 0 T f sey wesidde sy ey pusis s sEE
SIUSWILICD S] Ul JUSWUESS] SU]  E1pU| Ul DIXE] 3 01 Qe 10U 348
HOA 10 5451 40 Bipsw sy yBrooy epu) ul s-3wsnaaq o spool
F= o smpddns go Junosen Lo 3 A peausE Ryud SSSUISNG By seogeseLy
PuE Syl 42 GUY o Buuesw sy uipe 34 fwuste o g4 =

PEXU E SREL 10U 5300 I 18U IwEldde 20 Jo ucnuauoD W S 108

_vdesdesed sy o BUIESW SLE LILYM SNEE
g _..ﬂ.__..uu_nﬁuﬂ LT CRMDELIOD S 10U g ol estsdegus ey
or JONUCT LOLLLOT SIS 34T 07 jasigrs w0 Ag pagepues ‘Bupcguos
SRTLICIBILE SRI0 pUE SEULISITS JEYT J0 HEYS WO 0 o srudispus
IELY g0 gRYRG UD Apoym joowye 2o fjogm paossp e el LR yone
JO SENIAISE Sy LR USASMGH  SSOUTEN] Sy fo Ssancd AEWpD
Bl U OURIE SUB SWONSD NS Eif PRpAGH SITEIS JUSOUSISIOW
e g Efie apa e o pesie pacemmnn pecasll | Tayneg
B yinouy] SJES Syl 89 W S5A0ENG U SSLWED § asesa] ARustl
oy BUDEIIGT ) Jompu oy W JUCLSTOEY Y i oy
0] Daitf3ap 24 JoU NeLT 2050 _mEEm.E.GJ £ jo 2cudisua Iy "

nﬁ_ﬂ.ﬁa:u

=R R pOgUoe UDURNGY EEs S of jalgns o Mg
DDLU BUOIOS SESMMIUS JARe cue FEUdEe Sy
Jop o geow acudius agg oy fyowa poune Jo oy Spmo
[AUCCUSI-IRY U U Sepio saugss dpanngey ay (o)
40 BEUUFUS S 0 YRyRg

ud SSpUERR 0 spoof searsr Aemfal sy yoius Loy
SEDUELEUSL 0 SDO00 JO NOUS B SEL [SUGIUSIL-SI S
w surspwveen dpenygeq g Suoygee cons ou seg ey ()
SeUlisps SyY 0] STIOUB S

It gpool o eseyund SuT 0] PSILEY AUE SAMAQIE Iy STauR

LIRS Byl 4D RYSD L0 SIIEQUOS SDNDUGE of Apuougne
LB = JEQ W Sesiuaws AEnntey pue sey sy (B]
-8 ey

oL ARSI T 0T USRS JUdeiuol B oaly Oy Doliool
& peys ssudsus my SEls Dugeeduo B0 AU M0 ATLASHLE
LE JOJBLS] w0 Feps Bugaenuon e w Bupoe oy — cardde g yoesbeed
LM L STIERY IUCLUCUCDW WE U uole ue ueyy Sogn — uusiou
aRyM T puE | sydeifiesed jo seorsinowd 24 BUDUEISURMPCH 2

DR PRI
e 34 fouzbie g [£3p yaum gUY o (gl pue () sEed (Zouy
Spia)i9d 0 wmuysp o O pepnppu ApEmedss e cme segs
oy sampory afesois Euproud wzsied ¢ oo uooERY L SSNoyEIEM 2
pue doysyuess ¢ Yopooy © o0 yo un younsg © Juswofounw yo coo)d
v “uo pewes fpued so Apoyw 51 ssudisus Sl JO SSSUISNTG S WDy
yAnon g ccansng o Aaed paay PR gJ umnEy & sSUgEn oG o))
Ei2g] = 50 UDRIUSP SLE SUELDD ES1) 34 0 CHY B Ul [3g)
WSUUSHIELST IUSLEULSA £ g8y >sudisps s b Ao siyoud s53usng
Sl 0 PSS Ul PIpU| W pEXED 30 O] 3[QEI 3] pnoss 2uDdetulg
0 nepisau-E] & fueg ssudisa sssuisng 2 wvomgw o Buipuooos
¥wld medsBus-opy =g o (Llowy wouesiced e egoas o
SfEEs auogaial Juedndde By Adde |Eys #EE53SSE UL O [EDYAUS]
TADAL DT OGSO W T TR 0 JD TR AW o H_l.U_H__JEu_
Al 18U sapiamid 39 BU) 10 (ZH06 UNIDSS CEIPU| Ul PRAROS SWoDU
=T uD pURE BPU] Ul SELE 12 SUDOR 0] FelleEeE & UDILUs. s0eooul
LD 32 EIpU| J1 S35LE 30 SSMUIME UDILM SWODUL U EIpU] Ul PEME] 39 0f

S0E1 5l WSpISa-uoU E 1811 umop sAE| 10 1) 2 jo(7)c uoas

‘[) puE (£) SUKRSANG

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



128

‘sapacse Acjerecand o bepme

Epo Jo) pue pne pue wonosdsa “Roiusam Ewsiud sop Kmioeg

HOWA OIUl 3R SEW JORELLCD 30 Jusde paqeubisap s SE0EsS ey
slES || §| 24Bd Ul yum YERP 3 SEN0URIER S RS of ybng

g7 eued) ssniEpe) Sy o ApsedeD sy saoudul Of sunypusdes [epdes

p Jeaq [ HOA pue sjonpoud szBesc asois 0] syoed o uoiswosd
=i Dunpniprun spgepene oueds oemibmpr ooy e S

rauE AEY] TUEASIS) OS|T SUE SAOIAIRS

Bursnoysuem jo 80035, — I Ul suonod S o SLKE  TEE

WD PSS | |0 b2 Raees g jBnoug
epu| oyu papodw) sionpod wefesg e oo piotes o sspodl,
soefeas o2 BE EUs HOLA 18N s3EndES ZL0l 2Ed

{11 0L eied) [EULSYD JESU e [FLISNPU| 300dIS
e asnoyuem sasiused Z35 530 g sowmEne s aeloas o cwes
3 JanEp o pue spnpud wefess sy Buisnougies o) sgisuodsay

A PSR spwni] Acinias swsifing PSR 1R A 40

zsndind Aue 1oy Aped

deis oy g0 oefupluo o uoly onygepucsoidol Se UeUSRisURR oy

o 51 fued ssyusu pue ssped su usewgeg diyssuped o singuEn ol
50 disuoneEps ou sepeess juswssily sy U sfes gglL el

(anoge o pausE) 7o eed

JEpUr 4o 0 ANIQE| S JSA0D O WSIWNS JUNOLUE UE W USISSas50d

s.Auzdweo u) ae S aum sonpoud Sefesc J0) SOUBINSL) IS IHUNS
UIEQUIELL PLE WO 1M HIA T 30URIMEUL IR SjESR f BIEL
pRUYEE 51 SNEA 3SEIE [N, FOUALNIDD
=d siepop 300001 0 wnwoew e oadn pnposd sS4 Jo SNEA 3SEHEU
|y, pa USpEE Sy o 04 JO sesdopdus o sjuste sy AgQ penuwcs
yneEEp 0 Pajiau o o Buisue sonpouc sebess m slewep 1o sso

i poull eean mpogue g HOA Sy sepaued gy e

Fped g Aue Jo uoissassod o ANzIES
mougunous o) pelons oy sus senpad seless sy ey sunus
osfE pUE walshs wawebeusw ssnoysues sy sonposd ssqo au
wow senpold wefess s swbulss pus | |08 g sAes L wey
swep pur spnpud Ared g, Bupesy sy sesq g ey

I ered

#pinl e sad se siHDs o aebess A siceded =3y 3y
| eved] SILBURNIES

fwunzes wnwmny saxBeas yua Adwoo o1 aney s HOA
(e | waed)

BRI PASH 5B Ssowues BuisnoysuEM WUopsS R HDA

171 2ed) w3 ui pauads suoqESD|

oyl i opelooy g ocoedls osnoyoiess opuved s syl

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



129

PRoys =oupd peey Sy e AURERE0SU 104 §1} LS Hy ig peEesaus
S JEYW 51 U0 pSWED 5| AQagoe ssausng (U SUSm Wow SoUsuELLEd
0 aaBan e En i anepd nayEIES P G SRS PHIGRIR Y DT R
Ul UMCp PIE| UOUSILED 3 51 uo pawed Aped 12 foysm S| Ssausng
s oy ubnoap ssawsng jo soEd pEy. v RSED WLEISU AW
Ul pEPEQE S| GUY Jo (1] BUED JSUIS)M SSNOSIP [[EUS SM Rl a

, TUSWYSIGE] 3 JUDUBLLSG B SIY LIy j0 S2UdRius a4 um
AfuBpuadEspur AJous DUEAD PUE SIOQPLOS JEALIS 10 SIIES
DI JIPUFT FIPLOGD OLLE D SWeS ) w padcbus osudmus
FBIS03T PUE DURKI B UM U ¥ 3B 6 PEgiacya 4 pubeu
o o spid Sugg IS SFES jusueuLad 1EL] o pRInQURE
20 s Bugeopuos good W TyR ooyl WAOLE PajEaps
HswEpgese  Jusuewssd Booybroug  Seps  Dupoegueon
S0 B4 W omaweng Uo Sswed aEg SWpoegued B Jjo
amwdmus ue weya T pdeficed jo cuocwand g op palng

LR e
jeueLuad ey 0 agEequye  Apeap g0 Apeap
S S0 WOl Jo yar o3 Ao jnq o 4D4g0 Jug W pacy
a7 few sswdsgus suyp Jo sigosd B0 DESAGIE B SSAUENG
U SWEs STLASIUS Ay LSS DAEMIT JLSWLSIgRES
JuTuraLnd © yinaag A0S SURTDAEO ] Sy S W STUang
U sawes ssndsus Ayl fosun BN B W fjuo ajgexe)
a1 jleys aers Bupequo] B jo scidigue ve o sioad syl )

7]

S 11-00MA SEIANISNA DIATNINY LG
- wanap =) e ey gy L =odelun-epuy sy g 2 ay

N PRIAR SRR 3AR SAUHSIAL ST SRR s
GHY 01 51 S3El Y] 34 £ ybnou SSaUSng S) S3UeD Juesdde
S JSUISYM JBDISU0D O] ANEL W 'AUnjadal | "SUop a4 0 SEY SIoal
20 UDENQUIE U] WOU O] S SSUE || uonsant U syl S sy By
ESINUELULS JOU NG BIpU| W paED0| 34 B yBroug ssauisng Lo SILUED
A g || SU RN R UL SRR S [N SIRL UL sEsrsniy

sy woy emdde g 4g pasep swod sy) cwy o sodebug

-EIpUL IS GHY LI pRUYED SE EIPU| U 1SUYSTOEIST IUSUELLS B S0E
01 jES 30 LUED EPU 8] HOA 5B 4ONS 5451 UBNouIp SSESCo Wwaum
WENIDE S JHISUM 51 SSED JUEISLE S8 Ul UORSSND SU0D S0 g
“HDA LA ClLI pauqus

wauss by S sE sauU| JEjUS uo 3] A uswabueus 1o uswesiby
SUERCYE PSS S Y USATMOH 39U U0 J0U STy (IO T 0 Dwes
U JangEp pue eoidde 3w )0 JEJS] UD SYSKT NOOIS DINOM oM
CIPU] W SapASdg SOUuTS WaEUSdIpY) yas juswwasaly ou) ¥
“(p-g wed) souesyubs (euogeLungu

oo euogedo  fuopenbar ez oy spuooss due yoo sadoo
pue o s mefeag mee ue |10 Busaye Sumss presueie S
0 yed =q pnoLs spodau punoqao pue fojuaeul ‘punagy) - Bucdss
U LOMUSE POCIEI LA S[R3 § RN SIS N9 3Rl - U L
€ uo prpoidagafezag nd M {2 L 5ind nposd BuoBine, yim sjzsc
worgm . |- ied Jad sy SEecg A guucu ue souoquasu [rorsdyd mnpuoo
pue Gumoen Aowsa ayEpspun wasis wawslevew ssnoysem
3 wnocor oefreg yooo oyeBouBos pa Ho),  podou Loguzeu ous
sonpe 3jEs desa yswny pue sBuejoein evep juoaosE poddns o
=gl Buneiede e sssonu sy gsigeRms I 0, CEITIGL{RIEA UL
Gy qnd 3g of siorpesd Aefieag smojE e HOW, 20jEq atebesg
o b pisssr ouonose Ur puss pur Zonpoc evebres, e susceRs
[l HD  (arucs oqeanuUl L S[2ep § Bley Z eved i doy papiecud

eue o] Dunmsun Dunvesey o uelen o swoyelpyo oy

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



13C

Zl

saofodws s wexdde sL) 0 pe3sul Jspraoud 201/SS B 12U 108 UL
aneyd sy e papvoid ag o panntas e uendde sy 4g peiendos
sE sjuswRsnbay funses g uan Agus Jons Jo Sun S 3E uesaad
= PINOYS d5| S 0 usoponm sy pue juesqdde eg o Esedse
B JE J0U 9 SSNOUSUEM MNUS BU) 1EW UCSER &y 1oy paunbau
Agsuedde 1 20000 SDUEADE JONS  EOnOU SJUEnpE Mg papeossd
=1 fguo yons 'aq fopy {geg jo | ued opia) oge BuBoyordou Sppos
“uoredsul Lomusau Exsigd Jo sasodind sy b0y SSNCURIER B4
J=ue o) Whu e sey saneuesaudad jo webe s peapdde s “BA0a00p
o0 Bunpedou Bugpuey ‘obBoiois way podo’ jopuon sopusel
o syEsds ogE pBawsaby SU) SROMAP JIUONISE PUE SOEI LM
FENCURIER 3 U 3ceds pajELUEs 3] PINoUs SUBU IEY. Juswaauby
s w suxgespy ybnous we syl peBuryoes e cucgwuLol
ss3Usng AUessaoeU a3 pue dpdwosd ssmoyspes SU woy pa)nd
&0 UEr Sonpoud 31 1yl o5 abueyosill EEP SIUCNTD| S SIENRE)
n anasie dwscana aip apaned mosambaiha goE gTa B LE
EJpd 430 Sy CSUCHEISD J0 ADUSIDWS 10 ARedeD sHEIDNS 5L} SSESIoU)
0} s¥0Ed [Esu o) wogebigo ue Jepun s1 HOA UELUNS CHOA UD 1SED
5] sompoud sauemdde s suos o SigEEaE SoEds sienbape ayEw
0] UCCEDRGD BYJ  LONEDD| PRUSSS B IE S080S SSNOUSIEM SPIACK
0] SARY W HO) ¥EW uswsauby S woy 5595 S US pILUIED
BIE SEALOE SSES AU Ssum wou Jueadde s 4o ssawsng jo soed

PRy SU UsiE S1 0 ehlcs el U Ul PUE Sopnnd eon e e UL IR

 FRicdnesEeutue
(3002 UoSUD PSP LOAUIALGD 0L PROA |

0 S0Epd SSIUBMY SY} 51 ) SSUSS AUC U] CSS3UISNG SU 3] SIED
ynym soe|d PaYNUBp) PUE PIYIEWLED j0ulsip B SEY ueddoe sy
i sogscd &g woy Ensp U seop seprnosd eowes sacmBop ey
Ay passassod 40 DOUMG S| SSEUIST Jo soEd PRy 243 19U 10E 341
“SpU| W susqmieds sisweng ey o jund ooy U YT SEsUEng 5o
s3Ed pEy B SwEY S20p JuEdcdE SU) 1B SN O SWSES §] TUDRLSLCD
Si WS00E oL INDD 1 Pul Sph sanoy sssusng Buprp spoob
i bBusSdsIn JO S500Und UL 308 SSNOYSUEM SU) O AQUS Jo JuSU
peowmsa 2 Aud 52y pespdde s pue SEDLoUA SNUEE wapusdspu)
A PEIEISOD PUE DRUMD 3SMOURIEM B U BPUl U pRucis spool
Sy SPY Ao 3] eipu) W asusssud [eoisfyd Jo puny FELO AUE Swely
§ ST S e Ul jesia g gl e jdeng Ju peses) Uoum suoisey s
J0 SER|e) 30 saSEN] DU SEY B eyl SpUSUe ueDdde 341 LG
Pporus o Sonpd povy T YERA W RTS
Sy 1 Uo e 0ap e G 1 128 5 4
ruaced oy AFERE SURMIF DI, CEDSNDNG f8 S3Ejd pay

sng yonang ssudraus 2 Jo ssawsng sy o we Bwlues ag -
LT

40 J2ubon wopoe (€ g, Jeojd pounsi) ©gC poySIgeRD
B0 N Y3 1o sesweng g soeM sup

‘uswdnibs E?EE wELE W o sesnusnd
5T yone MuEeng © R FEOWING 43 J0CMA, © g0 J0uRSED g

suoNpucD Buwo oy
S SWELCD Gl o | ydebered u) vomuusp 2u o 1 Bupuoosoe
,HIESy [BIEI UD SSMALCT (D30 40 AELSWLOD 3U) Of PaUSE

sey uempdde sy ssudeus ubesop s A0 paaw U0 psumo 34

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



131

bl

WELLLIPEY ) JaquuEly
(ippay pdl (Ersouy )
L e

‘01E “Lengaq jo Aeo
45T U sy uo peouncucid pue uaub s Bugre “ABuipsosoy
SR I A I LT R

“AuE p 'sesusdes Jagn pue HOAdS o ped spunowe Sy) 34

=1 § gy o aeudizqes 3 o uspuasdespun fogs ssudieps pugap
puE sERdES B SE PHESN S0 PINOYS I EIPU| U AIGoe SEES au o

uopERd 4 34 & o suoud o uopeindwes jo asodind s o

LSS Ry JU SATE] UDHENE] 24 J0 SUIGELY
Sy o) PSS PUE J0 SUDISAOUD G4 LW SOUSPIGSJE W
‘ARAMATS 1 PAIPEIT S ESIECHTEes JUALPR R Sap Jpips
W S S W SYeys Daunaw of facusdid SAJEIEILURIDE
pruniol pue ogTooxe DUDREMY  pUCLULEUEEGS SUcteo
S0 10 SERUSTT A jc sarodind SR J0) DEUNRIL] SUE LT
TAsuStNE SLOMIDAD 55 DAMOIE & [EYS SiB TUeUTygRSS
usdenpsd ' oo mycd Sy 0 GoTEGTRLUSEED Sd W E

MY STLSULSEC B L e
2q Aew uEwisegass usreusad g o) sigenaume swasd
S ‘Segnogp Eucdsors sjuseasd JOAUSE] UCBLRIUESD S
SO UCHOLNLLISPED J0 opfodtow 51 JUSUASTJERse puodeiued =
O FENGLTE [T J0 JUNOWE 13800 Y] SSSyM 5B AUE uf
PURLYRQEISS JUBIBULSd = S 1 LM J0 SSUEUERRS B Al
Apuopusdopw fjouwn Eapeop put JUCROUDS WS 2 S
B FS0UN SSQOE JEPUNT jo Suer s w tefebus Fzudspe
SEMEGES PUE UGS E 2uam Y SYEW of paadia o7 pybnu
gy o Su3 JUSLIYCYQEES Jusunisd J0d o paanguIe
2] e fSgue) goes W RS S0 Wasy) pajengE
JUSLYTTESS WSUEILST 2 ybnoag SEls DURIEINGD JELGO
A I TSRS 1 SREn SRS AupsRgung B oo sesdiEpea

ue susgm g ydeabesed Jo suoiswoud By of paigng &
“BAC{RH] [EEEWR NS <1 LA ¢ S0y e ¢ e o s K e maenf
9 JEWYSHgELSS Wweuruwsd s o Woud 0 Logrgupe syl b
AP E S EET

£l

‘SIS
§5 Sony 0 BUUBSW SME Ugiwm D4 Aousbie U JELRSUM SSMOsIp
ol Aessaosuun I BRSO S CIANEM0oH LG SRy O BumiesL (=1
LI EIPU| U1 3d B SR UENOE SU) IR SUIRIOY AQ SAJEULILE 31

u Aped pauasssue aue (o) pue (B) sou uogsanb ynsag S0 uj T

-

WYLd e
L' Hy 40 DUIVESU SUL UMW SS3UIST0 0 SO0 Rl S0 SSTSUCT
S5 40 FSNOUSUEM 31 Ui 2oeds pREUBIWSE SU1 JELL ANUAASY S o
UUUSTUES ey lecime Of ey oW seuliprely PUt spoey oyl o pusDa
Buiae . sapmced =0iAdes BB DSZUSIEIEYD B0 OS|E UET oy Ipincud
SETApEm oy R Epow oy glioogy oo powaes Dueyg s soepd
pey B queandde @ap Jo Ssewisng Sy LG U |0 Agendde aug
Eunmprsucs i Eusw s ou = qusde uspusdspul 1o juspusdep
E s JueDidde S o SUOOINRSL SUL o0 JUEMSING 10 o JEySq
un seogricdo ssowsng uo Buduso vosod oyp sowoym ussamb o)
“papebausip aq pouues ssqipess punolb sy) soed pEdy B wol B1py)
u ssoursng fue we Loso ou soop uropdde Dy oW pPES 30 10U 1
“spomaoud po sagddns q Buipes) suogessdo sy Burunosing Apusw £
“ipdueud ERAwwaiEns sy o Assgsp onoosd Sy ANsUs 0 UDIERYOD
Ul jor IS ianed BOLFSESIOYIIEM 33 pUE UeMdde A poE Y
3o (| =ied jo uopeupdde Ay 300 U MELA IND U oY EROF EJSALIENS

au o sjonpoud po AswEp su o) Bupes| sucpessdo snouEn UD SBWED

Universitas Indonesia

., Naslul Wirda, FE Ul, 2010

Analisis penerapan..



132

(&
(DY

o

Universitas Indonesia
Analisis penerapan..., Naslul Wirda, FE Ul, 2010



133

LAMPIRAN 4

CONTOH SURAT PENEGASAN :

Surat DJP No. S - 1221/PJ.342/2006

Surat DJP No. S - 366/PJ.022/2007

Surat DJPNo. S - 429/WPJ.19/KP.0307/2007

Surat DJP-No.S - 12/PJ.032/2008
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